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ABSTRAKS

The focus of this research is the political behaweicsociety with
regard to the election of political money in ordering the reform,
in particular the election legiaslatif 2014. Mappiperception and
behavior in relation to money politics will be timme base for
determining the factors that influence the occureeaf money and
politics develop strategies and actions peopldwmyier as a model
for the conduct of elections.

This study used a participatory action researchraggh
(participatory action research) are defined asvitiets that are
participatory research among community resideng aommunity /
social broader scope of fostering transformativiioas (changes in
living conditions are better). Thus, Dubai does stiip at mere
research activities, but continues to empower conityumembers in
a participatory manner to perform a number of adtidor the
improvement of their living conditions.

While the findings in this study are (1) the modperandi of the
political money ket year is always increasing ity and quality;
(2) the cause of the money politics initiated bg tandidate to the
office of the public to meet with the urgency oétheeds of people
daily; (3) efforts that can be done to minimize fhactice of money
politics is the politics of the moratorium provisidialkukan money
by political parties and candidates, as well agolitical movement
together all elements of the nation's money.

Keywords money politics, elections, democracy.
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KATA PENGANTAR

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan
salah satu unsur yang sangat vital, karena salah EErameter
mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalehbdgaimana
perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan olgarsetersebut.
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan olehyatrak
Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat ada&atgan memilih
wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekamsyang
dinamakan dengan pemilihan umum.Jadi pemilihan unagiaah
satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnpara
wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyatuk mengurusi
negara ini. ltulah sebabnya di Pemilu, selain miansihggota DPR
dan DPD sebagai perwakilan rakyat yang melaksanlagaimol dan
ikut merumuskan arah perjalanan negara kita di getaban pusat,
kita juga memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabap#fota
sebagai perwakilan rakyat yang melaksanakan kordesi ikut
menentukan arah kewenangan yang didelegasikanpaleterintah
pusat kepada pemerintahan di daerah, baik di povimupun
kabupaten/kota.Melalui  Pemilu  pula rakyat menunjuka
kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Pessiin Wakil
Presiden. Melalui Pemilu lokal yang disebut Pilkadezkyat juga

menunjukan kedaulatannya untuk memilih Gubernur téakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota ddrakil
Walikota.

Namun, tujuan mulia  pemilu tersebut, dalam
penyelenggaraan pemilu dalam masa reformasi diaedaeh
adanya praktek politik uang, yang pada akhirnya degradasi
tujuan. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadapupsebagai
mekanisme demokrasi menjadi sangat rendah. Pandliii berharap
untuk bisa mengungkapkan segala sesuatu yang laarketengan
politik uang dalam pemilu. Dengan menggunakan peatde
penelitian partisipasi aksi riset diharapkan adterkbatan secara
langsung dari masyarakat untuk mengurangi bahkarghilangkan
praktek politik uang dalam pelaksanakan pemilu padasa
berikutnya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan penelitian ini, kami
mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayapakBaektor
IAIN Walisongo Semarang dan Ketua Lembaga Penelitizn
Pengabdian Masyarakat (LP2M) kepada kami para penelJuga
kepada Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Segngang telah
memberikan ijin kepada para peneliti untuk menitigga jam
ngantor di kampus karena harus berada di tenggfattemasyarakat.
rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada selwmasyarakat
kelurahan Mangkang Kulon Semarang yang telah bersmma

dengan para peneliti untuk melakukan kegiatan-kagiayang



membedah problematika politik uang dalam pelaksanaamilu.
Secara khusus, kami sampaikan terima kasih kepauaida Doktor
Ali Imron, M.Ag, selaku Ketua Panwascam Kecamaangulu
Semarang, yang telah membantu untuk mengkoordaraspara
Petugas Pengawas Lapangan (PPL) untuk mengadaiarsidiFGD
dan brainstorming berkenaan dengan politik uang.

Sebagai sebuah hasil penelitian, tentunya karyamiusih
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohona#tappara
pembaca untuk memberikan kritikan, masukan danideesegar

demi kesempurnaan penelitian ini.
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan takya
satu-satunya mekanisme yang konstitusional bagatakntuk
menunjukan eksistensi kedaulatannya adalah PePd@milu
dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suagtespr
pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukearase
berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digansk
konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umunmgaesuai
dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupaatketgaraan
yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai lbabetiap
warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses
pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsigsiprin
pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu pad@n
kegiatan politik yang sangat penting dalam proses
penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang
menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah matana
demokrasi secara universal, pemilihan umum ada&atb&ga
sekaligus praktik politik yang memungkinkan terhgmtya
sebuah pemerintahan perwakilan repfesentative

governmentKarena dengan pemilihan umum, masyarakat



secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemim@atau
wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya d
lembaga legislatif. Pemilihan umum merupakan gaatbar
ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokiias
zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadusua
parameter dalam mengukur demokratis tidaknya susgara,
bahkan pengertian demokrasi sendiri secara seddidaia
lain adalah suatu system politik dimana para peinbua
keputusan kolektif tertinggi didalam system ituilifipmelalui
pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu
memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yasgtu dengan
yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elitgybabih
rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lehbiggi.
Sikulasi ini akan berjalan dengan sukses dan t&akarasan
jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis.d&lam
studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagbuah
aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakambaga
sekaligus juga praktis politk yang memungkinkan
terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum
merupakan salah satu unsur yang sangat vital, &asatah
satu parameter mengukur demokratis tidaknya sueatjara
adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umumg yan
dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalatu

bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari
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pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilihlwakyat
atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dékam
dengan pemilihan umum.Jadi pemilihan umum adalah sa
cara untuk memilih wakil rakyat.

Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya
para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatdtyaf untuk
mengurusi negara ini. Itulah sebabnya di Pemildairse
memilih anggota DPR dan DPD sebagai perwakilan ataky
yang melaksanakan kontrol dan ikut merumuskan arah
perjalanan negara kita di pemerintahan pusat, Kiga
memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kotzagai
perwakilan rakyat yang melaksanakan kontrol dant iku
menentukan arah kewenangan yang didelegasikan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintahan di daerak, dai
provinsi maupun kabupaten/kota.Melalui Pemilu puakyat
menunjukan kedaulatannya dalam memilih pemimpirergiep
Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Pemilu lokaingy
disebut Pilkada, rakyat juga menunjukan kedaulg@mumtuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wak
Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tentu akan sangat berbahaya bagi kehidupan bedbangs
dan bernegara jika eksistensi kedaulatan rakyainjdikan
dengan cara lain yang tidak kostitusional. Pemiigaj bisa
dipergunakan rakyat untuk memperbaharui ‘kontrak

politik'nya. Akan kemana arah negara ini dibawayaetung
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‘kontrak politik’ mana yang disetujui rakyat melaRemilu.
ltulah sebabnya Pemilu sangat penting dalam negara
demokrasi, dan harus diselenggarakan secara peiodik
memperbaharui kontrak yang diinginkan rakyat.

Peran sentral Pemilu tersebut terlihat dari peranny
sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalarstikasi
negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan
pemilu adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. Artinya pemilu merupakan prarveagib
dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi
memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-pridasar
pemilu yang akan dilaksanakan. Dalam kerangka aegar
demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan momenang y
sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan
penyelenggaraan negara periode berikutnya. Permsdlain
merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilin paakil
juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan getukan
kembali kontrak sosial politik.

Namun, peran sentral dan pentingnya pemilu dalam
kerangka negara demokrasi, diciderai oleh marakmgitek
politik uang Mmoney politick yang dalam beberapa
pelaksanaan pemilu di masa reformasi semakin mekkam
kenaikan, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian ataju jan

menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak taekgn
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haknya untuk memilih maupun supaya dia menjalankan
haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihamufasal
73 ayat 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999 tentang
pemilihan umum menyebutkan, barang siapa pada waktu
diselenggarakannya pemilihan umum menurut undadgam
ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorbail,
supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk ififem
maupun supaya ia menjalankan haknya dengan caeatter
dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lagza
tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilihgyan
menerima suap berupa pemberian atau janji berbsattu.

Secara hukum, praktik politik uang tegas dilaratay)
termasuk tindak pidana dengan jerat hukuman seglieatias.
Secara etika, politik uang merupakan sebuah prédédtbr,
karena di situ ada hak orang yang dibeli dengagaharurah.
Dalam perspektif HAM, praktik uang merupakan perasgm
terhadap hak asasi seseorang untuk menentukamrpiiiba
secara mandiri sesuai nuraninya.Ada unsur pemalksseana
halus di balik uang yang diberikan. Secara agawoldikpuang
juga dikecam, karena di situ ada praktik suap-mapyu
Dalam Islam misalnya disebutkan bahwa Nabi melakaeds
orang yang menyuap dan menerima suap. Dalam Islam,
praktik suap-menyuap dihukumi haram.

Politik uang merupakan praktik kotor yang merusak

pemilu, dan tentu saja merusak demokrasi sebagagjuban
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yang ditopang oleh pemilu itu sendiri. Politik uangrupakan
kejahatan dalam kehidupan berdemokrasi. Kejahatang y
dampaknya sangat luas. Kejahatan yang menciptaketa m
rantai perilaku korup dan demoralisasi dalam kebéau
berpolitik. Politik yang dibangun dengan praktikdwopolitik
uang akan selalu menghadirkan politikus-politikosok yang
hipokrit dan berpemikiran pragmatis.

Bahaya politik uang bagi demokrasi antara lain,
pertama politik uang memanjakan sekaligus berpotensi
membuat masyarakat malas bekerja karena sembakg,
dan pemberian yang digelontorkan oleh seorang &tarte
pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat
masyarakat terbiasa menerima sesuatu tanpa bdtengs.
Jika berlangsung dalam waktu lama dapat membuaigseb
anggota masyarakat terlatih dan terbiasakan demgaerima
pemberian-pemberian secara gratis. Jika kondismiemnjadi
pemandangan umum di tengah masyarakat maka dapat
membahayakan sendi-sendi kemandirian = masyarakat,
sekaligus akan lebih memiskinkan masyarakat yardats
terjatuh dalam kemiskinan (Wabhid, 2011).

Kedua politik uang menjadi pemicu pertama terjadinya
lingkaran setan korupsi karena ketika seorang ktente
menginvestasikan  jumlah  tertentu  untuk  meraih
kemenangannya dia sudah berhitung untuk mendapatkan

kembali uang yang diinvestasikannya itu selamabdicerja

6



sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur dain |
sebagainyaKetiga, politik uang melahirkan pemimpin tidak
sejati, karena pemimpin yang muncul dari hasiltgoliang
adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki
kesejatian untuk memimpin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan politik uang
kian merebak. Pertama pemaknaan “jabatan politik”
sangatlah reduksionis. Di sini, jabatan politik dkmai
sebagai hak ekslusifdari si pemegang jabatan. Dengan
demikian, si pemegang jabatan bisa menggunakan hak
ekslusifnya itu untuk kepentingan dirinya. Jabapafitik itu
tak lagi dilihat sebagai mandat rakyat. Akhirnyapgtan
politik itu diperebutkan layaknya “harta tak teaiil Orang-
orang pun berlomba untuk memperebutkan jabatafikpibli.
Maklum, dengan jabatan politik itu, orang tertertisa
menjalankan kepentingannya: memperkaya diri sendiri
melebarkan atau melindungi kepentingan bisnis, naein
dinasti kekuasaan, mencari popularitas, dan lam-@rang
pun siap menghalalkan segala macam cara, termasonbet
suara pemilih, demi mendapatkan jabatan politikafieun,
seperti kita ketahui, pengeluaran selama kampatuy@kian
ditutupi dengan korupsi dan berbagai bentuk pengaie
uang rakyat lainnya.

Keduga sistem kepartaian kita tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Hampir tidak ada partai ilpatit
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Indonesia yang punya basis keanggotaan yang jSlagah
begitu, hampir semua partai politik itu tidak pdrna
menjalankan kaderisasi dan pendidikan politik tdepamassa
rakyat. Akhirnya, loyalitas kader atau anggota Kida
didasarkan pada ideologi atau militansi, melainidiikat
dengan menggunakan uang. Akibatnya, ketika memasuki
momentum elektoral, hampir semua partai atau kekuat
politik mengandalkan politik uang. Satu-satunysacaereka
untuk mendapatkan dukungan pemilih adalah membeli
suaranya. Tidak ada yang namanya mesin politik yehkgrja
saat pemilu.Yang terjadi, mesin uang-lah yang hak&udah
begitu, sebagian besar proses “pencalonan/penksadid
disertai setoran kepada partai politik. Dengan #&mj setiap
calon akan berjuang mati-matian untuk bisa terpilégrmasuk
dengan menggunakan politik uang.

Ketiga rakyat Indonesia mengalami proses depolitisasi
dan deideologisasi yang cukup panjang. Selama [atdi
bawah rezim orde baru, rakyat dijauhkan dari kebéu
politik.Rakyat juga dipisahkan dari berbagai idgl@Gituasi
ini berlanjut di era pasca reformasi. Bahkan, sgirilengan
tekanan ekonomi akibat penindasan neoliberal, bBanya
pemilih yang terjebak pragmatisme. Sudah begit@ngnya
pendidikan politik dan suntikan pengetahuan membaigtat
belum bersikap kritis terhadap keadaan.

Keempat kompetisi politik di Indonesia sangat mahal.
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Bayangkan, jika kandidat harus mengeluarkan biaygaran
untuk pemilihan. Mau tidak mau, ya, seorang kartdidaus
berjuang untuk menang. Apapun caranya. Termasugaten
menggunakan politik uang.Begitulah wajah sistim dierasi
kita. Orang sering menyebutnya demokrasi liberala Auga
yang menyebutnya demokrasi prosedural. Untuk kedizeir
jebakan politik uang, mau tak mau kita harus megatigan
model demokrasi liberal/prosedural ini. Kita bisaerajuk
kembali pada konsep-konsep demokrasi yang pernah
ditawarkan oleh para pendiri bangsa: Bung Karnogden
Sosio-Demokrasinya, Bung Hatta dengan Demokrasi
Kerakyatannya, dan Tan Malaka denga Soviet-nyai. jualg,
secara historis, bangsa kita pernah punya konsemwldasi
asli: demokrasi desa, yang berbasiskan pada musglawa
mufakat.

Inilah demokrasi kita saat ini, segala perhelatalitifp
memerlukan uang. Ajang pemilihan di tingkat RT/RWhp
sudah diwarnai uang. Bahkan, pemilihan pengurksldingan
organisasi massa kadang juga dilumasi oleh uaadalgilah
apa yang sering dilontarkan orang-orang: ‘segalarga
butuh uang dan uang menentukan segala-galanya.okrasi
semacam ini sangat tidak seh&ertama demokrasi ini
menciptakan ketidaksetaraan, kandidat yang punpg dan
tak punya uang. Orang tidak lagi dipandang sededzjam
politik. Akhirnya, status orang dalam politik tidak
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dipandang berdasarkan kemampuan dan keahliannya
berpolitik. Akan tetapi, kebanyakan politisi dipang dari
segi kemampuan dananya.

Kedua demokrasi semacam ini menghambat partisipasi
rakyat. Tidak semua orang punya kesempatan untiyl ma
dalam pemilihan. Yang maju dalam pemilihan hanyalah
orang-orang yang punya sandaran dana. Sedangkanitaay
massa-rakyat sekedar diperlakukan sebagai penyediea.
Dengan demikian, pemilu tak lebih dari sekedar ‘ketisi di
kalangan elit’.

Ketiga demokrasi semacam ini sangat rentan dengan
plutokrasi yaitu kekuasaan di tangan kaum kaya-raya. Sebab,
demokrasi yang serba-mahal ini hanya membuka pintu
kontestasi kepada kaum kaya. Bagi kaum plutokralitilp
hanyalah sarana untuk mengembangkan atau sekedar
mempertahankan kekayaan mereka. Mereka sama sekali
peduli dengan penderitaan rakyat banyak.

Keempat demokrasi semacam ini memerlukan dana
besar. Hal ini, pada gilirannya, akan menjadikalorcalan
partai-politik menggunakan segala macam cara untuk
mengumpulkan uang pemilu. Juga, ketika si kandsdatah
berkuasa, maka pekerjaan pertamanya adalah mecerari
mengembalikan pengeluarannya saat kampanye.

Kelima, demokrasi semacam ini sulit mendatangkan

kesejahteraan  rakyat.Sebab, demokrasi ini  hanya
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merepresentasikan si pemilik uang. Sedangkan posissa
rakyat tak lebih sebagai mesin pengumpul suara—dak
berbeda dengan nasib para pengirim SMS pada ajang
pencarian bakat di Televisi.

Keenam demokrasi semacam ininheren dengan
politik uang.Pemilu bukan lagi arena kontestasiolidgi,
melainkan sebagai ‘adu-uang’.Siapa yang punya patigg
besar, maka dia pula yang berpotensi memenangkan
pertarungan.Suara rakyat bukan lagi ‘suara tuhaspirasi
tentang keadilan dan kemakmuran rakyat, namun sudah
menjadi ‘komoditi politik’.

Penelitan Pramono Anung (2006), membuktikan
bahwa biaya yang dikeluarkan caleg dalam pemilaktah
sedikit. Dalam penelitiannya, Pramono Anung menemuk
caleg yang sudah cukup populer saja masih membaruhk
minimal Rp 600 juta. Sementara calon dari kalangan
pengusaha biasanya menghabiskan Rp 6 milyar.Biaya
pencalegkan dari pemilu ke pemilu, misalkan dal©@£@e
2009, bisa naik 3,5 lipat.Artinya, dalam pemilu 20biaya
pencaleg-kan bisa saja sudah bicamalyarar’.Kondisi ini
berdampak buruk bagi kehidupan politiRertana, biaya
penyelenggaraan pemilu yang sangat besar itu, selnggian
besar bersumber dari anggaran negara (APBN dan APBD
tidak  berkorelasi dengan  output  politik  yang

dihasilkan.Lembaga DPR divonis sebagai lembagatepkdi
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Indonesia. Kemudian rilis Pusat Pelaporan dan Aisali
Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sebanyak 69
persen anggota DPR terindikasi korupsi. Lalu, eatat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan,
sepanjang tahun 2004 hingga 2012, ada 431 orangptng
DPRD provinsi dan 998 orang anggota DPRD
Kabupaten/Kota tersangkut berbagai status hukurbadgan
besar adalah kasus korupsi. Selain itu, kinerja /DPRD
juga gagal untuk merepresentasikan kepentingan ataky
Hampir setiap hari gedung DPR dan kantor DPRD dhdmgai
daerah digoyang oleh aksi protes. Namun, tak satppotes
rakyat itu yang benar-benar ditindak-lanjuti. Seldau, DPR
telah menjadi instrumen yang melahirkan berbagadydt
Undang-Undang yang merugikan kepentingan nasioaal d
menindas rakyat.

Kedug politik berbiaya tinggi itu menggiring kontestasi
politik di Indonesia, termasuk pemilu, semakin jadari
partisipasi rakyat. Alhasil, yang bisa menjadi kdat hanya
kaum elit dan kalangan bisnis.Akhirnya, pemilu ptak
ubahnya “kontestasi elit” semata. Persoalannygasigng
menguasai politik, dia pun punya kesempatan untelkoapai
tujuan-tujuan ekonomisnya. Dan bagi pemilik mogbalitik
tak lebih sebagai sarana untuk mengakumulasi Kagéa
mengkonsentrasikan kekayaan. Tak heran, kebijalR @an

hampir semua DPRD di seluruh Indonesia akhir-alshir
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makin pro-kapital besar.

Ketiga politik yang berbiaya tinggi itu akan semakin
mendegradasi makna dan pengertian politik. Pdiidiak lagi
sebagai seni menggunakan kekuasaan untuk melajaraty
melainkan seni menggunakan kekuasaan untuk menyaerka
diri sendiri dan kroni. Dan inilah yang sedang adijdan
dianut oleh banyak orang.Terus terang, harus adak&io
terhadap sistem demokrasi kita. Bagi kami, sistemakrasi
sekarang sangat bertolak-belakang dengan citaleitaokrasi
yang diusung para pendiri bangsa. Bung Karno pernah
berulangkali menegaskan, demokrasi hanyalah alatikun
mencapai cita-cita kemakmuran rakyat. Artinya, kgleaktek
demokrasi itu bertolak-belakang dengan cita-citadenuran
rakyat, berarti harus diganti.

Demokrasi dan pemilu yang mahal tersebut di atas,
dalam konteks pelaksanaan pemilu tahun 2014 meikbokt
semakin maraknya praktek politik uang. Hal ini dikan
dengan beberapa hasil survey menjelang pelaksaemaiiu
2014. Temuan lembaga survei Polling Center, yanglime
perilaku pemilih di DKI Jakarta yang cenderung naarggap
politik uang sebagai hal yang pantas. Dalam tengsnn
sebanyak 38,8 persen, masyarakat pemilih di Jakekdm
membiarkan pendekatan politik dengan menerima w@ag
barang dari calon adalah sesuatu yang pantas. aGijal

dinilai bakal mempengaruhi persepsi pemilih secesional
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pada Pemilu 2014 mendatang. Praktik politik uarigsirdah
menyebar luas. Sementara itu, respon negatif tapghpchktik
politik uang yang dianggap tak pantas mencapai f6r8en.
Selebihnya, yang menjawab tidak tahu sebanyak 2dréen.
Padahal, di sisi lain persepsi pemilih terhadaperketn
hukum dari praktik uang itu cukup tinggi yang mehgya
kalau itu melanggar yakni sebanyak 49,1 perserangg@n
yang menilai itu tidak melanggar 32,0 persen. (Rahitah,
19 Desember 2013).

Di sisi lain, bagi pihak pemberi atau calon yang
menganggap praktik politik uang tak bertentangangde
hukum 20,2 persen, sedangkan yang sudah memahami it
melanggar hukum 60,9 persen. Dalam kesimpulan swyae
Polling Center menempatkan pemilih terhadap politdng
sebesar 38,5 persen, dalam bentuk apapun pembgriann
Sedangkan yang menolak apapun bentuk pemberian 39,8
persen. Di pihak lain, pemilih mempertimbangkan naka
menolak atau menerima tergantung bentuk pembeahéyb
persen, menolak menjawab 5,2 persen. Survei iakalian
terhadap 460 responden yang berusia masuk padahli t
atau sudah menikah, dengarargin error 4,5 persen, selang
kepercayaan 95 persen

Sementara itu, hasil survey Lembaga Survei Nasional
(LSN) membuktikan bahwa pemilihan umum 2014 rawan

terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku hedia
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menerima pemberian uang dari para calon legislatau
partai politik menjelang pelaksanaan pemilu legjist April
2014. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia manerim
pemberian uang dari caleg atau partai, meskipurgaten
alasan atau dalih yang berbeda-beda. Padahal padéup
2009, survei LSN mengenai politik uang menunjukikesih
kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima
pemberian uang dari caleg atau partai. Dari 1.23panden

di 34 provinsi se-Indonesia, hanya 30,9 perseporaten
yang dengan tegas akan menolak pemberian uangalag
atau partai manapun. Besarnya persentase respoaen
bersedia menerima pemberian uang dari caleg ataai pa
merupakan indikator nyata bahwa potensi politikgudalam
pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publgrapakan
potensi bagi mudahnya terjadi politik uang sebaggtrumen
untuk mendulang suara. Sebanyak 41,5 persen respond
memang menyatakan, meskipun bersedia menerima izgig,
tidak akan mempengaruhi pilihannya. Namun deng&apsi
seperti ini, sama saja mereka sudah membuka péftar-|
lebar berkembangnya money politics (politik uarigenurut
analisa LSN, sikap permisif masyarakat terhadaftilpolang
merupakan produk dari politik transaksional yangraka
dilakukan oleh para caleg dan calon kepala dae&jk s
berlakunya era pemilihan langsung. Mengingat demgaraih

5 atau 10 ribu suara saja pada umumnya sudah leisdapat
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kursi DPRD membuat para caleg memilih jalan pimtagalui
politik transaksional dalam mencari dukungan. Bahkeak
jarang para caleg sama sekali tidak memanfaatkasa ma
kampanye untuk merebut hati masyarakat. Mereka baru
bergerak pada detik-detik terakhir menjelang pelosain
sambil membagi-bagikan uang kepada calon pemilimves

ini dilaksanakan pada 5-15 Maret 2014 di Ambangadat
kesalahanrfiargin of erroj survei ini sebesar 2,8 persen dan
tingkat kepercayaareyel of confidenge95 persen. (Tempo
Co. 26 Maret 2014).

Berdasarkan pada paparan tersebut di atas
membuktikan bahwa ada hubungan yang tidak bisaatan
antara mahalnya demokrasi, mahalnya pemilu dengan
maraknya politik uang. Bahkan, politik uang telalerusak
mentalitas masyarakat, dan cenderung menjadi seyaag
wajar dan biasa. Hal ini dibuktikan dengan perilaku
masyarakat yang memasang spanduk di ujung jalampukagn
dengan tulisan “siap menerima serangan fajar’. Jejika
seseorang kandidat calon anggota legislatif meaksemsikan
diri, masayarakat dengan spontanitas menjawab “waf.
Juga diplesetkan dengan NPWP, “nomer piro wani’pbd
tempat lain ada spanduk bertuliskan “sing dicoldlas sing
nyoblos podo penake”. Dan berbagai macam tingkdahpo
masyarakat, yang meskipun menyindir atau satirbatEp

perilaku caleg yang gemar menebar politik uang,
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menunjukkan bahwa demokrasi, pemilu dan uang sudah
menyatu dan tidak bisa dipisahkan lagi.

Banyak pihak yang prihatin dengan masalah ini. Kida
terkecuali Nahdatul Ulama (NU). Mengantisipasi rbaiaya
politik uang di kalangan umat, NU berencana mersg&hn
fatwa soal haram politik uang. NU mendasarkan bahwa
sedekah dan zakat yang dimaksudkan untuk mempdrgaru
pilihan seseorang terhadap calon tertentu termakiim
kategoririsywahatau suap. Statusnya, dihukumi haram baik
bagi pihak pemberi maupun penerima.

Kita patut mengapresiasi fatwa itu. Setidaknya, NU
sebagai lembaga keagamaan punya perhatian besak unt
menyelamatkan umatnya dari bahaya politik uangw#&atu
juga merupakan bentuk kontribusi NU dalam proses
pendidikan politik bagi rakyat. Dengan begitu, Kiarharap
bahwa demokrasi kita makin berkualitas. Namun, mblunc
pertanyaan, “seberapa besar pengaruh fatwa NU btdrse
dalam mencegah praktek politik uang?” Maklum, golitang
tak sekedar urusan moralitas belaka. Politik usseperti
halnya korupsi, berakar pada sistim ekonomi-politik
Indonesia. Artinya, tak ada jaminan fatwa itu befaktif
membuat orang takut melakukan politik uang. Selin
pemberian mekanisme sanksi, misalkan diskualifjkéek
menjamin politik uang akan reda. Sebab, seperé kayupsi,

politik uang bisa dilakukan dalam bentuk terselghun

17



Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kami
memandang perlu melakukan penelitian dengan petateka
partisipatory action researclfriset aksi partisipatoris) untuk
mengembalikan marwah pemilu sebagai instrument Kiexgib
dalam kerangka menghasilkan lembaga perwakilan yang
kredibel, mewujudkan pemerintahan yang berpihaka#ep
rakyat, dan mekanisme evaluasi kontrak politik \aaxggara.
Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bagi kdtagn
masyarakat untuk merubah perilaku masyarakat ludisku
melaksanakan pemilu tanpa politik uang, sehingganak
menghasilkanfox populi fox déisuara rakyat adalah suara

Tuhan.

. PERUMUSAN MASALAH

Dari beberapa latar belakang tersebut di atas dapat
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemetaan faktor-faktor yang menyebabkan
munculnya politik uang dalam pemilu selama masa ord
reformasi ?

2. Bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat terhadap
politik uang yang mempengaruhi atau tidak
mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu 2014 yang
lalu?

3. Bagaimana strategi untuk merubah persepsi darakeril

masyarakat terhadap politik uang sebagai model Ipemi
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tanpa politik uang ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan
penelitian sebagai berikut :

1. Untuk melakukan pemetaan faktor-faktor yang
menyebabkan munculnya politik uang dalam pemilu
selama masa orde reformasi.

2. Untuk mendeskripsikan persepsi dan perilaku makgara
terhadap politik uang yang mempengaruhi atau tidak
mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu 2014 yang
lalu.

3. Untuk merumuskan strategi dan aksi untuk merubah
persepsi dan perilaku masyarakat terhadap poliikgu
sebagai model pemilu tanpa politik uang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai terik

1. Mengembangkan dan memperkaya khazanah intelektual
di bidang penerapan ilmu Figh Siyasah (Politikisjali
Indonesia.

2. Memberikan sumbang saran perbaikan dalam sistem
politik di Indonesia, baik dalam segi akademis,

metodologis dan regulatif.

D. KERANGKA TEORI

1. Pendekatan Perilaku
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Pendekatan perilaku, dalam ilmu politik, timbul daudlai
berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai
Perang Dunia Il (Budiardjo, 2012 : 74-76). Adapebab-
sebab kemunculannya adalah sebagai berlRettama,
sifat deskriptip dari ilmu politik dianggap tidak
memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbed
dengan kenyataan sehari-hdfiedua, ada kekhawatiran
bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesatakan
ketinggalan disbanding dengan ilmu-ilmu lainnygesé
sosiologi dengan tokohnya Max Weber (1864-1920) dan
Talcott Parsons (1902-1979), antropologi dan peiol
Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul
keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmukpolit
untuk menerangkan fenomena politik.

Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan periialiain
bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga
formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak
memberikan informasi mengenai proses politik yang
sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat memperlaja
perilaku pehavior) manusia karena merupakan gejala
yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai
perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorasgm,
tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan ity |
besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelomfipk e

gerakan nasional, atau suatu masayarakat pgiivility).
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Pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga
formal sebagai titik sentral atau sebagai aktorgyan
independen, tetapi hanya sebagai kerangka baghteegi
manusia. Jika penganut pendektan perilaku memapielaj
parlemen, maka yang dibahas antara lain perilaggaa
parlemen seperti pola pemberian suaranyeotifg
behavio) terhadap rancangan undang-undang tertentu
(apakah pro atau anti dan mengapa demikian ?)igpida
pidatonya, giat tidaknya memprakarsai rancangamanond
undang, cara berinteraksi dengan teman sejawagtkag
lobbying dan latar belakang sosialnya.

Mereka pada umumnya meneliti tidak hanya perila&a d
kegiatan manusia, melainkan orientasinya terhadap
kegiatan tertentu, seperti sikap, motivasi, peliseps
evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya. Beicas
anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu da
keseluruhan perilaku, maka pendekatan ini cenderung
untuk bersifat interdisipliner. la tidak saja meiayeri
faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnyaperti
budaya, sosilogis dan psikologis.

Disamping itu, pendekatan perilaku menampilkan wsuat
cirri khas yang revolusioner, yaitu suatu orientasat
untuk lebih mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi i
mencakup beberapa konsep pokok, yang oleh David
Easton (1962) dan Albert Somit (1967) diuraikanaggei
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berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Perilaku politik menampilkan keteraturaredulaties
yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-
generalisasi yang kemudian dibutkikan atau
diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini
dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data
yang dapat diukur atau dikuantifikasikan antara lai
melalui statistic dan matematika.

Harus ada usaha membedakan secara jelas antara
norma (ideal atau standar sebagai pedoman untuk
perilaku) dan fakta (sesuat yang dapat dibuktikan
berdasarkan pengamatan dan pengalaman).

Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nHai
nilai pribadi si peneliti; setiap analisis bebalksini
(value-freg, sebab benar/tidaknya nilai-nilai seperti
misalnya demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak
dapat diukur secara ilmiah.

Peneliti harus sistematis dan menuju pembentukan
teori theory building.

liImu politik harus bersifat murni p(ire sciencg
kajian terapan untuk mencari penyelesaian masalah
(problem solvin dan menyusun rencana perbaikan
perlu dihindarkan. Akan tetapi ilmu politik harus
terbuka bagi dan terintegrasi dengan ilmu-ilmu

lainnya.
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2. Model Perilaku Politik
Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politilpata
dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni initu
aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepaidbian
politik. Adapaun dalam kategori individu politik fipiti
aktor politik (pemimpin), aktivis politik, dan imnddu
warga negara biasa (Surbakti, 1992 : 132-133).
Yang dimaksud dengan agregasi ialah individu aktor
politik secara kolektif, seperti kelompok kepenting
birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemeiain,
dan bangsa. Sedangkan yang dipelajari dalam tipolog
kepribadian politik ialah tipe-tipe kepribadian pemin
otoriter, machiavelist dan democrat. Kajian teripada
perilaku politik sering kali dijelaskan dari suchgikologi
disamping pendekatan structural, fungsional dakiwstl
konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politiklividu
aktor politik yang merupakan kombinasi ketiga
pendekatan tersebut. Menurut model in terdapat empa
faktor yang mempengaruhi perilaku politik seoraktpa
politik.
Pertama, lingkungan social politik tak langsung, seperti
system politik, system ekonomi, system budaya dedian
massa;

Kedua, lingkungan social politik langsung yang
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mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor sepert
keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Da
lingkungan social politik langsung seorang aktor
mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai danma
masyarakat, termasuk nilai dan norma bernegara dan
pengalaman-pengalaman  hidup pada  umumnya.
Lingkungan langsung ini dipenagruhi dengan lingkamg
tak langsung.

Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap
individu. Untuk memahami struktur kepribadian perlu
dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikapy
kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan
pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap
yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya penilaiain
seseorang terhadap objek ditentukan oleh minat dan
kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua
merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian dir
Artinya, penilaian terhadap suatu objek dipenganléh
keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objsdotat.
Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadisiung
eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinyanitaian
seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh
keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekana
psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahaman d

dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisa
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rasionalisasi dan identifikasi dengan agressor.
Keempatfaktor lingkungan social politik langsung berupa
situasi, yaitu keaadaan yang mempengaruhi akt@araec
langsung ketika hendak melakukan suatu kegiataerte
cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadaag o
lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala
bentuknya.

Faktor lingkungan social politik tak langsung
mempengaruhi lingkungan social politik langsung gyan
berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasiai itu,
mempengaruhi juga lingkungan social politik langsun
berupa situasi. Faktor lingkungan social politikdaung
berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasianak
mempengaruhi struktur kepribadian (sikap). Perilaku
seorang aktor akan dipengaruhi secara langsungsalah
satu dari kedua faktor yang mencakup struktur
kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatanlan
situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hudug
kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifaio sum
yaitu apabila faktor sikap yang menonjol maka fakto
situasi kurang mengedepankan, sebaliknya apaliassi

yang mengedepankan maka faktor sikap kurang mehnonjo

E. METODOLOGI
1. Pendekatan
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Penelitian ini menggunakan pendekatpartisipatory
action research(riset aksi partisipatori) yang dimaknai
sebagai kegiatan riset yang dilaksanakan secara
partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu
komunitas/lingkup sosial yang lebih luas untuk
mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (pahdn
kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian,RPA
tidak berhenti pada kegiatan riset semata, hamtaripet
pada pemberdayaan anggota komunitas secara paifisip
untuk melakukan sejumlah aksi demi perbaikan kondis
hidup mereka sendiri.

Fokus dan Lokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perilaku politik masjat
yang berkenaan dengan politik uang dalam pemila pad
masa orde reformasi, khususnya pemilu legiaslatitih
2014. Pemetaan persepsi dan perilaku masyarakamdal
kaitannya dengan politik uang akan menjadi basial aw
untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya politik uang serta menyusun strategi dksi
perilaku masyarakat sebagai model untuk melaksanaka
pemilu, khususnya pemilihan presiden dan wakilidess
pada bulan Juli 2014 sebagai pemilu tanpa poldikgu
Sedangkan locus penelitian ini adalah desa Mangkang
Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Pemilihan

lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan gseba
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berikut;

a.

C.

Desa Mangkang Kulon adalah desa yang terletak
paling barat Kota semarang yang berbatasan dengan
Kabupaten Kendal. Desa ini merupakan desa urban,
yaitu perpaduan antara desa dan kota. Secara
demografis masyarakat Mangkang Kulon masih
berprofesi sebagai petani dan nelayan, dan juga
sebagai buruh pabrik, pedagang dan jasa. Di désa in
masih banyak lahan pertanian, tambak ikan dan
pantai, dan juga pabrik manufaktur seperti pabrik
tekstil, pengolahan ikan, kayu lapis, kertas, itigus
mebel, garmen dan lain-lain yang terus berkembang
seiring dengan perkembangan industri perkotaan.
Secara sosiologis desa Mangkang Kulon termasuk
desa religious, karena banyak berdiri pondok
pesantren, madrasah diniyah dan lembaga-lembaga
keagamaan lainnya. Banyak tokoh agama dan tokoh
masyarakat yang berdomisili di desa Mangkang
Kulon, bahkan beberapa warganya menjadi calon
anggota legislative, baik tingkat kota maupun
propinsi. Juga hubungan kekerabatan keluarga yang
ditunjukkan dengan banyaknya komunitas bani
(keluarga besar dari satu keturunan) yang secéira ru
menyelenggaran pertemuan keluarga.

Posisi perbatasan yang strategis antara kota Seghara
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dan Kabupaten Kendal memberikan pengaruh yang
besar kepada desa-desa di sekitarnya. Apa yaagiter]
di Mangkang kulon menjadi barometer bagi desa
sekitarnya, baik dalam persoalan politik, ekonoan d
budaya. Isu-isu strategis yang muncul dari desa
Mangkang Kulon akan diikuti oleh desa-desa
sekitarnya, termasuk perilaku masyarakat dalam
kaitannya dengan persoalan politik uang. Pilihan-
pilihan politik masyarakat desa Mangkang Kulon juga
berpengaruh terhadap perilaku masyarakat desa
sekitarnya.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pendekiafsR

yang mengikuti skema sebagai berikut :

Plan to 4;'.-L rOiSe O

/ ANSWErsS ~)“"‘gh‘

infensive -i.'.'l\'i»'.q of -'.h\l‘ and reflect

ANSWO RS |'.UL King and on surrent

.‘fw,unrnyin:u of hunches acHons
i “fieldwork™)
think of new
actions

reflection —

“analysis
Fig. A Simple Research Process

Tahapan penelitian merupakan siklus tindakan, ksifle

meningkatkan pertanyaan, sebuah perencanaan egai 'k

lapangan' untuk memeriksa suatu tindakan saatdam (

masa lalu), analisis pengalaman yang dihadapi,
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penggambaran dari suatu kesimpulan, dan perencanaan

baru dan mengubah tindakan itu, yang menjadi

ciri/lkarakter semua usaha penelitian.

Secara lebih rinci, tahapan penelitian akan dilakuk

sebagai berikut :

a. Pemetaan Lokasi dan Masalah
Peneliti bersama-sama dengan masyarakat melakukan
pemetaan lokasi dengan mendeskripsikan kondisi riil
masyarakat saat ini. Kondisi ini tidak hanya sekeda
deskripsi monografi dan demografi, tetapi lebihadal
lagi menggambarkan problem-problem dan isu-isu
strategis politik, ekonomi dan budaya yang berkenaa
dengan pemahaman tentang demokrasi, pemilu dan
persepsi masyarakat tentang politk uang serta
perilaku masyarakat merespon politik uang dalam
pemilu. Hasil dari pemetaan ini berupa pohon méasala
(faktor-faktor dan sebab akibat terjadinya masalah)
yang ditentukan akar masalahnya serta masalah-
masalah ikutannya.

b. Formulasi Pertanyaan
Dari pemetaan lokasi dan masalah maka
diformulasikan pertanyaan-pertanyaan untuk
memperjelas dan mendalami isu-isu strategis tetsebu
Pertanyaan ini dimulai untuk lebih menyadari akan

‘problematising’suatu tindakan atau praktek yang ada
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dan lebih sadar tentang siapa yang problematising d
mengapa kita problematising itu; dan lelgiksplisit
tentang ‘penamaan’ masalatdan lebih sadar diri
mengenai membesarkan sebuah pertanyaan yang tak
terjawab dan  memfokuskan  upaya  untuk
menjawabnya.

Perencanaan

Dari pemetaan dan formulasi pertanyaan, maka tahap
berikutnya adalah menyusun perencanaan untuk
mencari jawaban-jawaban tersebut. Perencanaan ini
juga melibatkan secara langsung seluruh pemangku
kepentingan dalam  masyarakat. Hasil dari
perencanaan ini berupa serangkaian kegiatan aksi
sebagai solusi untuk mengatasi problem-problem
kemasyarakatan. Aksi ini diharapkan akan merubah
persepsi dan perilaku masyarakat atas respon tgyhad
politik uang dalam pemilu. Perencanaan ini
menyangkut program aksi, tujuan dan targetnyaasiap
pelaku atau pelaksananya, durasi dan rentang waktu
pelaksanaan program dan kegiatan, sumber dan
kebutuhan dana serta sarana dan prasarana yang
dibutuhkan. Perencanaan ini juga menyangkut
bagaimana rencana pengorganisasiannya, monitoring
dan evaluasi program dan kegiatan. Mekanisme dan

teknik penilaian keberhasilan dan kegagalannya.
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Sehingga seluruh manajerial dan organisasional
direncanakan secara baik. Untuk memudahkan
pelaksanaan dan evaluasi program aksi maka

dibuatkan matriks program dan kegiatan.

. Aksi

Perencanaan tersebut di atas kemudian dilaksanakan
sesuai dengan yang direncanakan. AKksi ini untuk
mewujudkan kondisi masyarakat yang diharapkan,
yaitu merubah persepsi dan perilaku masyarakaatanp
politik uang dalam pelaksanaan pemilu/pilkada.
Refleksi

Hasil dari aksi kemudian dilakukan refleksi, pada
prinsipnya yang dimaksud refleksi adalah evaluasi
yang dilakukan oleh peneliti dan/atau partisipangya
terkait dengan suatu aksi yang dilakukan. Refleksi
dalam penelitian dilakukan pada saat memikirkan
tindakan yang akan di lakukan, ketika tindakan sgda
dilakukan dan setelah tindakan dilakukan. Ruang
lingkup kegiatan refleksi sendiri bukan berada pada
diri peneliti sendiri namun mencakup keseluruhan
konteks perilaku masyarakat dan lingkungannya.
Kegiatan refleksi mencakup kegiatan analisis,
interpretasi dan evaluasi yang diperoleh dari kagia
observasi. Data yang telah terkumpul dalam kegiatan

observasi harus secepatnya dianalisa dan diintagbre
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sehingga dapat segera diketahui tindakan tersebut
terhadap pencapaian tujuan. Interpretasi hasil
observasi ini menjadi dasar untuk melakukan evaluas
sehingga dapat disusun langkah-langkah berikutnya
dalam pelaksanaan tindakan.

f. Tindakan Baru
Tindak Baru merupakan kegiatan selanjutnya yang
harus dilakukan peneliti setelah memperoleh sinmpula
dari interpretasi data aksi dan refleksi. Apabitesih
refleksi menunjukkan bahwa tujuan perbaikan kondisi
masyakarakat belum berhasil seperti yang dihargpkan
kegiatan perbaikan tindakan dilanjutkan pada siklus
berikutnya. Untuk menentukan tindak lanjut yang
tepat, peneliti perlu mencari faktor-faktor yandutia
kuat sebagai penyebab kekurang-berhasilan perbaikan
tersebut. Penyebab inilah yang harus digunakan
sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindakan
pada siklus berikutnya. Apabila hasil interpreidan
refleksi diperoleh simpulan bahwa tindakan yang
dilakukan dapat meningkatkan kualitas persepsi dan
perilaku masyarakat dapat melanjutkan ke siklus
berikutnya untuk lebih mengoptimalkan hasil
perbaikan, atau mengakhiri kegiatan penelitian dan
menyusun laporan.

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
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Untuk mengumpulkan data lapangan dan
menganalisisnya, penelitian ini menggunakan metode
pemetaan lokasi melalui kegiatan kunjungan lapangan
(transec}, wawancara mendalarm{depth intervieywdan
diskusi kelompok terfokuddcus group discussidiRGD).
Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak
sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkaa bi
berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggamak
alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasaimd(
mapping, menggambar diagram pohon masalatolflem
tree), menulis peringkat kualitaganking), menggambar
diagram keterkaitanligkage diagrany, hingga bermain
peran fole play kemudian mendialogkan peran masing-
masing dalam konteks situasi yang dimaksud. Dalam
dinamika tersebut, anggota komunitas sebagai jpenis
PAR berpeluang lebih besar mengungkapkan pengalaman
gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbalen
terbantu dengan sejumlah alat kerja yang memudahkan
pengamatan (visual) dan kegiatan yang dinamis/tidak
kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan fasilitator
untuk mendorong sebanyak mungkin anggota komunitas
berpartisipasi lebih aktif karena menggunakan Kkeagia
dan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar kesasoga
dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan jaaker

partisipan/informan.
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F. SISTEMATIKA
Penelitian ini akan menggunakan sistematika seltmagdiut :
Bab | Pendahuluan yang terdiri dari latar belakeragalah,
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
metodologi penelitian dan sistematika penulisan
Bab Il Profil Kota Semarang
Bab Il Sajian Data Lapangan yang berisi pemetaan d
kondisi riil persepsi dan perilaku masyarakat Magk
Kulon berkenaan dengan politik uang. Perencanaandan
refleksi serta tindakan baru berkenaan denganikpaldng
dalam pilpres tahun 2014.
Bab IV Pembahasan dan Analisis terhadap faktocfayang
mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat feake
dengan analisis perencanaan, aksi dan refleksi sadakan
baru. Dan Analisis model strategi mensukseskanlpaampa
politik uang.

Bab V kesimpulan, saran dan penutup
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BAB 11
PROFIL KOTA SEMARANG

A. Aspek Geogr afi
Luas dan batas wilayah. Kota Semarang dengan luas
wilayah 373,70 Km Secara administratif Kota Semarang
terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahani D@&r
Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang nmgaipu

wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan ladayah
57,55 Km dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah

54,11 Km. Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian
selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang giba
besar wilayahnya masih memiliki potensi pertaniaan d
perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas

terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dehgen
wilayah 5,93 Km diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah,

dengan luas wilayah 6,14 Km
Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah
barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan

Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten
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Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut danwgan
panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis. Kota Semarang memiliki
posisi astronomi di antara gari0556' - 710 Lintang Selatan
dan garis 1085 — 11050’ Bujur Timur. Kota Semarang
memiliki posisi geostrategis karena berada pada [alu lintas
ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembamgun
Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pinttbaeg
yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke akata-kota
dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta ykikenal
dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke hara
Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabnpate
Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawgafien
Semarang sangat berperan terutama dengan adaayatpesh,
jaringan transport darat (jalur kereta api dan njplaerta
transport udara yang merupakan potensi bagi simpul
transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Tr&egional
Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingagalah
kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsbagai
pusat wilayah nasional bagian tengah.

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang
berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada
perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasa

perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletakehangan
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pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama.
Kawasan perdagangan modern, terutama terdapatveidéan
Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomiata K
Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidakpggtisat
perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Rgama) dan
Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepagjantoar.
Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat
sepanjang JI Pandanaran dengan adanya kawasanofalsat
oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya sertapdingang

JI Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dgpapdi

di JI Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon CitySia
Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan
terdapat di sepanjang JI MT Haryono dengan adaaya J
Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapundsan jasa
dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjapaiilawan
dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belugn la
adanya pasar- pasar tradisional seperti Pasar dokawasan
Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagang
Kota Semarang.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah
perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, detegaikian
topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai
kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% \sifenya
adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 %

merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan %&-40
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Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjagirds
kelerengan yaitu lereng | (0-2%) meliputi Kecama@enuk,
Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Uta
dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tentpalan
Banyumanik dan Mijen. Lereng Il (2-5%) meliputi Kexatan
Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gaijejkanr,
Gunungpati dan Ngaliyan, lereng Il (15-40%) melipu
wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecadaara
Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen @laer
Wonoplumbon) dan  sebagian  wilayah  Kecamatan
Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. SedangkengdV

(> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyuka
(sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan
Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kalpik.

Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdirpdair dan
lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakaaku
jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman
kawasan industri, tambak, empang dan persawahata Ko
Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perg@gan
perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkuttau
transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerakikitan
atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagiaabeerdiri

dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada
ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 metefditas

permukaan air laut). Secara topografi terdiri ai@srah pantai,
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dataran rendah dan perbukitan, sehingga memilikayah

yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. dReafah

perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdphgya
diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatiatph dan

Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungjza

di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang
memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan
dibagian Selatan merupakan daerah dataran tingggate
kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara lengkap
ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihataptabel
berikut ini :

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan
alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ci
khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataramdah dan
daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Sanmar
menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah lzerkis
antara 0 persen sampai 40 persen (curam) dan gitingntara
0,75 — 348,00 mdpl.

Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta
Geologi Lembar Magelang - Semarang (RE. Thaden; dkk
1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai befikavium
(Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan
Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong (QBprmasi
Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Betig
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(Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendahupmee
endapan aluvial sungai, endapan fasies dataram dilh
endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebuti tdedi
selang-seling antara lapisan pasir, pasir lana@nlempung
lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pagikanik.
Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar mestilikitur
geologi berupa batuan beku.

Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah
Kota Semarang berupa kelurusan- kelurusan dan kbataian
yang tegas yang merupakan pencerminan struktur besa
geser mendatar dan normal cukup berkembang di rbagia
tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang adaa secam
terdiri dari sesar normal, sesar geser dan seskr 8asar
normal relatif ke arah barat - timur sebagian agmkbung ke
arah utara, sesar geser berarah utara selatamahagat laut -
tenggara, sedangkan sesar normal relatif beranath bamur.
Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuemasio
Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang rberu
kuarter dan tersier.

Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota
Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktimtjtkekar),
patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan teesifat
erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktuidap batuan
yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehinggadah

bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar alisdnGarang
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merupakan patahan Kali Garang, yang membujur atafa u
sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang lseshat
dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Osuadkay, ke
arah utara hingga Bendan Duwur.

Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong
formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, getgiral di
Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta bebenapa air
di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah débte
Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patatlanas
dari utara ke selatan.

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa
dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struélapukan,
endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah diS@tarang
meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol lebktua
kemerahan, asosiai alluvial kelabu, Alluvial Hidmnf)
Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek &ty
Kelabu Tua dan Grumosol Kelabu Tua. Kurang lebibesar
25 % wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah
mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebike3ainnya
memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis taiain yang
ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jetdasah
asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dengaas lu
keseluruhan kurang lebih 22 % dari seluruh luasaKot
Semarang. Sisanya alluvial hidromorf dan grumosalhliu

tua.
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Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang
bersumber pada sungai - sungai yang mengalir dia Kot
Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol,i Kako,
Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, &i Kripik,
Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang ly@mata
air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjancaied
Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di TugbaBoe
bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. IK&@arang
sebagai sungai utama pembentuk kota bawah yangatireng
membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alu
yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup de3atelah
diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyait &&5H0
% dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutifai Kripik
12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airngagy
cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkatgkén
untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukéarena
Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhamaium
warga Kota Semarang.

Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang texdap
pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak igptutleh
lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ingasa
dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan aekif.
Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran lrenda
banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuatirsu

sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-ratal8 m.
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Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanyaatdap
memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan
kedalaman berkisar antara 20 - 40 m.

Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di
dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diariar
lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetaptryebi
disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai
bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhélelmusim dan
keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarangabaw
lapisan aquifer di dapat dari endapan alluvial dalia sungai
Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisarrant® - 90
meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan paddunsungai
Garang lama yang terletak di pertemuan antara lersbagai
Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifea d&irang
ini disebut pula kelompok aquifer utama karena pakan
sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawatuk
daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbaki
tanah artois ini terletak pada endapan pasir damgl@merat
formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaantara
50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artoisitma
mungkin ditemukan. karena adanya formasi damar yang
permeable dan sering mengandung sisipan-sisipaar&nau
atau batu lempung.

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi

umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah g/an
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dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsurr tibwari
bulan November hingga Mei, angin bertiup dari atdhra
Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan nzawvab
banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalatah hujan
sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dandueg. Lebih
dari 80% dari curah hujan tahunan turun di perimdeDari
Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Garg (SE)
menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikigin.
Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hyjan
kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.

Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota
Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata segan]
tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891pmntahun.

Ini  menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia,
khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin moi&iNW
yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur a@isitn
Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada
September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksi
rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C ke 32,9 °Ceikbhban
relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minin@i®% pada
bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari.
Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Kéhogt
Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada buarstas
sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanyar sina

matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sdampanya
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sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 4@#bapbulan
Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Penggunaan lahan di Kota Semarang, Pola tata guna
lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun caarur
Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri da
Penggunaan lainnya dengan sebaran Perumahan s8Bg&ar
%, Tegalan sebesar 15,77 %, Kebun campuran sebagbt
%, Sawah sebesar 12,96 %, Penggunaan lainnya yelifgutin
jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25 %, dkamb
sebesar 6,96 %, Hutan sebesar 3,69 %, Perusahdzr?,
Jasa sebesar 1,52 % dan Industri sebesar 1,26Hg&mana
diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentangc&ea
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000
2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi figddan
kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindurgjpuorti
kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasa
lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan
melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan- dawa
dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayahidoag
Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasapasan
pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sampad
mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakaadan
yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan agerak
tanah. Kegiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi

pengembangan fungsi budidaya.
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B. Aspek Demogr afi

Secara Demografi, berdasarkan data statistik Kota
Semarang penduduk Kota Semarang periode tahun Z%b-
mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,4% Ipen.t®ada
tahun 2005 adalah 1.419.478 jiwa, sedangkan p&dia 2009
sebesar 1.506.924 jiwa, yang terdiri dari 748.5&Bdoiduk
laki-laki, dan 758.409 penduduk perempuan.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi
oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pattarn 2005
jumlah kelahiran sebanyak 19.504 jiwa, jumlah keamat
sebanyak 8.172 jiwa, penduduk yang datang seba3§&K.0
jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jBesarnya
penduduk yang datang ke Kota Semarang disebabkgm da
tarik kota Semarang sebagai kota perdagangan, ijabastri
dan pendidikan.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk
yang datang ke Kota Semarang dan penduduk yangsktiiap
tahunnya lebih besar dari pada penduduk yang pirtdah
penduduk yang mati, hal tersebut menggambarkan dahw
peningkatan penduduk Kota Semarang disebabkan oleh
penduduk yang datang dan lahir dengan proporsirasda
60,04% per tahun dibanding penduduk pindah danyzknd
yang mati.

Penduduk Kota Semarang dilihat dari kelompok umur
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sebanyak 912.362 jiwa atau 73,96% merupakan pekdugia
produktif ( umur 15 — 65 tahun) dan 26,04% merupaka
penduduk tidak produktif (umur 0-14 tahun dan diaGb
tahun).

Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari
aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun) adalah622,&lah
tamat SD/MI, 21,10% telah tamat SLTA, 20,38% betamat
SD, 20,28 % telah tamat SLTP, 6,54% tidak/belumaler
sekolah, 4,51% telah tamat SD IV/S1/S2, dan 4,38%ht
tamat DI/DII/DIII.

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di
Kota Semarang berturut- turut buruh Industri dengan
persentase sebesar 24,76%, PNS/ABRI sebesar 14,11%,
Lainnya sebesar 12,24%, Pedagang sebesar 11,92f6h Bu
Bangunan 1,80%, Pengusaha sebesar 8,52%, Pensebesar
5,33%, Petani sebesar 4,27%, Angkutan sebesar 3B08sh
tani sebesar 3,05%, dan Nelayan sebesar 0,40 %.inHal
menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semaran

bergerak pada sektor perdagangan dan jasa.

C. Aspek Kesgjahteraan Masyar akat
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan
masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelais
pembangunan selama periode tertentu terhadap kondis

kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahtdeaa
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pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seniybudan
olahraga.

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek
kesejahteraan masyarakat selama periode 2005-20@i@ha
sebagai berikut :

1. Ekonomi.

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota
Semarang selama periode tahun 2005-2009 dapaatddri
indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB pepita,
dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkemhahgazerja
pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataannmekono
adalah sebagai berikut :

a. PertumbuhanPDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk
mengetahui  kondisi perekonomian secara makro yang
mencakup tingkat pertumbuhan sektor- sektor ekondam
tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Laju
Pertumbuhan PDRB Kota Semarang atas dasar harlgkiber
selama periode 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang
meningkat. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada t200%
sebesar Rp. 26.624.244,17 sampai dengan tahun 2009
mencapai sebesar Rp. 39.429.568.000,-.

Dari data tersebut, kontribusi sektor usaha terbesa
terhadap PDRB Kota Semarang adalah sektor perdagang

hotel dan restoran dan sektor Industri Pengolafzam saé:ktor
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usaha bangunarRada tahun 2009 kontribusi masing-masing
sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut :ag§amdan,
Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pehgal
sebesar 24,52 %, dan sektor bangunan sebesar 19:2A%
tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi analsgt
Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangzel| dan
restoran, sektor industri pengolahan dan sektogurzam.

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB berimplikasi
terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang senakao
yang ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan EkonomiE{LP
LPE Kota Semarang periode 2005-2009 mengalami
pertumbuhan yang positif.

Pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,14%, kemudian
meningkat sebesar 5,71 %, pada tahun 2006, 5,98da p
tahun 2007, dan 6,03 % pada tahun 2008. Sedangkada p
tahun 2009, pertumbuhan ekonomi kota Semarang taérca
sebesar 5,47 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Semaggaglit
penurunan pada tahun 2009 sebesar 0,56 % dari%6,0&8da
tahun 2008 menjadi 5,47 % pada tahun 2009. Penurima
lebih dipengaruhi adanya kondisi perekonomian dlsbperti
kebijakan pasar bebas (Asean-China Free Trade XCETIA),
kenaikan BBM dan TDL.

b. Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat

menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sepelom
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barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemandayan
beli masyarakatLaju inflasi Kota Semarang selama periode
tahun 2005-2009 mengalami pertumbuhan yang fluiktuat
Pada tahun 2005 sebesar 16,46 %, tahun 2006 sé&he8o,
tahun 2007 mencapai 6,75 %, tahun 2008 sebesat ¥ dan
tahun 2009 sebesar 3,19 %. Besaran laju inflasy yarjadi
lebih diakibatkan pada permintaan masyarakat akaimarb
kebutuhan pokok.
c. PDRBPerkapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan
kenaikan pendapatan per kapita. Selama periode t2005-
2009 PDRB Perkapita Kota Semarang mengalami
pertumbuhan yang positif. PDRB Perkapita atas dhasga
berlaku, pada tahun 2005 sebesar Rp. 14.947.47225Q
tahun 2006 sebesar Rp.17.067.350,89, pada tahuns2b@sar
Rp.19.394.727,40, pada tahun 2008 sebesar Rp.28686Q9,
dan tahun 2009 sebesar Rp.23.889.579,87. PDRB gpetak
atas dasar harga konstan tahun 2000 dari tahuahkm fjuga
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2005 sebesar Rp
10.534.628,92,-, pada tahun 2006 sebesar Rp.107436,-,
pada tahun 2007 sebesar Rp.11.591.578,22, pada P24l08
sebesar Rp.11.897.251,91, dan pada tahun 2009aseRps
12.338.639,96.
d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat
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digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembaagun
dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatka
kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup,
intelektualias dan standar hidup layak. IPM disudarni tiga
komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengamagan
hidup pada saat lahir ; tingkat pendidikan, diuklengan
kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasaata-

rata lama sekolah ; serta tingkat kehidupan yayaklaengan
ukuran pengeluaran perkapita (purchasing powetypaRada
tahun 2009 IPM Kota Semarang telah mencapai sk®076
angka tersebut menempati urutan kedua dibawah Kota
Surakarta, namun masih jauh diatas angka rataPaansi
Jawa Tengah sebesar 72,10. Selengkapnya IPM Kota

Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi
indikator angka melek huruf, angka rata-rata lamakoksh,
angka partisipasi kasar, angka pendidikan yangmditiean,
angka partisipasi murni, angka kelangsungan hicyp hngka
usia harapan hidup, persentase penduduk yang rkielaiian,
dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembanguna
kesejahteraan sosial Kota Semarang periode 200%-ga6a
masing-masing indikator sebagai berikut :

a. Pendidikan
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Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manasiq Yy
berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikanlyasan
dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bag
semua masyarakat, tercapainya efektifitas dan eaefsi
penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinyanaadan
prasarana pendidikan. Beberapa keberhasilan pembamg
bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek ritfu
(AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi KagsiPK),
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikgang
ditamatkan. AMH adalah persentase penduduk usigatiin
ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf lanH
tahun 2005 sebesar 95,10 %, tahun 2006 sebesds 95,8
tahun 2007 sebesar 95,54 %, tahun 2008 sebesdr @Ockan
sampai dengan tahun 2009 angka melek huruf se@@ght %.
Angka pendidikan yang ditamatkan pada seluruh f@nja
pendidikan baik SD, SLTP dan SLTA selama 5 tahun
menunjukkan peningkatan dari 90,97% tahun 2005 aagnj
96,51%. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah
siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolahngkati
pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk ketdmysia
yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertdPdda tahun
2009 APK SD/MI mencapai 105,27 %, SMP/MTs 114,19,
sedangkan SMA/SMA/MA mencapai 116,96 %.
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Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase
siswa dengan usia Yyang berkaitan dengan jenjang
pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang asam
Capaian APM SD/MI pada tahun 2009 sebesar 89,68 %,
SMP/MTs 79,01 %, SMA/SMK/MA sebesar 79,97 %. Capaia
APK dan APM pada masing-masing jenjang pendidildaht
berada di atas rata-rata APK/APM Jawa Tengah kieanalk
SD/MI.  Belum optimalnya angka capaian APK/APM
disebabkan oleh mahalnya biaya pendidikan, walaupun
dukungan anggaran untuk pendidikan sudah meleliih$o2
dari total anggaran APBD. Oleh karena itu dipenukgpaya
pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat agatighkan
menjadi murah namun tetap berkualitas.

b. Kesehatan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) kondisi
pembangunan Kesehatan menunjukkan perubahan yang
fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa ikator bidang
kesehatan. Angka kelangsungan hidup bayi selamahént
menurun dari 98,08 % pada tahun 2005 menjadi 8%,4&hun
2009. Demikian pula Angka persentase gizi buruk gakmi
peningkatan dari tahun 2005 sebesar 0,019 % medjadi%
tahun 2009. Penurunan angka kelengsungan hidup dan
peningkatan angka gizi buruk lebih disebabkan aaany
penyakit bawaan dan wabah penyakit yang disebablem

vektor binatang seperti Demam Berdarah. Upaya
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pengembangan paradigma hidup sehat harus menjditia®
utama agar wabah penyakit menulular tidak terul&amun
demikian secara keseluruhan Angka Usia harapanpHidiia
Semarang di Kota Semarang sebesar 72,1, jauh imedelgka
harapan hidup nasional sebesar 69,0 tahun.
c. Kemiskinan

Selama kurun waktu 5 tahun (2005-2009) jumlah
penduduk miskin mengalami pertumbuhan yang fluktuat
jumlah penduduk miskin tahun 2005- 2008 mengalami
peningkatan peningkatan, tahun 2005 sebanyak 94i2«46
tahun 2006 sebanyak 246.448 jiwa, tahun 2007 selany
306.700 jiwa dan tahun 2008 sebanyak 491.747 jhaaun
pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar
398.009 jiwa. Begitu pula ratio penduduk miskinhsetap
jumlah penduduk kota Semarang semakin meningkainse#
tahun terakhir (2005-2008), tahun 2007 sebesar¥&,Gdhun
200617,19%, tahun 2007 sebesar 21,08%, tahun 2008
sebanyak 33,19%, namun tahun 2009 menurun mermgbdsar
26,41%. Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskiresar
6,78% disebabkan berbagai program penanggulangan
kemiskinan di Kota Semarang semakin menyentuh malsya
miskin (tepat sasaran). Ketepatan tersebut didukaleip
adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan katbr dan
kriteria  kemiskinan yang disusun sesuai dengan ikond

lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyatéadepan
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diperlukan upaya untuk melakukan unifikasi data ik&mnan
agar proses percepatan penanggulangan kemiskinpat da
dilakukan dengan tepat. Optimalisasi peran maskgatmtuk
turut serta dalam menyalurkan program CorpotateiaBoc
Responsibility (CSR) perlu didorong terus menerus.
d. Kepemilikan tanah
Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota

Semarang tahun 2010, persentase luas lahan bitaestang
tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 92,8
sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapd8040
Dilihat dari jumlah kepemilikan tanah yang mempunya
sertifikat, menggambarkan bahwa kesadaran masyaa#ka
pentingnya tertib administrasi pertanahan yang rbera
kepemilikan sertifikat tanah sebagai legalitas &tash yang
dimiliki semakin menjadi penting,
e. Kesempatan Kerja

Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah
penduduk yang bekerja dibanding dengan angkatga étalam
satu wilayah. Rasio penduduk yang bekerja mengalami
peningkatan, tahun 2005 sebesar 64,32 %, tahun 2€l0€sar
64,38%, tahun 2007 sebesar 88,61%, tahun 2008 aebes
88,51%, namun pada tahun 2009 mengalami penurwiesar
7,70% atau menjadi sebesar 81,44%. Penurunanpetiduduk
yang bekerja lebih diakibatkan karena meningkatygkatan
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kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan |gpekerja.
Oleh karena itu diperlukan upaya perluasan laparngaja
sebagai upaya mengatasi pengangguran.
f. Angka Kriminalitas

Ratio tindak kriminal selama lima (5) lima tahun
terakhir menunjukkan penurunan, tahun 2005 seli&4dr %,
Tahun 2006 sebesar 0,10 %, Tahun 2007 sebesa®®@8n
tahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 0,07 %. Penueauntka
rasio kriminal tersebut menunjukkan makin tinggimgaa aman
masyarakat. Kondisi rasa aman dikalangan masyateisgbut
harus tetap dipertahankan selama 5 tahun kedepdume
upaya-upaya preventif dan tetap memberikan kepaktikkum

kepada masyarakat.

3. Seni dan Budaya.

Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi
indikator jumlah grup kesenian dan gedung olahr&gaerja
pembangunan Seni dan budaya Kota Semarang periifife 2
2009 pada masing-masing indikator adalah sebagéube
a. Seni dan Budaya

Jumlah grup kesenian di Kota Semarang selama 5
tahun (2005-2009) menunujukkan peningkatan dari [37#h
menjadi 573 buah pada tahun2009 , demikian puia jtanlah
grup kesenian terhadap per. 10.000 jumlah pendua&
Semarang yaitu dari 2,65 pada tahun 2005 men;j&6i Rada
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tahun 2009. Sedangkan jumlah gedung kesenian juga
mengalami peningkatan dari 33 buah dengan rasid@e00
sebesar 0,23 pada tahun 2005 menjadi sebesar B3lbngan
rasio per 10.000 penduduk sebesar 0,26 pada tab0f. 2
Namun jika dilihat dari ratio jumlah grup kesenigrhadap
10.000 jumlah penduduk masih relatif kecil. Hal ini
menunjukkan bahwa masih kurang resposifnya masgarak
terhadap kesenian tradisional. Upaya mengembangkan
kesenian tradisional diharapkan akan mampu men@erik
dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Demikiga
dengan perkembangan sarana prasarana gedung kesenia
menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun namuio ra
jumlah gedung kesenian masih relatif kecil terhgazp10.000
jumlah penduduk yakni sebesar 3,80 pada tahun 2009.
b. OlahRaga

Jumlah klub olah raga selama 5 tahun (2005 — 2009)
tidak mengalami penambahan atau tetap sebanyalbG&i
pada tahun 2009, namun rationya mengalami penurdagn
3,95 tahun 2005 menjadi 3,72 pada tahun 2009. Bqmita
kondisi sarana dan prasarana olah raga tidak namgal
pertumbuhan atau tetap sebanyak 3 buah gedungagjahHal
tersebut bukan berarti bahwa budaya olah raga afigah
masyarakat masih rendah, akan tetapi banyak algivitah
raga yang dilakukan diluar gedung seperti jalanateh

bersepeda maupun olahraga luar ruangan yang lamuN
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demikan untuk dapat memacu peningkatan prestadi atl
diperlukan sarana prasarana olah raga yang repatigen
D. Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan peuonten
selama periode tertentu terhadap kondisi pelayamanom
yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahidgerja
pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan
gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunamasel
periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umumg ya
mencakup layanan urusan wajib.
1. Fokus layanan urusan wajib
a. Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan
selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubdhtuatif,
angka partisipasi sekolah pendidikan dasar mengalam
peningkatan dari tahun 2005 sebesar 86,64% me&fadb%
pada tahun 2009, pendidikan menengah meningkattatauin
2005 sebesar 66,99% menjadi 78,95 %, angka kelulusa
SD/MI selama 5 tahun dapat mencapai sebesar 99,994k
SMP/MTs mencapai 94,76%, SMA/SMK/MA mencapai
96,47%. Angka ketersediaan sekolah Pendidikan Ddesard
% pada tahun 2005 menjadi 4,30 % tahun 2009, iioi
terhadap jumlah murid dari 1:28 pada tahun 200%untur
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menjadi 1:19 pada tahun 2009, ratio guru terhadaplah
murid per kelas rata-rata tahun 2005 sebesar E28ehjadi
1:16:32 pada tahun 2009.

Sedangkan untuk Pendidikan Menengah, APS tahun
2005 sebesar 66,99 menjadi 78,95 tahun 2009, ratio
ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia selddah
2,15% pada tahun 2005 menjadi 2,80% pada tahun, 2808
guru terhadap murid tahun 2005 sebesar 1:13 medjd@
pada tahun 2009, ratio guru terhadap murid perskelta-rata
tahun 2005 adalah 1:13:40 menjadi 1:12:34, peribgadi
jumlah penduduk melek huruf >15 tahun terhadap gbhml
penduduk kota Semarang tahun 2005 sebesar 95,10fadne
99,47% pada tahun 2009.

Kondisi fasilitas pendidikan, jumlah sekolah SD/MI
dengan kondisi baik tahun 2005 sebanyak 2.349 gedun
meningkat menjadi tahun 2.451 gedung, gedung dekola
SMP/MTs tahun 2005 sebesar 1.662 gedung menjadsaeb
1.761 gedung, sedangkan kondisi gedung sekolah
SMA/SMK/MA tahun 2005 sebesar 1.005 gedung meningka
menjadi 1.087 gedung pada tahun 2009. Angka Pugkel&h
dari tahun ketahun selama 5 tahun (2005-2009) nhemia
penurunan yang sangat signifikan. Angka putus s&k8D/MI
menurun dari 151 murid pada tahun 2005 menjadi &dap
tahun 2009. Sedangkan untuk SMP/MTs dari 344 murid
menjadi 21 murid, sedangkan untuk SMA/MA/STM memuru
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dari 527 menjadi 18 murid pada tahun 2009. Kondisi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jumlah siswa
TK/RA/Penitipan anak terhadap jumlah penduduk usi@a
tahun sebesar 74,68% tahun 2005 menjadi 78,92%n tahu
2009.Perkembangan Angka kelulusan SD/MI dari ta?0b-
2009 tetap sebesar 99,99%, SMP/MTs mengalami pleatizug
dari tahun 2005 sebesar 86,60% menjadi 94,76% tab08a,
SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 89,31% tahun
2005 menjadi 96,74% pada tahun 2009. Meskipun teligddi
berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembamguna
pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan
merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian peikdtidak
dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakasihma
mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenumganpu
memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehinggdigdan
belum dinilai sebagai bentuk investasi.
b. Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan
kesehatan adalah perilaku hidup sehat. Dilihat ohatikator
aspek pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Semaetaiy
berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang tdarin
ketahun semakin dapat menjangkau pemerataan palayan
kesehatan masyarakat Kota Semarang. Kondisi kinerja
pembangunan bidang kesehatan selama 5 tahun (20@3%-2
dapat dilihat dari Ratio Puskesmas, Poliklinik, tayser 1000
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penduduk dari tahun 2005-2009 yang menunjukkan no@an
dari 0,20 tahun 2005 menjadi 0,19 pada tahun 2R@fio RS
per 1000 satuan penduduk menurun dari 0,16 pada 2005
menjadi 0,15 pada tahun 2009, ratio dokter peragteaduduk
meningkat dari tahun 2005 sebesar 1,05 menjadi gada
tahun 2009, ratio tenaga medis per 1000 satuanupekd
meningkat dari 1,89 tahun 2005 menjadi 2,39 palaant2009,
cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatdaht
mencapai 100%, cakupan pelayanan Puskesmas dam tah
2005-2009 tetap sebesar 231,25 %, Incident rate PBD
100.000 penduduk tahun 2005 sebesar 164 menjadi péaa
tahun 2009, Prevalensi HIV—AIDs per 10.000 pendugakg
beresiko tahun 2005 sebesar 1,17 menjadi 2,2 pada 2009.
Permasalahan pelayanan urusan kesehatan yang perlu
mendapat perhatian adalah menurunkan Incident D&B
dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
c. PekerjaanUmum

Kondisi kualitas jalan terhadap panjang jalan sal&m
tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan perkembangamy
fluktuatif, ratio kondisi jalan dalam keadaan bdéchadap
jumlah panjang jalan tahun 2005 sebesar 44,87%ntaBb06
sebesar 44,87%, tahun 2007 sebesar 61,02%, tahd® 20
menurun menjadi sebesar 43,83% , tahun 2009 sebesar
44,01%, perubahan kondisi kualitas jalan ini diengi oleh

perubahan iklim, dimana pada saat musim hujan tateygdi
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genangan air. Selain itu juga akibat terjadinyakiolisusnya di
sepanjang jalan daerah utara Kota Semarang. Passenimah
tinggal bersanitasi tahun 2005 sebesar 30,25% wulief§a85%
pada tahun 2009. Kondisi kinerja pembangunan Ssnita
selama 5 tahun (2005-2009) dapat dilihat dari ptase
sanitasi rumah tinggal pada tahun 2006 sebesar5%0,2
meningkat hingga mencapai 45,85%, pada tahun 2ZRaSio
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk t&@sn 2
sebesar 576,63 menjadi 694,55 tahun 2009, rasialruayak
huni tahun 2005 sebesar 0,0024 menjadi 0,0070 padan
2009. Luas kawasan kumuh per luas wilayah selamanta
2005-2008 menagalami peningkatan dari sebesar 1,5 %
menjadi 2,41%, namun turun pada tahun 2009 sehl¢d@udo.
Peningkatan luas kawasan kumuh lebih disebabkah ole
menurunnya kualitas lingkungan akibat rob dan ngk@tnya
migrasi penduduk yang tidak berketrampilan dariralaéota
lain ke Kota Semarang, sedangkan penurunan 1,66%
dipengaruhi oleh adanya program pemugaran rumalifum
d. Perumahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
perumahan di Kota Semarang selama periode 2005-2009
dihitung dari persentase jumlah rumah tangga yagight
menggunakan air bersih terhadap jumlah seluruhhuargga.
Pada tahun 2005 sebesar persentase jumlah runtgatgang

telah menggunakan air bersih sebesar 12,63% meatingk
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menjadi 12,96% pada tahun 2009. Persentase jurlaaltr
tangga yang memiliki sanitasi terhadap jumlah rurtsatgga
tahun 2005 sebesar 30,25% meningkat menjadi 48 B&da
tahun 2009. Persentase jumlah rumah tangga yang
menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tanghart2005
sebesar 89,24% meningkat menjadi 98,28% tahun 2009,
jumlah rumah layak huni terhadap jumlah rumah taB085
sebesar 10,50% menjadi 25,60% pada tahun 2009.
e. PenataanRuang

Kinerja pembangunan pelayanan urusan penataan
ruang tahun 2005- 2009 dilihat dari ratio luas guaerbuka
hijau terhadap luas wilayah ber Hak PengelolaarahghiPL)
dan atau Hak Guna Bangun. Pada Tahun 2005 mencapai
sebesar 1,1 dan mengalami penurunan menjadi 1d26tphun
2009. Jumlah bangunan ber-IMB pada tahun 2005 aebes
49,73% meningkat menjadi 55,01% pada tahun 20009.
Persentase tersebut terus meningkat secara sanifikngga
tahun 2009 sebesar 55,01 %. Hal ini menunjukan ldema
tingginya kesadaran masyarakat mematuhi regulasilipan
bangunan dan semakin membaiknya pelayanan yangkaibe
pemerintah daerah. Namun demikian upaya peningkatan
kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadafasie
tataruang dan bangunan perlu diibangi dengan pedaya
perijinan yang lebih baik.

f. Perencanaan Pembangunan Daerah
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Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang
perencanaan pembangunan daerah tahun 2005-2008h adal
tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005 yang stigaj
menjadi dokumen pembangunan jangka panjang da&@t 2
2025 dan telah tetapkan dengan Peraturan Daerahtphdn
2009 dan tersedianya dokumen Rencana PembangumghkaJa
Menengah Daerah 2005-2010 yang ditetapkan dengeim ol
Peraturan Daerah. Disamping itu juga dilihat darsusunnya
dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa fenca
Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang diatngkKPD
yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daeraharigar ke
depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan
perencanaan dengan implementasinya.

g. Perhubungan

Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan
perhubungan di Kota Semarang selama periode 200%-20
dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umulansz 5
tahun yang mengalami penurunan dari 11.742.718npeang
tahun 2005 menjadi 5.702.073 penumpang pada ta@0f. 2
Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya
pergeseran penggunaan moda angkutan umum ke amgkuta
pribadi . Persentase jumlah angkutan darat dibgngimlah
penumpang angkutan darat mengalami peningkatartatam
2005 sebesar 9,30% menjadi 11,01% pada tahun RO@h

pelabuhan laut/udara/terminal bus/stasiun KA tidegagalami
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perubahan atau tetap sebanyak 7 buah. Tantangapdmed
adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutaal mas
yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar letamac
yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadk tid
terjadi.
h. Lingkungan Hidup

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
lingkungan hidup di Kota Semarang selama period&-2009
diukur dari meningkatnya persentase penanganan atamp
tahun 2005 sebesar 69% menjadi 74% pada tahun 2009;
Jangkauan pelayanan pengelolaan sampah telah rasmgal
perkembangan yang cukup menggembirakan, dimana pada
tahun 2009 telah menjangkau 132 Kelurahan dari 177
Kelurahan atau 74,58 % wilayah kota, dengan kemampu
pengangkutan mencapai 72 % dari seluruh produkepah
total Kota Semarang sebesar 3.675 m3/hari atavasg¢émgan
1.010 ton. Persentase penduduk berakses air minemourom
dari 57,92% pada tahun 2005 menjadi 56,95% padantah
2009. Semakin besarnya volume sampah yang dihasillen
masyarakat menuntut peranserta masyarakat untulat dap
memusnakan sampah dengan cara yang ramah lingkungan
demi memperpanjang usia TPA.
i. Pertanahan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan

pertanahan selama periode 2007-2009 diukur dari
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meningkatnya persentase luas lahan bersertifikeda Rahun
2009 persentase luas lahan bersertifikat mencapaesar
72,81%. Jumlah penyelesaian kasus tanah negarataiaoia
2007 sebanyak 25 kasus , tahun 2008 sebesar 4% Kasu
tahun 2009 sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlalelpeajan
ijin lokasi tahun 2007 sebanyak 9 ijin, tahun 2G@Banyak 7
ijin dan tahun 2009 sebanyak 13 ijin. Antisipasinpasalahan
kedepan adalah layanan fasilitasi konflik pertanaberkaitan
dengan pelayanan tertib administrasi di tingkatitedian.
j- Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan kependudukan
dan Catatan Sipil selama 5 tahun (2005-2009) adaRaAtio
penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 200&saeb
92,02% meningkat menjadi 95% pada tahun 2009, k=0
berakte kelahiran tahun 2005 sebesar 71,50% maatingk
menjadi 74,77%, kepemilikan akte kelahiran per 1000
penduduk tahun 2009 sebesar 87,12% meningkat nienjad
96,68% pada tahun 2009. Peningkatan kinerja kemieraun
dan catatan sipil lebih dipengaruhi oleh kesadgramduduk
yang disebabkan makin mudahnya pelayanan admgiistra
kependudukan dan terlaksananya kebijakan kependaduk
yang serasi antara kebijakan kependudukan nasteraian
kebijakan kependudukan Kota Semarang.

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun terakhi
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat darigka
partisipasi perempuan yang terus meningkat sejaint2005
sebesar 75% menjadi 90% pada tahun 2009, sertksinde
partisipasi angkatan kerja perempuan yang jugangkat dari
47,72 pada tahun 2005 menjadi 60,62 pada tahun 2G09ni
juga ditunjang juga dengan pembentukan Pusat Relaya
Terpadu (PPT) di tingkat Kota dan di 4 (empat) PPT
Kecamatan pada tahun 2009, pada tahun 2010 beagba
(dua) PPT Kecamatan dan diharapkan pada tahun @D12
semua Kecamatan sudah terbentuk PPT, untuk dapat
membantu menyelesaikan persoalan korban kekeradwmdap
perempuan.

I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera mengalami peningkatan yang cubiailg
terlihat dari indikator jumlah anak per keluargangasemakin
menurun dari 2,85 menjadi 2,50 dalam 5 tahun téraktinya
jumlah anak dalam setiap keluarga terdiri dari 2 anak dan
peserta aktif yang meningkat dari 78,81 % padana205
menjadi 78,95 % pada tahun 2009. Hal ini memberikan
pengaruh yang positif dalam menekan laju pertumbuha
penduduk sehingga akan semakin rendah juga jundiaiadga

pra sejahtera dan sejahtera I. Hal ini dapat didakwantara lain
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dengan meningkatkan pemberdayaan dan ketahanaardalu
secara menyeluruh terutama dalam kemampuan peragasuh
dan penumbuhkembangan anak, dan peningkatan leualita
lingkungan keluarga melalui pengembangan aksesadaph
kualitas hidup keluarga: ekonomi, kesehatan, pékaticl
parenting (beyond family planning) dan menggalaeiikraan
dengan masyarakat, swasta dan profesi/perguruaggi.tin
Permasalahan kedepan yang harus ditangani secHts se
adalah meningkatkan cakupan keluarga berencanaregapu
menekan laju pertumbuhan penduduk.
m. Sosial

Pembangunan pelayanan sosial di Kota Semarang
selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningka&arana
sosial yang semula berjumlah 75 di tahun 2005 ngéain
menjadi 103 di tahun 2009 dan saat ini terus diajay
penanganannya oleh Pemerintah Kota. Demikian pula
penanganan penyandang masalah kesejahteraan dasial
tahun 2005 sebanyak 3.150 menjadi 4.357 di tahup9.20
Namun demikian hasilnya belum mampu menekan jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)asekn
di dalamnya adalah anak jalanan. Permasalahan P})iK§
terus berkembang diantaranya disebabkan oleh pansoa
tuntutan kehidupan yang semakin berat, disampimgop&an
kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoakial $@rus

dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
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n. Ketenagakerjaan

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota
Semarang pada 5 (lima) tahun terakhir mengalaningkatan
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk danura
2005 sebesar 61,17% menjadi 62,21% pada tahun 2009.
Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalaenaikan
seiring dengan meningkatnya partisipasi angkataja kaitu
sebesar 63,45% pada tahun 2005 menjadi 64,75%hdnta
2009, sedangkan konflik antara buruh dan pengusathadap
kebijakan Pemerintah Kota Semarang dapat terskésai
dengan baik terlihat dari menurunnya jumlah kasrgketa
pengusaha-pekerja dari 315 kasus di tahun 2005 mnenu
menjadi 256 kasus pada tahun 2009. Kedepan, upaijdasi
penciptangan lapangan kerja melalui pelatihan keiflan dan
kewirausahaan terus ditingkatkan termasuk rencasdgitési
hubungan industrial yang bisa memberikan solusingal
menguntungkan antara pengusaha dan pekerja, sehingg
terwujud hubungan industrial yang harmonis.
0. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang mengalam
kenaikan dari 55,06% pada tahun 2005 menjadi 75%a pa
tahun 2008 dan pada tahun 2009 Kota Semarang telah
ditetapkan sebagai Kota Kota Penggerak Koperasi.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM mengalami

kenaikan selama kurun waktu 5 tahun, peningkatamg ya
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terjadi setiap tahun rata-rata hampir mencapai 200
Demikian juga dengan perkembangan usaha mikro daih. k
Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuha
ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbulzemiklim
usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusihydéaan
menunjukan bahwa pada saat terjadi krisis ekonasgha
kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan
perusahaan yang lebih besar. Hal-hal inilah yaran alerus
dijaga dan ditingkatkan melalui rencana-rencanalitées
permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebaga
soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hahkyid
namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga
pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembanganausah
mikro dan kecil.
p. Penanaman Modal

Jumlah investor dan investasi selama 5 tahun telah
mengalami kenaikan. Peningkatan tersebut didukwertgah
adanya layanan One Stop Service (OSS) yang meraberik
kemudahan dalam mengurus perijinan disamping keaman
yang kondusif, infrastruktur meningkat lebih bailkn promosi
investasi. Kesemuanya itu akan berdampak pada glatinya
rasio daya serap tenaga kerja.. Upaya peningkategstasi
kedepan, adalah perlunya dukungan peraturan yalag je
mengenai insentif investasi yang dapat diberikareh ol

pemerintah daerah guna memacu pertumbuhan investasi
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Dengan demikian perwujudan Semarang sebagai kota
perdagangan dan jasa akan lebih mampu bersaingamieng
daerah lain dalam menarik minat investor dalam maupar
negeri.
g. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun
2005 sampai 2008 jumlahnya tetap sebanyak 45 event
kegiatan, hanya pada tahun 2009 bertambah 1 (satnt
kegiatan. Kota Semarang telah memiliki sarana
penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 55 brahidan
2005 sampai tahun 2009. Benda, situs dan kawasgar ca
budaya yang dilestarikan ada 174 buah antara |l&awhsan
sejarah budaya dan 170 buah bangunan, yang tetdiri
bangunan budaya sebanyak 3 buah, bangunan tengukzthib
sebanyak 24 buah, bangunan kesehatan sebanyak i3 bua
bangunan Perkantoran 46 buah, bangunan Pemerintahan
sebanyak 13 buah, bangunan pendidikan sebanyakudh, b
bangunan pengangkutan sebanyak 3 buah, bangunaah rum
tinggal sebanyak 56 buah, dan bangunan lainnyangabkal 1
buah. Tantangan kedepan diperlukan kegiatan-kegighag
lebih bisa mempromosikan kota Semarang sebagaiatemp
tujuan wisata, tidak lagi hanya sebagai tempat gsing
sementara. Selain itu perbaikan dan penyempurniaaidahg
sarana penyelenggaraan kesenian juga diperlukaamdal

mendukung bentuk promosi tersebut. Sedangkan pebast
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benda maupun bangunan cagar budaya dilakukan el#r |
bisa menonjolkan ciri dan landmark kota Semaranggae

melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

r. Pemuda dan Olahraga

Dari tabel tersebut diatas, menggambarkan
penyelenggaraan pembangunan pemuda dan olahragaasel
lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang nagknb
Dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlalyi&en
olahraga juga mengalami peningkatan sampai dengfaumt
2009. Jumlah organisasi pemuda dari 34 di tahub 2@hjadi
47 di tahun 2009. Untuk jumlah kegiatan kepemuddan
kegiatan olah raga masing-masing meningkat daredlakan
menjadi 7 kegiatan kepemudaan dan dari 6 kegiatmadi
19 kegiatan olah raga dalam 5 tahun terakhir inmbin dilihat
dari sarana olah raga, rasio sarana dan prasataharaga
semakin menurun. Hal ini dikarenakan jumlah lapangkh
raga yang cenderung tidak bertambah dibanding denga
pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan kedepan
berkaitan dengan pelayanan olah raga dan kepemuadkzdeth
upaya pembinaan dini terhadap pemuda melalui pemaiek
institusional baik melalui institusi pendidikan,ketah dan
pramuka maupun institusi kepemudaan seperti KNRi da
Karang Taruna. Sedangkan untuk ketersediaan satana

prasarana olah raga dengan standar nasional Saatasih
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terbatas dan belum terkelola dengan baik. Oleh nkaiieu

upaya yang dilakukan yaitu dengan perbaikan damglkatan

sarana yang ada serta pembangunan pusat olah $pga (
center) yang baru.

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Keberhasilan pembangunan demokrasi telah berhasil
memantapkan peran masyarakat terutama dari sisirdinan
organisasi baik LSM,Ormas maupun OKP. Dari tabatadi,
pelayanan urusan kesatuan dan politik dalam negesebut
menggambarkan bahwa peran pemerintah semakin tahun
semakin menurun. Persoalan kedepan adalah bagaimana
membangun senergitas seluruh kekuatan LSM, Ormas da
OKP yang ada untuk bersama-sama membantu pemerintah
Kota Semarang dalam mewujudkan visi dan misi seferayan
kompetensi masing-masing.

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian d
Persandian.

Kondisi aspek pelayanan umum dalam Bidang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian dapat dilihat dari rasio Polisi PamaagaPLinmas
maupun pos kamling yang menunjukan peningkatanioRas
jumlah Linmas meningkat dari 31,17 pada tahun 206&jadi
35,22 di tahun 2009. Sistem Informasi Pelayanaijifier dan
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Administrasi Pemerintah sudah mulai diberlakukajakse3
tahun terakhir, telah menunjukkan perkembangan yesitif

bila dilihat dari jumlah pengaduan yang masuk. Namu
demikian, kedepan diperlukan pelayanan yang tidak
mengedepankan aspek represif tetapi lebih ke tamak
preventif.

u. Ketahanan Pangan

Kota Semarang telah memiliki beberapa regulasi
tentang ketahanan pangan baik dalam bentuk Panatura
Walikota, Surat Keputusan Walikota dan Surat Edaran
Walikota. Peraturan Walikota Semarang No. 4 TahQ0692
tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota
Semarang tanggal 25 Maret 2009. Surat Walikota &erga
No. 501/908 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penumbuha
Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan.

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa keteraadia
pangan utama mengalami peningkatan yang signifileargan
rata-rata pertahunnya adalah 13,7%. Walaupun tildzai
ketersediaan pangan utama menunjukan peningkatag ya
positif, namun antisipasi kedepan diperlukan upagaius
untuk membudayakan penganekaragamana makanan isebaga
upaya subtitusi dari pangan utama.

v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kinerja pelayanan umum dalam bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa dapat dilihat dari kinerja IHMW, dan
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Posyandu Aktif. Jumlah Posyandu aktif sampai dertghon
2009 telah menunjukan kinerja optimal. Dukungan &Gya
Masyarakat terhadapat Program pemberdayaan maayatak
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masypeaat
tahun 2009 juga telah mencapai 100%. Salah sahata#iari
meningkatnya program tersebut adalah meningkaeyddga
pemberdayaan masyarakat (LPM) yang berprestasiadeng
kenaikan rata-rata 2,7%. Jumlah LPM vyang berpriestas
diharapkan terus meningkat dikarenakan swadaya areist
terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan akan terus dioptimalkan.

2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
a. Pertanian

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
mencapai kenaikan rata-rata sebesar 10, 8% dam ta805
sampai tahun 2009. Sebaliknya Kontribusi sektortapéan
baik pertanian/perkebunan, palawija, tanaman kedas
produksi kelompok tani terhadap PDRB selama kuraktw5
tahun terakhir relatif agak mengalami penurunar.tef@aebut
merupakan akibat perubahan fungsi lahan pertanianjadi
permukiman sebagai akibat berkembangnya sebuah. kota
Upaya untuk terus mempertahankan budi daya pentania
dilakukan dengan meningkatkan cakupan pembinaamigek
tani. Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompoki tgang

75



mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Jumlaimpgek
tani yang mendapatkan bantuan dari tahun 2008 geban
2,618% meningkat menjadi 7,059% pada tahun 2009.
Diharapkan program bina kelompok petani akan terus
ditingkatkan dalam upaya untuk dapat meningkatkan
produktivitas dan kontribusinya terhadap PDRB.
b. Kehutanan

Sebagaimana wilayah perkotaan yang lain, kontribusi
sektor kehutanan terhuadap PDRB pasti relatif ké@mun
demikian upaya untuk melakukan konservasi dan ikfasb
hutan khususnya hutan rakyat akan terus dilakuRada tahun
2008-2009 mengalami peningkatan yang signifikangden
80,65%. Salah satu upaya nyata untuk mendorongaladal
pelaksanan program Konservasi Lahan Semarang Adas d
Pengentasan Kemiskinan (KLSAPK).
c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari
tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami penurunandiki
ini terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan kb
bahan tambang galian C memang sedikit-demi sedikit
dikurangi aktivitasnya.
d. Pariwisata

Kunjungan wisatawan terus mengalami kenaikan. Pada
tahun 2005 sebanyak 1.141.323 wisatawan mening&ajai
1.633.042 wisatawan pada tahun 2009. Keadaan Iicipta
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karena meningkatnya semakin banyaknya event kegiata
pariwisata maupun kegiatan bisnis. Kunjungan wisstan
terus meningkat seiring dengan membaiknya kuaBtana
prasarana, obyek maupun destinasi wisata yang ikehan
terintegrasi.
e. Kelautan dan Perikanan

Produktivitas perikanan selama lima tahun terahir
menunjukan hasil yang positif, walaupun ada massama
dimana terjadi penurunan produksi. Capaian kinggjlayanan
bidang perikanan kelautan tidak lepas dari upayaa®i
Perikanan dan Kelautan dalam membina kelompok-niaddx
nelayan yang ada. Tantangan ke depan adalah bagaima
menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran nelayga ta
merusak lingkungan termasuk di dalamnya adalah aupay
antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan iklimg jexjadi.
f. Perdagangan

Meningkatnya eksport perdagangan tidak lepas dari
kinerja pelayanan urusan perdagangan. Hasil terdalmpak
dari besarnya kontribusi sektor perdagangan tegh&i2RB
yang rata-rata mencapai 30 % dari harga konstarbaBai
layanan kemudahan eksport yang didukung saranarpres
yang mencukupi menjadikan urusan perdagangan mampu
menjadi unggulan. Pelayanan dukungan promosi maupun

peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakugeiring
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dengan persaingan global yang makin tajam. Persaglgsan
perdagangan adalah bagaimana Kota Semarang mampu
menjadikan kota perdagangan sehingga mampu merebut
peluang sebagai pusat ekspor barang .
g. Perindustrian

Kinerja pelayanan sektor perdagangan sebenarnya
tampak dari seberapa besar cakupan bina kelompakajin.
Semakin besar cakupan bina kelompok pengrajin naddaa
semakin besar pula kontribusi sektor industri téapaPDRB.
Sektor industri merupakan sektor unggulan yang neeikém
kontribusi besar terhadap PDRB. Oleh karena itwariap
pengembangan industri harus tetap dilaksanakanadetegap
mengedepankan tumbuhnya iklim investasi yang kahdus
dengan memperbesar cakupan industry kecil menesgdha
ramah lingkungan.
h. Transmigrasi

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
transmigrasi selama periode 2005-2009 tidak merighas
kinerja mengingat sejalan dengan berkembangnya regha
otonomi daerah, minat masyarakat untuk mengikuti
transmigrasi tidak ada walaupun upaya untuk melakuk

dorongan dan motivasi terus dilakukan.

E. Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah
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untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai
peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saaegadh di
Kota Semarang dapat dilihat dari aspek kemampuanoghi
daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, ikllmarinvestasi
dan sumber daya manusia

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu
mencerminkan distribusi pendapatan yang adil damatae
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akamydk
membawa tingkat kesejahteran masyarakat manakala
pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekeldéniawil
masyarakat sedangkan masyarakat lain tidak menikmat
Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produtess
pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Kota
Semarang. Produktivitas sektor PDRB dari tahun &eun
mengalami peningkatan sebesar 14,69 % per tahun.

Kontribusi sektor usaha terbesar terhadap PDRB Kota
Semarang adalah sektor perdagangan, hotel damaresian
sektor Industri Pengolahan serta sektor usaha banguPada
tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usahnselet
adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dartofdes
sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,58an
sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut mehggkan
bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang

didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan neasteektor
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industri pengolahan dan sektor bangunan. Sektatagangan
dan jasa inilah yang akan kembangkan sebagai tagiutama
warga masyarakat.
2. Fasilitasi Wilayah/InfrastruktuPembangunan infrastruktur
akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang datrah
dan antara kabupaten/kota, yang meliputi fasilitagsporlasi
(jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikdasilitas
komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas diersih.
Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakdai ni
tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota.
AksesbilitasDaerah

Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi
Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan wldaiyah
barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) 8alatan
(Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang
merupakan penopang jalur distribusi perekonomiawaJda
Tengah. Kondisi infrastruktur merupakan unsur pentrang
perlu mendapatkan perhatian agar dapat berfungsgate
optimal.Dalam mendukung aksesibilitas, Kota Senwaran
memiliki panjang jalan yang semakin meningkat datatahun
terakhir ini yaitu 2.762,62 km tahun 2005 menjadi78,29 km
pada tahun 2009. Daya saing lainnya di bidang %aran
prasarana perhubungan adalah dimilikinya pelabuhan

udara/laut, terminal bus, stasiun kereta api yargmpu
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menghubungkan seluruh kota di Indonesia.

b. Penataan wilayah

Sebagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang, penataan wilayah Kota Semarang terbagjadie
kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yanig rigesi
budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang
melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindungngeat
dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi
kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan dengan
kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagianatael
Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempaddai, pa
sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadaraimata
Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasag yan
mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakeain.ta
Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang secara
karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengardisb dan
potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berkasar
potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagaiikiie
:Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Permukiman,
perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan
Pemerintahan dan Perkantoran, Kawasan Industri,akam
olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan peamadn
permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus

dan Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan
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pesatnya perkembangan pembangunan Kota terdapat
kompensasi yang tak bisa dihindari dalam tata gahan,
yaitu tingginya ratio perubahan alih fungsi lahatal ini
ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan lsaperti
kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhmyasean-
kawasan permukiman daerah pinggiran kota.
c. Ketersediaan air bersih

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kota
Semarang pada saat ini terbagi ke dalam 2 (du@nsigaitu
sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAIsn d
sistem non perpipaan yang dikelola secara mandeh o
penduduk. Untuk pelayanan dengan sistem perpipadiput
hampir seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Semarang
kecuali Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati,
Pemanfaatan air tanah (non perpipaan), khususnydoti
Semarang bagian bawah, seharusnya dihindarkan untuk
menghindarkan dampak lingkungan yang terjadi. Biste
jaringan perpipaan di Kota Semarang ini pelayanam d
pengelolaannya dilakukan oleh PDAM dengan cakupan
pelayanan 15 kecamatan dari 16 kecamatan yangidtatal
Semarang. Daya saing ketersediaan air besih akaakse
membaik dengan selesainya pembangunan waduk patitpar
d. Fasilitas listrik dan telepon

Perkembangan jaringan telekomunikasi beberapa tahun

terakhir cukup menggembirakan, terlihat dengan akmya
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satuan sambungan yang dipasarkan kepada masyalidat.
dilihat dari sebaran tiap kecamatan yang ada, nekagan
telepon telah menjangkaunya seluruh kelurahan yateg di
tiap kecamatan. Ketersediaan daya listrik sangat
memungkinkan bagi pengembangan investasi.
e. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Tersedianya fasilitas hotel dan restoran merupakan
capaian kinerja daya saing bidang perdagangan dsa. |
Pertumbuhan Hotel darn Restoran baru yang ter@dima ini
merupakan salah satu bahwa pertanda bahwa potemsrai
masyarakat masih akan terus meningkat seiring denga
meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Fasilitas Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya
sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkakusuiounga,
kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebaga
infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap tagia
investasi. Iklim investasi juga sangat dipengamlbh faktor-
faktor lain yang mendorong berkembangnya invessasar
lain fasilitas keamanan dan ketertiban wilayah, ka@aman
proses perjinan, dan ketersediaan sumberdaya naagesp
berkualitas dan mampu bersaing.
a. Keamanan dan Ketertiban

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban sampai

dengan tahun 2009 relatif kondusif bagi berlangeyag

83



aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi.b&gi
tindakan kejahatan kriminalitass, unjuk rasa damakokerja
yang merugikan dan mengganggu keamanan dan katertib
masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap olehtuap
pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh hieaan
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatka
partisipasi masyarakat  dalam menjaga  keamanan
lingkungannya.

b. Kemudahan Perijinan

Faktor pendukung yang sangat erat kaitannya dalam
melakukan investasi adalah prosedur dan tata ca@ebpan
jin atau pengurusan ijin untuk berinvestasi. Psoperijinan
dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayangjinae
satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Relay
Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Kepastiasgalur,
waktu dan keamanan perijinan merupakan kinerja atam
pelayanan investasi.

Dengan kemudahan perijinan berinvestasi diharapkan
akan menarik minat investor dalam negeri maupun riegeri
untuk menanamkan modalnya di Kota Semarang.

c. Pengenaan Pajak Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah
satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang peleksaya
mendasarkan pada Peraturan perundang-udangan gdaigub

Perkembangan penerimaan pajak selama tahun 2005
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sampai dengan 2009 mengalami pertumbuhan yang gietin
dengan pertumbuhan rata-rata 22% per tahun. Pada 29005
penerimaan pajak daerah sebanyak Rp. 295.920.%38.67
dampai dengan tahun 2009 menjadi sebesar Rp.
619.479.144.948,-. Sedangkan jenis dan klasifikasigenaan
pajak daerah sebagaimana diatur dalam PeraturaaibKeta
Semarang No. 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan
Pajak Daerah. Upaya penyesuaian terhadap regualagilyaru
mutlak segera dilakukan agar daya saing di bidaagkp

mampu segera diakomodasi.
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BAB I11
PEMETAAN MASALAH POLITIK UANG

A. ModusPadlitik Uang

Pemetaan masalah politik uang dalam pemilihan
umum legislative (Pileg) tahun 2014 di Desa Mangkaion
dilaksanakan berdasarkan metode pengambilan da&ume
FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara dengea n
sumber. Hasil pemetaan berupa modus politik uasigygbab
politik uang, akibat politik uang dan susahnya mekitilan
politik uang. adapun hasil modus politik uang aldadebagai
berikut :

Politik uang yang dipahami oleh masyarakat Desa
Mangkangkulon dengan sebutan pemberian diakui dierja
dalam Pileg 2014 lalu. Pemberian ini bisa berupzyuanai,
sembako, barang dan fasilitas umum. Pemberian diai a
kalanya diberikan waktu menjelang pencoblosan yaiaga
disebut dengan “serangan fajar” dan “serangan dhuta
kalanya diberikan pada malam hari sebelum pencab)asda
kalanya pada saat hari tenang, pada masa kampdanygda
juga jauh-jauh hari sebelum kampanye dan pencablosa
dilaksanakan.
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Menurut sebagian besar informan, politik uang atau
pemberian dari caleg kepada masyarakat diinisia$i para
caleg yang mengharapkan dukungan masyarakat untiikd
di parlemen. Sementara posisi masyarakat hanya adien;
obyek adanya pemberian tersebut. Pemberian ini,talann
ke tahun, ketika terjadi pemilu (pileg, pilpredkata maupun
pilkades) perkembangannya semakin mingkat, baikitkaa
(modus operandi) maupun kuantitasnya (areal cakujzam
jumlahnya). Bahkan pada tahun 2014 ini, pember&akan
sudah merupakan “kewajaran” dan “kewajiban” panadidat
untuk melakukannya. Jika ada kandidat yang tidak
melakukannya maka masyarakat menyebutnya dengan
kandidat (caleg) “pelit” dengan ungkapan sepertiatim
mendapatkan kesenangan kok tidak mau memberi”.jégia
sebutan bagi caleg “bonek” alias “bondo nekat”, afimn
sebutan ini dialamatkan kepada caleg yang tidak pnegai
modal tetapi berambisi memenangkan pemilu. Ada juga
ungkapan “wani piro” sebagai bentuk satire kepadeagcyang
minta dukungan masyarakat dan masyarakat akan nniante
dukungannya dengan imbalan harga tertentu. Ungkapan
ungkapan seperti ini memberikan gambaran bahwaaisgor
caleg seakan-akan “wajib hukumnya” memberikan gasua
kepada masyarakat untuk mendapatkan suara masdyaraka

Dengan demikian pemerian sudah menjadi semacanydéuda
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masyarakat yang selalu ada dalam setiap perhgatailihan
umum.

Meskipun sudah menjadi “kewajiban”, “kewajaran”
dan “budaya”’ sebagian besar informan menyatakanvdah
politik uang atau pemberian tersebut merupakan ukent
kesalahan dalam pemilu. Bahkan sebagian ada yang
menyadari sebagai bentuk tindak pidana pemilu. @aba
yang lain menyatakan sebagai suap atau riswah galagn
hokum agama Islam termasuk dalam Kkategori yang
diharamkan, baik pemberi suap maupun penerima Japi
sebagian besar masyarakat yang menerima pemberian
mengabaikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Sikap masyarakat dalam menghadapi atau merespon
adanya pemberian bisa dikatgorisasikan menjadi aign
menerima pemberian dan akan memberikan suaranya&ep
caleg tersebut; (2) akan menerima pemerian daih |satu
caleg dan akan memberikan suaranya kepada caleg yan
paling banyak memberikan; (3) akan menerima peraberi
(bisa dari satu caleg atau lebih) tetapi tidak akemberikan
suara alias golput; (4) akan menerima pemberiapitetoal
pilihan sesuai dengan hati nurani (sudah mempugiiiaan);

(5) dengan kesadaran akan menolak pemberian. Beraga
sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakamlob
dari pemberian dalam pemilu. Karena masyarakat @any

merespon dari apa yang dilakukan oleh caleg maujpon
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suksesnya. Inisiatif masyarakat untuk mendapatkanbgrian
malah tidak ditanggapi oleh caleg seperti ada nmtakgayang
menyatakan siap menerima pemberian tetapi tidaksatla
pun tim sukses atau caleg yang mendekatinya.

Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa
pemberian dalam pemilu merupakan suatu keberkahan
tersendiri. Bagi kalangan yang tidak mampu ataukimis
pemberian merupakan kesempatan yang selalu ditunggu
tunggu kehadirannya. Mereka mengistilahkan sebagaeki
nomplok” bagaikan benda jatuh dari langit, tanpgakkeras
bisa mendapatkan uang yang setara dengan kerjensajgu.
Meskipun disadari bahwa pemberian tersebut harsaasean
tidak mampu membawa keluar dari kemiskinan. Namun,
pemberian tersebut sangat berarti bagi kalangakinmismtuk
menambah income sehari-hari. Semakin banyak tinsesuk
atau caleg yang mendatangi maka akan semakin
menyenangkan. Di samping, itu dari sisi tim suksegimen
masyarakat seperti ini banyak didekati, karena kaere
menjadi sasaran yang sangat menjanjikan untuk idibel
suaranya. Kalangan ini di Desa Mangkangkulon culamyak
jumlahnya.

Sementara dari kalangan terpelajarel{ educatejl
tidak ada tim sukses yang mendekati untuk dipetgaru
dengan pemberian. Tim sukses sudah mengetahui bahwa

mereka tidak mungkin bisa dipengaruhi. Namun, dalam
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beberapa kasus, segmen ini didekati oleh caleg paamgiliki
kedekatan dengan mereka untuk dimintai bantuan
mensosialisasikan caleg kepada masyarakat. Segmien i
memang secara ril mempunyai “massa” yang bisa
dipengaruhinya. Modus yang dilakukan tim sukses atdeg
untuk mempengaruhi massa milik segmen ini biasaayag
meminta mereka untuk membuat pertemuan atau eweny y
biaya kegiatan tersebut ditanggung oleh caleg. Masak
segemn ini tidak mempan dipenagruhi dengan palitikg,
tetapi massa bisa diambil oleh caleg dengan
mengatasnamakan tokoh panutan mereka dan calek tida
segan-segan memberikan sesuatu kepada masyarakah se
langsung.

Modus ini juga dikembangkan dalam jaringan
organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Dengan
kedekatan secara organisatoris biasanya caleg mtamgda
pimpinan organisasi untuk menyelenggarakan kegigtany
sesuai dengan program organisasi. Untuk mewujucigan
kegiatan dapat berjalan dengan baik dan suksesy s&kruh
biaya yang dibutuhkan menjadi tanggungjawab cattgan
harapan para anggota organisasi akan mengikutiakeri
politik para pimpinannya. Banyak organisasi yarajach
kondisi normal aktivitasnya seperti mati suri, pet&etika
musim pemilu datang mereka berlomba-lomba

menyelenggarakan kegiatan. Biasanya mereka meragajuk
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proposal kegiatan kepada caleg untuk menghidupkaia r
organisasi, sehingga geliat organisasi nampak sdmar
Kegiatan dengan mengumpulkan massa, yang tidalatserb
hanya anggota organisasi saja tetapi melibatkaryaraisat,
seringkali menjadi ajang mempengaruhi suara penséperti
senam sehat, jalan sehat, pengobatan massal danbdh
dengan hiburan rakyat sedaor price(kupon berhadiah) dan
mendekatkan seorang caleg dengan masyarakat.
Sedangkan pendekatan dengan organisasi keagamaan,
seperti majlis taklim, lembaga pengajian dan fofonem
keagamaan lainnya, biasanya caleg menghadiri peatem
rutin untuk menyampaikan visi, misi dan progranmsddnping
itu, caleg juga menanyakan permasalahan dan kedouigdang
belum bisa dipenuhi oleh lembaga tersebut. Sehjngada
pertemuan berikutnya caleg melalui tim suksesnyanak
datang kembali dengan membawa bantuan yang dibanuhk
lembaga tersebut. Bantuan tersebut bisa berupal system,
karpet, dan lain sebagainya. Khusus untuk majkBntaibu-
ibu, caleg juga membagikan kerudung, sajadah ddtemnau
Ada juga kegiatan pengajian yang lebih besar cakupa
massanya, dimana caleg menentukan penceramahnftantu
honor penceramah dan konsumsi menjadi tanggungbjawa
caleg) yang akan memberikan pencerahan kepada rakaya

sekaligus sosialisasi ketokohan caleg.
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Pendekatan melalui kelembagaan di tingkat Rukun
Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang paling blny
terjadi. Jauh hari sebelum masa kampanye, tim sukakeg
biasanya sudah mendekati Ketua RW dan Ketua RT
menanyakan jadwal pertemuan rutin. Ketika pertenudin
digelar, mereka akan datang dan berdialog secagsuag
dengan warga dan ujung-ujungnya juga menanyakayapa
dibutuhkan oleh warga yang bisa dibantu caleg. Isiadat
biasanya menyampaikan usul tentang perbaikan téasili
umum seperti pavingisasi jalan kampung, perbaildokan,
perbaikan pos kampling, juga ada yang minta mesmagbong
rumput. Atas usulan masyarakat tersebut, dalanempesdn
bulan berikutnya, tim sukses datang lagi dengan lmagra
bantuan yang dibutuhkan masyarakat dan ada yandberem
bantuan uang tunai sebagai modal uang kas lembaga.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh caleg dalam
mempengaruhi masyarakat dengan modus operanditiseper
tergambar di atas menunjukkan bahwa yang beriifisiat
terjadinya praktek politik uang adalah kandidat d@m
suksesnya. Masyarakat hanya merespon apa yangildilak
caleg dan tim suksesnya. Ketika ditanyakan, apakatus
operandi praktek politik uang yang bersifat instateu pada
saat kampanye, hari tenang dan hari pencoblosaebisr
efektif mempengaruhi pilihan masyarakat ataukahaktid

jawaban masyarakat terbelah menjadi dua. Ada yang
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mengatakan efektif mempengaruhi pilihan masyaraidg
yang mengatakan tidak berpengaruh. Tapi seberapar be
mempengaruhi atau tidak mempengaruhi sangat soditku
dibuktikan secara langsung, karena informasi yadgpétkan

di lapangan berupa pengakuan-pengakuan orang pgrora
secara spontan.

Praktek politik uang yang bersifat instan terseimak
susah untuk dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan
masyarakat, lain halnya jika modus operandi poliidng
dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kampanyekdmah
dilakukan secara terus menerus dari pemilu yangdampai
pemilu berikutnya. Modus ini disebut oleh masyatalengan
istilah “ngopeni”. Biasanya yang melakukan hal &dalah
caleg incumbent (petahana). Mereka memanfaatkan
kdudukannya sebagai anggota dewan untuk menyepajass
masyarakat dan mengusulkannya kepada pemerintalk unt
menyusun program yang dibutuhkan masyarakat. Paga s
program tersebut akan dilaksanakan biasanya ddwakpi
pemerintah ada sosialisasi kepada masyarakat. Kesemini
dimanfaatkan oleh anggota dewan tersebut bahwahdjaing
membawa program ini ke masyarakat, sehingga mdstara
percaya dan yakin bahwa anggota dewan ini mampu
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rataohe
dengan membawa program riil ke masyarakat seperti

perbaikan fasilitas umum yang anggarannya bersurdaer
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APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sanga
efektif dalam menjaga dukungan konstituen. Anggieevan

ini dianggap “hebat” oleh masyarakat karena mampu
merealisasikan atau mewujudkan janji-janji kamgaya
pada pemilu yang lalu. Dengan membawa programaess i
masyarakat merasa diperhatikan oleh caleg petalfamana
sudah diperhatikan oleh petahana maka dalam peraitg
akan datang masyarakat memberikan suaranya kepdez c
petahana.

Keberpihakan masyarakat kepada caleg petahana akan
menyulitkan  caleg-caleg lain  mempegaruhi  pilihan
masyarakat. maka caleg lain tidak akan menyeramgyah
yang masyarakatnya sudah “jatuh hati” kepada qad¢mhana.
Caleg lain akan mencari wilayah lain yang masilt edau
daerah perebutan. Meskipun demikian, masih ada ¢atsg
lain yang menyerang daerah petahana dengan
menggelontorkan dana cukup banyak untuk menguliapi
rakyat, walaupun strategi yang sedemikian sudahddrs
kurang berhasil. Jadi, masyarakat yang sudah maticgap
manfaat dari caleg petahana seakan-akan harus reentioli
kepadanya dengan memberikan suaranya dalam pemilu.

Selain “ngopeni” dengan memberikan program-
program riil yang dilaksanakan selama lima tahuasyarakat
juga menghendaki seorang anggota dewan “bergaul” di

tengah-tengah masyarakat. Ketika ada warga yangilikiem
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hajat seperti “mantu”, khitanan dan hajat-hajah langgota
dewan diharapkan hadir. Demikian juga ketika adagwa
yang terkena musibah seperti meninggal dunia, @agg
dewan mau takziyah, meskipun sebentar, akan metkdapa
apresiasi dari masyarakat. Kehadiran ini dianggdgh o
masyarakat sebagai bentuk menyapa dan menghilafaylen
antara pejabat negara dengan rakyatnya. Semakipalban
menyapa dan turun ke bawah maka akan semakin dekat
harmonis hubungan keduanya. Di samping itu, makgara
juga menghendaki anggota dewan mudah ditemui dan
rumahnya terbuka untuk siapapun yang hendak
bersilaturrahim dengannya. Kedekatan secara fiaik ldati
inilah yang akan memberikan kemudahan bagi caleéhpea
untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat.
Ibaratnya, ketika musim pemilu datang itulah saatny
“memanen” hasil dari menanam selama ini.

Kondisi masyarakat yang sudah loyal kepada caleg
yang “ngopeni” dan “bergaul” akan sulit dipengaruieh
caleg yang datang belakangan. Sikap ini didasapaua
pemahaman masyarakat akan pengalaman selama inabah
caleg hanya datang jika pada saat pemilu dan betedajadi
anggota dewan lupa dengan janji-janjinya. Meskipun
demikian, bukan berarti caleg yang sudah mengailsssaiah
atau wilayah tertentu tidak mengeluarkan uang untekjaga

dukungan masyarakat. caleg tetap mengeluarkan atmng
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memberi bantuan sebagai “syarat” menjaga konstitdgm
serangan lawan. Tentunya vyang dikeluarkan untuk
kepentingan tersebut tidak sebanyak serangan dianpétitor
lain.

Meskipun demikian, di wilayah yang lain, ada
perbedaan modus perilaku masyaakat kaitannya dengaa
“ngopeni”. Ada seorang caleg petahana yang selama i
“ngopeni” daerah basisnya, dengan mengapresiasitidedn
masyarakat, seperti pengerasan jalan, pembuatakaseldan
bantuan rehabilitasi rumah ibadah. Namun, pemilangy
sudah loyal kepada caleg petahana tersebut bissbdier
pilihan kepada caleg lain disebabkan adanya senafajar.
Dengan demikian, modus tetap atau berubahnya mpiliha
masyarakat yang disebabkan adanya politik uangk tida
tunggal, atau beragam. Ada sebagian masyarakat stadah
loyal kepada caleg tertentu tidak akan dapat diptge
pilihannya dengan pendekatan politik uang. Ada jygag
apda awalnya sudah loyal kepada caleg petahana tesa
berubah karena didekati dengan pendekatan pottilg.uAda
masyarakat yang pragmatis dengan menunggu pemlukian
caleg dan akan memilihnya sebagai bentuk timbak.baba
juga yang menerima dari beberapa caleg dan mesgblka
hatinya.

Beragamnya pilihan politik masyarakat dalam

pemilihan umum menunjukkan bahwa masyarakat sudah
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cerdas dalam mensikapi politik uang. Namun demijkssap
cerdas ini tidak menghilangkan praktik politik uadtam
pemilu tahun 2014, dalam kadar tertentu justru gt
secara kualitas dan kuantitas. Hal ini dipengaroléh
ketidakpercayaan caleg, terutama caleg non petahang
lemah kapasitas dan kapabilitasnya sebagai cal@goten
legislative. Di satu sisi, caleg petahana juga $ednme untuk
membendung laju caleg baru dengan pendekatankpaditig
dan program-program aspirasi masyarakat.

Selain pemberian berupa uang tunia, sembako,
bantuan fasilitas umum dan berbagai macam bentgiaties
kemasyarakatan, ada juga modus baru politik uargnda
pemilu 2014 lalu. Modus tersebut adalah pemberiartuk
asuransi kesehatan bagi warga negara. Seorang daleg
partai tertentu (kebetulan satu partai dengan \Wlik
Semarang) meminta kepada aparat kelurahan untukiateen
masyarakat yang mau menerima kartu asuransi kesehat
Bagi warga yang mau diberikan kartu asuransi keasha
hanya mengganti dengan foto copi KTP. Fotocopi KiiRah
yang diserahkan oleh aparat kelurahan tersebutdkefien
sukses caleg. Pada saat pencoblosan, aparat teyaaguakan
mengecek jumlah KTP yang diserahkan dengan jumiahas
yang diperoleh caleg yang bersangkutan. Menurujadaeran
aparat kelurahan tersebut jumlah suara yang digderchleg

hampir sama dengan jumlah kartu asuransi yang ittéorag
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kepada warga. Hal ini menunjukkan bahwa modus ikolit
uang dengan membagikan kartu asuransi sangat fefekti
mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilu. Salah
seorang penerima kartu asuransi kesehatan tersebut
menjelaskan alasan mengapa mau menerima kartunasura
dan memilih caleg yang membagikan kartu asuransi, d
menjelaskan bahwa dia dan keluarganya sangat mahkaurt
biaya untuk memeriksakan kesehatan keluarganyaenidar
lebutuhan itulah dia rela memberikan suaranya dgamilu
untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan keluarga.
Meskipun pada akhirnya dia kecewa bahwa kartu asura
yang diberikan ternyata tidak dapat diklaimkan geraana
janji caleg dan tim suksesnya ketika kampanye.

Ada juga modus baru politik uang yang kreatif, yait
pemilin diberikan buku tabungan (yang telah diisp.R
100.000,-). Tim sukses seorang caleg mendekati a3t
dengan iming-iming memberikan tabungan jika mau
memberikan suaranya kepada caleg tertentu. Mastarak
dimintai fotocopi KTP sebagai bukti masyarakat mau
menerima tabungan. Tim sukses yang mengumpulkaam dat
fotocopi KTP pada saat pemilihan dan perhitungamies
melakukan pengamatan dan pemantauan mengnai hasil
peroleh calegnya. Jika suara yang didapatkan t¢aleks jauh
dari jumlah koleksi KTP maka masyarakat yang telah

mengumpulkan KTP. Setelah penghitungan suara di TPS
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berakhir, akan diberikan buku tabungan sesuai adengma
yang bersangkutan (sesuai KTP). Modus politik uamg
ternyata sangat efektif, dengan kenyataan bahwkalusuara
caleg mendekati jumlah KTP yang telah dikumpulkan.
Beragam modus politik uang dengan menggunakan ntelpo
selular berkamera pun dilakukan. Seorang pemilitgyeada
saat melakukan pencoblosan di bilik suara tidak atdaan
tidak boleh membawa telepon selular yang berkamera.
Pemilih memotret hasil pencoblosannya dan hasilinia
tersebut selanjutnya dikirimkan kepada tim suksésu a
ditunjukkan kepada tim sukses dan setelah divesfiloleh

tim sukses menentukan validitas foto tersebut, ldemi
mendapatkan uang sebagai bayaran telah memilihg cale
tertentu. Dengan modus seperti ini hampir bisa stikan
bahwa politik uang sangat efektif mempengaruhihpiii

masyarakat dalam pemilu.

B. Penyebab Politik Uang
Dari penelusuran di lapangan, penyebab atau alasan
terjadinya politik uang dalam pemilihan umum yang
disampaikan oleh masyarakat, baik melalui forum FGD
maupun wawancara dengan para nhara sumber dapat
digambarkan sebagai berikut :
Menurut informasi masyarakat, inisiatif politik wgan

berasal calon legislative dan tim suksesnya. Cplighana
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maupun pemain baru berambisi untuk menduduki jabata
sebagai anggota legislatif. Untuk mencapai amigisebut,
caleg akan berusaha sekuat tenaga dengan menggunaka
berbagai strategi dan taktik politik, salah satumgngan
menghalalkan politik uang. Bagi seseorang yang ngma
sudah terdaftar sebagai calon legislative, meskibanya
sebagai “caleg penggembira” seperti caleg perempaag
terdaftar untuk memenuhi kuota 30 % keterwakilan
perempuan juga perlu mengeluarkaolical costatau biaya
politik untuk mensosialisasikan dirinya kepada naaskat.
Apalagi bagi caleg yang menargetkan diri terpiiémtu biaya
politiknya lebih besar.

Dalam pandangan masyarakat, caleg berkeinginan
terpilih untuk mendapatkan jabatan dan fasilitags at
jabatannya, serta menambah pundi-pundi ekonomatdab
legislative secara social juga mampu menaikkanjateyang
bersangkutan di mata masyarakat. Status sosial o&ngg
legislative masih dipandang terhormat di tengalgaén
ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aagdan
lembaga perwakilan. Bahkan, dalam kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan pun kehadiran anggota legislativaluse
ditempatkan dalam posisi terhormat. Hal-hal inilgaing
menyebabkan seorang caleg berambisi untuk merag ku

Disamping hal tersebut, keinginan caleg untuk

meraih kursi sejalan dengan program kerja partitilpgang
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mengusung caleg untuk memenangi pemilu. Semakiyalian
kursi yang didapatkan partai politik dalam pemilkam
semakin meningkatkarbargaining position partai politik
dalam konstelasi politik, baik nasional maupun loBahkan
untuk tingkat nasional ada ketentugactoral thresholdiang
mengharuskan partai politik mendapatkan suara 3seéara
nasional, agar partai politik mampu mendudukan lwaki
wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRRI). Tarigés
dari electoral thresholdnilah yang menjadikan partai politik
mengarahkan agar semua calegnya bekerja keras untuk
mendulang suara sebanyak-banyaknya. Selain kemamang
bagi partai politik, upaya ini juga berdampak sadangsung
kepada caleg, yaitu mendapatkan kursi di lembagalif.
Selain ambisi caleg dan program partai politik éntu
memenangkan pemilu, politik uang juga disebabkaamyal
pengaruh dari tim sukses. Tim sukses yang dibentek
caleg maupun partai politik ini juga mempunyai &rgntuk
memenangkan “jagonya”. Dengan memenangkan calegnya,
tim sukses juga mendapatkan keuntungan, baik padt s
kampanye pemilu maupun setelah calegnyamenjadiotangg
legislative. Maka, bagi tim sukses selain mensWses
jagonya juga mensukseskan dirinya sendiri. Atasardas
pertimbangan tersebut, tim sukses biasa lebih dgiemas”
dan “agresif’ dari pada calegnya untuk mempengaruhi

pemilih. Biasanya tim sukses diangkat dari tokatu atktivis
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setempat, sehingga memiliki kedekatan dengan malstar
pemilih. Kepercayaan masyarakat kepada moralitas da
kredibilas tim sukses juga mempunyai pengaruh tegha
keberhasilan tim sukses mempengaruhi masyarakatiagip
kalau tim sukses bisa memberikan nilai lebih seépert
memberikan sembako, uang atau mewujudkan program
aspirasi masyarakat. Disamping hal itu, tim sukakan
mendapatkan apresiasi masyarakat apabila mampu
menghadirkan caleg untuk berdialog secara langdengan
masyarakat. Dalam pertemuan terbatas tersebut,anadsy
bisa mendengarkan secara langsung visi, misi dagrgm
yang sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyafalat
sebagian masyarakat yang tidak kenal dan tidak npaha
dengan caleg tetapi karena memiliki kedekatan deniga
sukses akan dengan sukarela memilih caleg yang
bersangkutan.

Keterkaitan antara partai politik ingin memenangkan
pemilu, caleg yang berambisi mendapatkan kursi dan
semangat tim sukses untuk menawarkan jagonya kepada
masyarakat, dipandang oleh sebagian masyarakagaeba
penyebab terjadinya politik uang. Meskipun demikian
masyarakat berpandangan bahwa hal tersebut biahadtip
sebagai bagian dari strategi memenangkan pertarunga
Strategi mendulang suara pemilih biasanya dipetaiemjadi

tiga, yaitu daerah basis, daerah perebutan daratdasanti.
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Terhadap ketiga pemetaan tersebut, strategi unéuduiang
suara juga berbeda-beda. Untuk daerah basis, yang
diidentifikasi sebagian besar pemilih sudah loyabdda
partai politik atau caleg tertentu, maka strategimdalah
melakukan penjagaan terhadap basis tersebut. Safah
bentuk penjagaan daerah basis adalah dengan méwanjud
aspirasi pemilih melalui program-program nyata yang
dirasakan langsung oleh pemilih. Sedangkan daerah
perebutan, seorang caleg melakukan beragam prodeam
kegiatan yang dapat mendekatkan caleg dengan rakayar
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepadg. cale
Biasanya kegiatan yag bersifat karikatif sepertigodatan
masal, menggelar bazar dan pasar murah, turnaewtival,
serta kegiatan-kegiatan yang menghibur rakyat @maypan

hari besar keagamaan dan nasional. Adapaun daetah a
yang merupakan daerah lawan biasanya didekati deshgma
pendekatan yang ekstrim, yaitu para pemilih didgrantuk
menjadi golput, karena akan mengurangi suara campet
atau dengan menggelontorkan dana yang besar untuk
merusak loyalitas pemilih agar berpindah kepadeegcal
tertentu. Strategi yang digunakan untuk menjagaisbas
merebut massa dan menghancurkan konsentrasi pemilih
hanya dapat dijalankan jika caleg memiliki sumbgadgang

memadai, khususnya logistik. Ini menggambarkan kbahw
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strategi untuk memenangi pertarungan politik idedgéngan
ongkos politik yang sangat mahal.

Salah satu alasan mengapa politik uang marak terjad
pada saat pemilu adalah ketidakpercayaan masydeaatia
para pemimpin. Menurut sebagian masyarakat, pemimpi
yang sekarang mengelola pemerintahan, khususnyg yan
memegang jabatan publik yang proses mendudukigabga
melalui pemilu tidak dipercaya oleh rakyat. Ketigakcayaan
ini disebabkan dalam proses menuju jabatn tersqiarg
tokoh yang menjadi pemimpin tersebut tidak melalui
prosedur yang benar, salah satunya adalah poldikg.u
Selain itu, pemimpin politik yang ketika menjalankeoda
kepemimpinan public sering ditengarai oleh masyarak
perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan keadaan
masyarakat. Banyak dari pemimpin politik yang tigaéka
akan keprihatinan hidup yang melanda masyarakat.
Jangankan peduli dan memperhatikan kebutuhan dan
kehendak masyarakat, para pemimpin politik malah
cenderung memperkaya diri sendiri, kerabat dangecaang
dekatnya saja. Ketika mereka belum menduduki jabata
publik, mempunyai waktu yang banyak dan mudah untuk
bertemu dengan masyarakat, tetapi ketika sudah udeRd
jabatan jangan menemui konstituen, ditemui sajalsus/a
bukan main. Sikap-sikap seperti inilah selanjutnya

terakumulasi yang menyebabkan masyarakat anti gsati
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tidak percaya dengan pemimpinnya. Ketika datingimu
pemilu, para tokoh ini menemui lagi masyarakat loahagak
seperti Sinterclau$ yang menebar kenikmatan hidup dan
berbagai hadiah untuk masyarakat, sebagaimanalséhte
pepatah panas setahun dibayar hujan sehari. Selempat
tahun kepemimpinan seakan melupakan masyarakahuset
terakhir menjelang pemilu menebar pesona dengan
memberikan dan mewujudkan kebutuhan dan kehendak
masyarakat. Praktek seperti ini, menurut masyaraaalu
terjadi dan selalu berulang.

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa
politik uang bermula dari para tokoh dan partaiitjol
Maraknya politik uang, penyebabkanya tidak hanyeadse
dari para caleg dan tim suksesnya, di tingkat nraggh pun
juga menjadi penyebab terjadinya politik uang. Mehu
sebagian masyarakat, kemiskinan dianggap alasangpal
umum terjadinya politik uang. Bagi kalangan yang
kekurangan dari aspek ekonomi, pemilu adalah kelberk
tersendiri. Hanya dengan datang ke TPS dan meuwgaligg
tertentu sudah cukup bagi si miskin untuk mendagratiang.
Uang cash inilah yang paling diminati masyarakalama
menentukan caleg tertentu, karena uang tersebu bis
langsung digunakan. Bahkan bisa jadi, anggota kgdugang
lain pun bisa disatupaketkan dalam memilih calatertdu

dengan imbalan uang yang lebih banyak lagi. Kors#gierti
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ini sudah dianggap wajar, bahkan dalam kadar tertsuidah
menjadi tradisi. Saat ada pemilu saat itulah madgdr
miskin menuai keberkahan. Boleh jadi mereka usplda
pemerintah agar dilakukan pemilu setiap tahun gekal
kampanye dilakukan setiap bulan, setiap minggur Agaga
miskin selalu mendapatkan uang secara mudah. Kedutu
sehari-hari bisa dipenuhi meskipun datangnya judakt
mesti. Inilah yang dipandang oleh masyarakat antatag
dengan masyarakat sama-sama membutuhkan, ato bahasa
jawanya podo butuh& Caleg membutuhkan suara untuk
memenangkan pertarungan, sedangkan masyarakat butuh
uang, sembako dan lain sebagainya untuk memenuhi
kebutuhan harian.

Hari pencoblosan merupakan hari libur nasional.
Namun, tidak semua perusahaan swasta memberikan lib
sepenuh hari pada saat pencoblosan. Sebagiangekasjh
diminta untuk masuk kerja meskipun setengah haaigi B
mereka yang libur sehari penuh berarti pada hartidak
mendapatkan upah. Termasuk mereka yang pekerjaiaseca
mandiri menjadi buruh serabutan akan kehilanganh upa
hariannya. Salah satu alasan, mereka mau menenoiiti p
uang adalah untuk mengganti upah yang tidak diterja
ketika hari pencoblosan. Kebutuhan itu juga lah gyan
dimanfaatkan oleh caleg maupun tim sukses untukbagm

suara para pekerja. Bisa jadi uang atau penggpali harian
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itu jumlahnya lebih besar dari pada upah hariangyan
didapatkan ketika bekerja. Hal ini juga menjadi ivadi para
pekerja serabutan untuk menawarkan dirinya menerima
politik uang. Masih dalam kerangka “podo butuhd”yiang
menjadi alasan bagi terjadinya politik uang.

Dari sekian alasan terjadinya politik uang di tiagk
masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran maayarak
akan arti pentingnya pemilu dan demokrasi. Pemilu
merupakan sarana bagi rakyat untuk memperbaikir&iont
sosialnya dengan para wakil rakyat dan para pemimpi
pemerintahan. Pemilu juga merupakan pengejawantahan
kedaulatan di tangan rakyat yang berguna bagi aiden
dasar-dasar haluan Negara untuk mencapai tujuamraleg
Pemilu juga merupakan wahana bagi terjadinya sistul
kepemimpinan nasional sesuai dengan kehendak gaass
rakyat. Arti pentingnya pemilu tersebut tidak akdapat
dicapai jika pemilu dilandasi dengan praktek trassmal
berupa politik uang. Kedaulatan rakyat seakan sutiladli
putus oleh partai politik dan para calegnya, ketikesyarakat
menerima politik uang. Bagi anggota legislative dan
pemegang kekuasaan jabtan public tidak lagi berjileava
untuk mewujudkan amanat rakyat karena kedaulatatahgia
dibeli. Jika para pemegang kekuasaan memikirkaimyair
sendiri, kerakabat dan para koleganya, maka tidkk lagi

peluang bagi masyarakat untuk menuntutnya. Hal#ikh
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yang menurut sebagian masyarakat dituding sebagai
penyebab terjadinya politik uang. Kesadaran akainpmya
pemilu dan demokrasi sebagaimana diatas masih kalah
dengan pragmatisme masyarakat akan kebutuhan -belnari
yang lebih mendesak. Ada ungkapan klise mengatahamt
akan memiliki kesadaran pemilu dan demokrasi jika
kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan pajadn t
terpenuhi. Janganlah bicara demokrasi ketika peakyat
masih lapar. Ini memang sebuah ironi dan dilemmita K
tidak perlu mempertentangkan antara demokrasi denga
kebutuhan dasar rakyat. Tetapi kewajiban untuk meime
kebutuhan dasar berjalan secara simultan dengatdgem
politik rakyat tentang pemilu dan demokrasi, karesama-
sama merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sementara yang mempunyai
kompetensi untuk memberikan pendidikan politik ldpa
rakyat adalah partai politik (sebagaimana fungsitgpa
politik). Di satu sisi ketika pemilu berlangsungtaa politik
berambisi untuk memenangi pemilu. Jadi yang lebih
diutamakan adalaj kepentingan partai politik, yaitenang
pemilu. Sedangkan di sisi lain, masyarakat memiiatoh
bantuan yang bisa langsung digunakan untuk memenuhi
kebutuhan, yang itu juga berasal dari partai politiaitu
politik uang. Inilah puncak dari gunung es alasanatlinya

politik uang dalam setiap pemilu di Indonesia.

109



Hubungan simbiosis mutualisme antara sikap rakyat
yang prgamatis dengan strategi memenangkan perghu o
partai politik tentang praktek politik uang dalanenmlu,
disuburkan dengan peraturan perundang-undangan yang
longgar dalam mengatur politik uang. Seperti kebaai
melaporkan dana kampanye hanya diterapkan kepathi pa
politik, bukan kepada masing-masing caleg, paddaim
kenyataan banyak sumbangan yang tidak dilaporkaryaiag
lebih banyak mengeluarkan dana untuk kepentingan
pemenangan adalah dari caleg. Disinyalir, dari dgarag
digunakan oleh para caleg inilah sumber pendanaumk u
politik uang dikeluarkan. Disamping itu, jerat hakuyang
bisa dipidana, adalah pemberi, sedangkan peneilidak t
dapat dijerat dengan hokum. Inilah beberapa pematyang
dianggap longgar dalam menangani persoalan palgikg

dalam pemilihan umum.

C. Akibat Palitik Uang
Politik uang yang modus operandi dan penyebabnya
dijelaskan diatas kurang lengkap apabila tidak nflikkan
dengan penjelasan mengenai akibat yang ditimbuji@nn
yaitu sebagai berikut :
Akibat langsung yang ditimbulkan oleh politik uang
adalah merusak mental masyarakat. Masyarakat yadg p

awalnya adalah warga negara yang taat terhadaprhdiam
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peraturan perundang-undangan terseret menjadi mayarsg
melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukunraega
Sikap permissive masyarakat terhadap politik uang
menyuburkan sikap menganggap wajar politik uantgpkaa
dalam kadar tertentu, dalam setiap perhelatan b#gatan
yang bernama pemilihan umum, politik uang sudah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Moralitas
masyarakat menganggap aneh jika ada orang yang
mengatakan bahwa politik uang dalam setiap pendklaa
melanggar hukum dan sesuatu yang diharamkan. Nawali
masyarakat yang sudah rusak tersebut tidak mamgu la
melihat mana yang benar dan mana yang salah berkena
dengan politik uang dalam pemilihan umum.

Sehingga, etika publik tidak lagi menjadi dasar dan
landasan berperilaku masyarakat dalam menentuldrarpi
dalam pemilu. Pelanggaran terhadap etika publik sushah
tidak imperative lagi di masyarakat. sudah ada gs&an
nilai-nilai etika public dalam konteks kewajaranifilo uang.
Etika public tidak lagi menjadi ikatan moral masjat,
karena berpolitik dipahami untuk mendapatkan kekaas
dengan menghalalkan semua cara. Praktek politilg yang
sudah mentradisi tersebut tidak memberikan penalidik
politik yang baik kepada masyarakat. Masyarakat apad
hakikatnya dibodohi oleh para elite politiknya sen&eakan-

akan para elite itu memberikan kenikmatan dan maeahien
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kebutuhan masyarakat, padahal yang terjadi adalah
membodohi dan menyesatkan masyarakat. Akibat lebjt
adanya politik uang adalah sikap apatis masyatakadap
pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Ketidakpercayaan masyarakat terhadaplupem
sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan elzaikan
bersama akan hilang. Pemilu hanya dipandang sepeaggs
transaksional seseorang yang ingin mendapatkantajaba
public. Sikap apatis masyarakat ini juga dimanfaatioleh
para elit untuk menyediakan uang atau bantuan &etik
menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatamgabe
uang dan bantuan seakan-akan persoalan selesg.sudah
menjadi instrument satu-satunya untuk memobilisasi
masyarakat dalam perhelatan seperti pemilu. Rasaligasi
social dan moral sudah tidak lagi menjadi magnetukun
melakukan kegiatan politik. Semua kembali kepadagudan
sikap apatisme masyarakat.

Kondisi tersebut mempengaruhi pada pilihan politik
masyarakat yang menghasilkan para anggota dewag yan
tidak sesuai dengan kehendak masyarakat luas. Blewakg
terpilih adalah yang membeli suara masyarakat untuk
menduduki jabatan public. Mereka yang terpilih kida
mencerminkan keterwakilan masyarakat karena tidd& a
obyektifitas dalam keterpilihannya. Hati nurani adtidak

menjadi dasar dalam memilih seorang kandidat. Hhl i
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menjadi sesuatu yang menjalar di kalangan masyakakana
pengalaman masa lalu yang menggambarkan bahwa para
kandidat yang pada saat mencalonkan diri mendekati
masyarakat dan setelah menduduki jabatan lupa dgagp-
janji politiknya. Masyarakat sudah “jengah” melitgrilaku
para politisi yang dianggapnya mencari keuntungamdisi.
Padahal disadari bahwa para nggora dewan itu ace#th
rakyat yang akan memperjuangkan aspirasi dan agjrega
masyarakat untuk diproses menjadi keputusan pojisikg
sesuai dengan kepentingan umum. Tapi kenyataamaya,
politisi tidak menghasilkan keputusan yang mencekam
kehendak mayoritas rakyat. Maka, pada saat temnsasa
pemilu masyarakat mencari keuntungannya sendiritu ya
menjual suaranya dengan uang atau sembako atasa@pa
yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga terbsyduk
pola pikir masyarakat, “tidak ada uang tidak nyshid?ola
pikir ini tidak terbentuk dalam waktu singkat tetajukup
panjang dalam masa reformasi. Uangkapan “wani @ualah
menjadi pertanyaan yang sanagt umum ketika sesgoran
sedang memperkenalkan diri untuk menjadi kandidiait.
menunjukkan betapa perhelatan seperti pemilu sdiaingi
dengan perilaku menerima politik uang.

Akibatnya ketidak percayaan terhadap pemilu
mendorong masyarakat yang terdidik cenderung tidak

menggunakan hak pilihnya, atau golongan putih (gdlp
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Akar permasalahan dari tingginya gejala Golput bpkaa
kesadaran politik masyarakat, melainkan kepadaskeiglon
pemimpin dan bobroknya integritas etika dan moeahipnpin
sekarang. Apatisme masyarakat sesungguhnya tidpkt da
disalahkan. Minimnya rasa percaya karena sudah akany
sekali fenomena yang membuat masyarakat semakitis apa
dengan politik di negara kita, berita yang selalunoul
beberapa tahun ini adalah berita-berita mengenikps dan
pejabat yang tersandung kasus korupsi, sehingdaayuput

di khawatirkan akan semakin tinggi. Golput memang
merupakan hak bagi sesorang, tetapi golput bukéhapi
yang terbaik, banyak kerugian apabila angka pp#assi
pemilih di pemilu nantinya akan rendah.

Hasil pemilihan umum (Pemilu) selama ini dinilai
tidak berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hal itu menjadi salah satu indikator semakin
bertambahnya masyarakat yang tidak menggunakan hak
pilihnya atau golongan putih (golput) pada Pemilu.
Sebagian masyarakat dengan sadar tidak mengguteian
pilihnya, karena menilai pemilu tidak ada gunanya.

Masyarakat menganggap pemilu tidak sejalan dengan
peningkatan kesejahteraan seperti yang diharaptahlain
yang menyebabkan angka golput meningkat, lantariadkp
yang ditunjukkan elite politik. Apalagi, saat ini, tak sedikit
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anggota DPR bahkan menteri yang terjerat kasugpkbdan
permasalahan hukum lainnya. Tingginya golput juga
disebabkan adanya anggapan pemerintah telah gatmahd
bidang ekonomi dan penegakan hukum. Ini membuat
masyarakat apatis terhadap politik dan mempengaruhi
meningkatnya angka golput. Memilih untuk tidak
menggunakan hak pilih atau golput merupakan halapset
warga. Tapi tetap saja kalau seseorang mengajak atau
mempengaruhi orang lain agar golput tergolong prjaran,
meskipun tidak memilih itu juga hak.

Menurut sebagian besar masyarakat, politik uang aka
menyuburkan praktek korupsi. Kandidat yang telah
menggelontorkan dana ratusan juta bahkan milyasdand
pemilu, ketika terpilih, akan berfikir untuk mengeatikan
modal. Mengembalikan modal besar dalam jabatanikpubl
tidak lain kecuali dengan korupsi, karena kalau yhan
mengandalkan gaji pasti tidak mungkin menutupi diay
politik. Upaya untuk mengembalikan modal dan mencar
keuntungan ekonomi serta mempersiapkan dana unéjit m
dalam pemilu berikutnya dilakukan dengan cara-carag
melanggar hokum. Banyak modus operandiyang dilakuka
para pejabat public untuk mendapatkan dana, demgditai

bocornya dana public bisa mencapai lebih dari 3086.
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menunjukkan korupsi marak terjadi di pemerintahbaik
pusat maupun daerah.

Para pejabat yang merusaha untuk mengembalikan
modal kampanyenya tersebut, secara otomatis tikiak bisa
bekerja dengan baik untuk membela kepentingan takya
Mereka tidak akan bisa bekerja professional, dintagas dan
peran anggota dewan adalah legislasi, budgeting dan
pengawasan. Kalau toh menjalankan peran dan fuagsin
tersebut, tujuannya bukan untuk membela kepentingan
masyarakat tetapi menambah pundi-pundi ekonomi.ekéer
lebih banyak mengejar kegiatan-kegiatan dan program
program yang menambah penghasilan sebagai pejabldt.p
Ironi memang, di saat rakyat sedang menjerit meahmha
beratnya hidup, para anggota dewan meminta gajfatdlitas
dinaikkan. Hal-hal inilah yang dipandang sebagiasyarakat
sebagai fenomena yang menggejala pasca pemiliharmum
yang membawa dampak pada ketidakpercayaan masyaraka
terhadap para pemimpin.

Ketidakpercayaan ini semakin parah ketika
menyaksikan bahwa akibat politik uang para pemintigiak
lagi mengindahkan sikap jujur. Pada saat para categ
kandidat mempengaruhi pilihan masyarakat dengaitikpol
uang sudah menunjukkan ketidakjujuran. Kalau paraliiat
adalah calon yang mempunyai kapasitas, kapabilizs

akseptabilitas maka tidak perlu menggelontorkarguamtuk

116



memenangi pemilihan. Memang modal social saja tiedp
bagi kandidat untuk meraih kursi, masih diperlukaiaya
politik. Tetapi biaya politik untuk kepentingans&isasi dan
mobilisasi pemilih, bukan untuk membeli suara rakgtan
menyuap rakyat dengan imbalan memilih kandidatirgela,
perlu dibedakan antara biaya politigo(itical cos) dengan
politik uang Money politick Pembedaan tersebut memberi
manfaat penilaian pada kejujuran seorang kanditatididat
dengan biaya politik dan tidak melakukan politiknga
mempunyai kecenderungan lebih jujur disbanding deng
mereka yang hanya melakukan pnedekatan politik uaigk
mendapatkan kemenangan. Ketidakjujuran para pejabat
Negara akan membawa dampak yang tidak baik pula pad
penyelenggaraan ketatanegaraan. Mesti banyak peaggan
yang akan terjadi, baik pada aspek playanan puiniazjpun
pelaksanaan program dan kegiatan untuk masyargéag
ujung dari itu semua adalah korupsi. Dengan demikia
jelaslah bahwa politik uang telah membuktikan segra
kandidat tidak jujur dan jika kelak memegang jabgtablic
pun akan tidak jujur. Padahal sikap jujur menijaithiryang
sangat penting bagi seorang pejabat public. Jijebatpublic
sudah tidak jujur maka tunggulah saat kehancurdmuase
pemerintahan.

Selain tidak jujur, pejabat yang mendapatkan

jabatannya karena politik uang hanya menghasilkara p
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pejabat yang tidak professional, atau tidak memaiuny
kemampuan untuk membuat keputusan politik dan tidak
mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kemastamaka
Bagi calon anggota dewan, karena adanya politilg yeamg
terpilih adalah mereka yang mempunyai uang atawesaks
kepada sumber dana. Sementara kemampuannya tigak la
menjadi pertimbangan utama. Sehingga, banyak nestar
yang kecewa dengan keberadaan pejabat public, &aren
pemimpin yang diharapkan mampu membawa amanattrakya
dan berbuat adil tidak dapat diwujudkan dalam keéch
sehari-hari.

Pemilu yang sarat dengan politik uang, selain akan
menghasilkan pemimpin atau pejabat negara yang figiar,
tidak professional dan cenderung melakukan korujpsja
menjadikan pemilihan umum tidak dipercaya sebagers
untuk menghasilkan pemimpin yang sesuai denganpaara
masyarakat. para penyelenggara pemilu setiap tasklaiu
berusaha untuk memperbaiki system dan praktik pemil
Termasuk kredibilitas penyelengaraa pemilu (KPU/kKdm
Pemilihan Umum) diseleksi sehingga menghasilkan
penyelenggara yang kredibel. Namun, dengan maraknya
praktek politik uang menjadikan pemilu tidak kreslibagi
menjadi sumber rekrutmen pemimpin yang kredibel.

Dampak paling besar politik uang adalah memudarnya

demokrasi.Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan
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(freedom) persamaan derajaquality) dan kedaulatan rakyat
(people’s sovereghtypi lihat dari sudut ini, demokrasi pada
dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkaryaadan
kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesumjane
norma hukum yang ad@engan demikian, adanya praktik
politik uang berarti berdampak terhadap bangunhnsksnya

di Indonesia berarti prinsi-prinsip demokrasi tetehcemari
dalam praktek politik uang. Suara hari nurani sesgpdalam
bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepgan.
Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yangata
dikatakan kejahatanSisi etika politik yang lainnya adalah
pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar
terpilihnya partai politik tertentu berimbas padengidikan
politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menybat
partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperii tetap
menjadi objek eksploitasi politik pihak yang me#iili
kekuasaanPolitik uang bukan secara moral saja yang salah
dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebahilikie
dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingarsdamig
Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka

sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyaeitdiri.

D. Susahnya membuktikan politik uang
Politik uang yang massif terjadi pada saat pemiliha

umum, di mana modus operandi, penyebab dan aki#batny
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telah disampaikan masyarakat sebagaimana dijelatlatas,
ternyata secara hokum sulit dibuktikan. Hal inikdiaoleh
Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kota Semarasugpum
Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) maupun PPL
(Petugas Pengawas Lapangan) yang bertugas di twilaya
desal/kelurahan. Berikut dijelaskan mengapa poliikng
susah dibuktikan secara hokum.

Menurut Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 8 tahun
2012) untuk membuktikan seseorang melakukan paliikg
harus memenuhi 3 (tiga) alat bukti, yaitu ada saksi
uang/barang bukti, dan pemberi. Menurut sebagiaarbePL
untuk memenuhi 3 (tiga) alat bukti tersebut sangalit.
Kesulitan itu berkenaan dengan saksi. Saksi adatang
mengetahui dan mengalami terjadinya politik uang.
Masyarakat ada rasa enggan menjadi saksi terjagiolik
uang, karena ada rasa takut berhadapan dengan hokum
Ketidaktahuan dan ketidaksadaran masyarakat ak&onmho
dan pentingnya sebuah kesaksian dalam politik uang
menyebabkan masyarakat menghindar menjadi sakkimBe
repot soal bagaimana menjawab pertanyaan pengawas
lapangan, dan waktu yang dimiliki oleh orang yangnjadi
saksi. Termasuk dampak negative yang akan mengenai
seseorang yang mau menjadi saksi.hal-hal terseboy y
menjadi alasan masyarakat tidak bersedia menjakii.sa

Kalau toh ada seseorang yang mau menjadi saksia iadd&
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upaya terror yang disampaikan oleh orang yangtidak
bertanggung jawab terhadap calon saksi. Merekacaian
akan dibunuh atau akan sengsara hidupnya jika diarse
menjadi saksi. Bahka ada juga yang “diculik” dengama
diungsikan atau diajak pergi ke luar kota ketikaeseang
yang telah bersedia menjadi saksi akan memberikan
kesaksian. Ada pula seorang yang telah siap mekalperi
kesaksian di depan Panwaslu Kota Semarang kettkaydi
apakah anda mengetahui dan menyaksikan bahwa si A
memberikan uang kepada si B dengan ajakan untukilinem
salah satu caleg, si saksi menjawab “saya tidakgetahui”
sudah gugur kesaksiannya. Ada juga yang ketangiagan,
ketika dimintai keterangan menjawab “bahwa uangrikian
merupakan pembayaran hutang” juga gugur kesaksaanny
Jadi, utnuk menjadi saksi politik uang dan “peragat
menyaksikan” adalah sesuatu yang sangat sulit untuk
dipenuhi. Padahal posisi saksi menjadi sangat qpntalam
pembuktian terjadinya politik uang.

Alat bukti yang kedua adalah uang atau barang bukti
Sebagaimana sulitnya menghadirkan saksi, membuktika
bahwa uang atau segepok uang adalah alat buktikpading
juga susah. Dua orang atau lebih yang sedang laekgan
transaksi politik uang dengan menggunakan uang/tasa,
atau uangnya dimasukkan dalam amplop sangat satlitku

membuktikan bahwa uang tersebut untuk politik ugigang
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bisa beralibi uang tersebut adalah shodaqoh afall &tau
pemberian cuma-cuma yang tidak ada kaitannya dengan
pemilu. Bisa juga uang tersebut adalah pembayaeary wari
pihak pemberi. Jadi susah juga mengumpulkan babatig
berupa uang atau sembako atau barang lain sebdagaikti
politik uang. Kecuali, jika tertangkap tangan. Iakan
memudahkan menyita barang bukti.

Alat bukti yang ketiga adalah si pemberi. Pembwri i
harus memenuhi kriteria sebagai calon atau tim
suksesnyayang terdaftar di KPU. Biasanya sangangar
seorang caleg membagikan sendiri uang atau senkeglaala
konstituen. Biasanya yang memberikan akan anggata t
sukses. Tapi karena caleg sudah mengetahui baimvsukises
merupakan bagian yang diatur sebagai pemberi dptditik
uang, maka yang biasa bertugas menyebarkan atau
mendistribusikan uang atau sembako adalah paravaela
yang tidak pernh tercatat sebagai tim sukses. Halntuk
menghindari tertangkapnya seseorang sebagai pepudéik
uang. Jika relawan tersebut tertangkap tanganRiRth maka
dengan mudahnya dia mengelak sebagaitim sukseg cale
tertentu, dan melakukan transaksi dengan peneritadala
perseoalan atau urusan pribadi yang tidak ada rkaita
dengan pemilu, demikian juga yang diberi juga aBaralibi
yang sama. Bagi PPL juga harus mampu membuktikawda

pemberi adalah tim sukses caleg tertentu. KalawP®lh bisa
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membuktikan bahwa pemberi adalah tim sukses, niasils
diikuti dengan “ajakan untuk memilih caleg terténtdika
tidak diketahui ajakan memilih caleg tertentu maksemberi
tidak bisa dijerat hokum sebagai pemberi politikhgiaDari
penjelasan tersebut sangat Nampak bahwa untuk noginen
ketuga alat bukti politik uang adalah sangat susah.

Disamping hal tersebut di atas, pemberian sanksi
politik uang hanya kepada pemberi, sedangkan peaeatau
masyarakat tidak dikenai sanksi. Hal ini berimbasdgp
keengganan masyarakat untuk melaporkan adanyaikpolit
uang. Bahkan dengan menerima uang atau semabko
masyarakat merasa diuntungkan dan diperhatikan caégy.
Jangan kan melaporkan, bisa jadi masyarakat meimuituypi
dan membela caleg atau tim suksesnya. Kesadarajarakat
untuk melaporkan dan ikut membantu tugas PPL difgpn
memberikan suasana yang semakin mempersulit merkéukt
praktek politik uang. Sikap permisif, membiarkannda
cenderung diam yang ditunjukkan masyarakat semakin
mempersulit kerja-kerja pengawas lapangan. Bah&hagian
masyarakat dihinggapi rasa takut untuk melapor&gadinya
politik uang. Selain tidak mendapatkan keuntungpa-apa
dengan melaporkan terjadinya politik uang, malalsa bi
mendapat ancaman atau serangan balik dari tim suldeg
yang dilaporkan. Kecuali terhadap lawan politika agbagian

masyarakat pendukung caleg tertentu yang mau nrikapo
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itu pun dilakukan dengan cara menyembunyikan itemnti
pelapor, tidak berani secara terbuka. Hal ini mdrarkan
betapa politik uang susah dibuktikan. Padahal inési dari
masyarakat akan sangat membantu pengawas lapangan
mendapatkan informasi dan menindaklanjuti laporalaht
terjadi politik uang.

Kesulitan lain yang menghadang tugas pengawas
lapangan adalah strategi dan taktik tim sukses ragikén
politik uang lebih canggih dibandingkan dengantsgiadan
taktik pengawasan. Jumlah PPL vyang terbatas juga
menyebabkan tidak efektif dan efisiennya pengawaddadus
operandi politik uang banyak yang dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, istilah jawanyandiimpe PPL Para
pembagi akan memantau gerak langkah PPL sehingga
keberadaan PPL diketahui. Disaat PPL lengah ataahsu
berlalu, maka tugas penyebaran politik uang dilakulBelum
lagi kalau PPL tidak berlaku adil atau tebang piéhhadap
caleg tertentu. Ini akan semakin menambah susahnya
melaporkan dan memproses terjadinya politik uangsKkipun
PPL yang tebang pilih jumlahnya sedikit.

Kepiawaian PPL hanya bisa melakukan pencegahan
terjadinya politik uang. Ada salah seorang PPL ragatkan
terjadinya politik uang ketika ada informasi bahdalam
pertemuan warga di RT tertentu ada seorang cakegglaan

memberikan uang kas kepada pengurus RT. PPL térsebu
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kemudian mendatangi ketua RT dan menjeaskan bahng u
pemberian caleg tersebut bisa dikategorikan sebaajitik
uang yang ada sanksinya. Karena takut dengan ancama
sanksi tersebut, maka ketua RT tersebut mengerabaliang
sumbangan kepada caleg. Pencegahan seperti kaselute
yang bisa dilakukan oleh PPL, sedangkan untuk m&tikain

dan diproses hokum tidak ada cerita atau kasus yang
ditemukan dilapangan.

Kenyataan di lapangan, PPL bisa mencegah terjadinya
politik uang dengan jalan melakukan sosialisasi.mderi
peringatan-peringatan kepada para caleg dan tirsesuola
untuk tidak melakukan politik uang. Ada juga dengalan
melakukan pengawasan melekat seperti memantauasecar
langsung kegiatan harian caleg, ketemu dengan,dapzana
dan apa pembicaraannya. Termasuk juga memantaat&eqgi
istri caleg, anaknya dan semua orang mempunyairgaou
dengan caleg. Hal ini dilakukan dalam kerangka regalk
agar caleg tidak melakukan politik uang. Bisa jogamantau
seluruh kegiatan dan program kampanye, dialog teskzara
caleg, dengan hadir sendiri dalam persiapan peiaksa
kegiatan. Jika dalam persiapan kegiatan terindikdsin
adanya pemberian dan mengajak pemilih caleg tertmaka
PPL melakukan pencegahan, bahkan bisa menyita dsaran

barang yang akan dibagikan sebagai bentuk poltiigu
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Susahnya mengusut praktek politk uang dalam
pemilu, diakui oleh Ketua Panwaslu Kota Semarang, S
Wahyu Ananingsih (Tempo. Co, Senin, 21 April 2014).
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang
menyatakan tak mampu mengusut tuntas dugaan paditig
yang dilakukan para calon anggota legislatif padmilihan
umum 9 April lalu. Akibatnya, 16 laporan dugaanififoliang
yang masuk ke lembaga pengawas dapat dimentahkgartde
alasan tak ada bukti kuat untuk memenuhi unsur
pelanggaran. Dari 16 kasus itu semuanya tak bisa
dibuktikan. Enam di antaranya mental di Gakumdub{dgan
Penegak Hukum Terpadu). Dugaan kasus pelanggadangpi
pemilu tak bisa dibuktikan lantaran adanya berbagai
hambatan, di antaranya data tak valid, pelapor reau
klarifikasi, dan tak ada saksiSebenarnya Panwaslu telah
membawa enam kasus ke Gabungan Penegak Hukum Werpad
(Gakumdu), yang terdiri atas unsur kejaksaan, ksipal dan
panitia  pengawas. Namun penelusuran tetap sulit
dilakukan. Panitia pengawas terhambat lantaran tak punya
penyidik karena sesuai dengan Pasal 240 Kitab Updan
Undang Hukum Pidana, pemanggilan paksa hanya bisa
dilakukan oleh penyidik kepolisian. Panwas sudamtani
bantuan penyidik untuk terlibat memanggil pihakagruntuk

diusut, namun alasannya masih wilayah panwas. Samen
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Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Komisar
Besar Dijartono menyatakan lembaga yang ia pimginbisa
menangani langsung dugaan politik uang selama pemil
Menurut dia, kepolisian yang tergabung dalam Gakumd
harus menunggu laporan dari panitia pengawas. [Bsajeini
menunjukkan serangkaian peristiwa dan keterlibdterbaga
penegak hokum di tingkat kota Semarang pun tidakpoa

membuktikan praktek politik uang dalam pemilihanum

E. Perencanaan Program
Berdasarkan penjelasan pemetaan politik uang yang
terdiri dari modus politik uang, penyebab, akibatnd
susahnya membuktikan politik dalam pemilu maka kahg
selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan akak u
meminimalisir atau menghilangkan praktek politik nga
dalam setiap pemilu. Adapun program yang dirumuskeh
masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Program Pencegahan : Moratorium Politik Uang
Progran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Sebaayzm
diidentifikasi di atas, politik uang diinisiasi dié&andidat atau
caleg dan partai politik. Maka yang bisa melakukan
pencegahan adalah kandidat dan partai politik dergaa
tidak mengeluarkan dana untuk politik uang. Berkegiatan

pencegahan bisa berupa moratorium atau ada pa&tgiias
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secara bersama oleh seluruh kandidat dan partéik par
tidak menjalankan politik uang. Ada deklarasi sagasional
dan diikuti di tingkat local untuk bersama-sama afream diri

dan mengendalikan diri memberikan politik uang kigpa
masyarakat. Deklarasi ini tidak hanya sekedar slogan
pencitraan diri tetapi benar-benar dilaksanakanarsec
konsekuen oleh semua pihak. Jika kesadaran beiaabiaa
dilaksanakan secara massif, maka politik uang denga
sendirinya akan hilang. Bersamaan dengan pencegahan
tersebut, partai politik sebagai satu-satunya sumdbeutmen
calon anggota legislative perlu meningkatkan system
pengkaderan dan rekrutmen kader yang sistematjenjEng

dan komprehensif, agar menghasilkan kandidat asdegc
yang benar-benar kapabel dan aksptabel, sehindgatra
mempunyai banyak pilihan terbaik untuk memilih waki
rakyat. Salah satu hasil dari system pegkaderan dan
rekrutmen yang Dberkualitas tersebut tentunya akan
menghasilkan profil caleg yang sesuai dengan ekagiek
masyarakat tentang pemimpin, termasuk di dalamnya
pemimpin yang mampu meraih jabatan public tanpdtilool
uang, tetapi atas dasar kapasitas dan integritaador Upaya

ini memang harus terus digelorakan oleh semua pihak
terutama para elite partai politik agar menggunalama-cara
yang lebih simpatik dan cerdas. Para kandidat hgaln

dengan kemampuan dirinya, yakin dengan populagitasn
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dan yakin dengan kualitas dirinya sebagai kandidafgota
legislative, bahkan pemimpin di masa depan. Sehirigtak
ada sedikitpun pemikiran untuk mendapatkan kekuasaa
dengan cara-cara yang tidak benar. Upaya ini harus
dilakukan oleh seluruh partai politik dan kandidacara
bersama-sama, dan perlu sikap konsistensi semuak.pih
Karena, selama ini upaya deklarasi untuk pemilgyaersih
sudah sering dilakukan secara bersama, tetapi temagi
hanya sampai deklarasi saja. Dalam kenyataan dintgm
banyak terjadi pelanggaran terhadap deklarasi etse
Bahkan di banyak kesempatan, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah
menyelenggarakan deklarasi anti politik yang mealgaj
semua partai politik dan kandidat atau calon legiss.
Tetapi upaya tersebut masih menjadi tontonan ikatefan
bersifat karikatif serta dilansir media secara béssaran
sebagai bagian dari pencitraan pemilu tanpa adéikesp
atau dampak yang nyata dalam pelaksanaan pemilu.

Selain deklarasi secara bersama, ada sebagian
kandidat yang mengadakan perjanjian dengan masjadak
daerah pemilihnya dengan cara penandatanganan nota
kesepakatan (Memorandum of understanding). Nota
kesepakatan ini diinisiasi oleh para caleg yang amgm
mempunyai kesadaran sejak awal, dan masyarakagaeba

subyek nota kesepatan secara bersama melakukatarisi
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kesepakatan tersebut, yaitu akan menolak politilgudalam
bentuk apapun, melakukan pencegahan terhadap krakte
politik uang dan akan melaporkan kepada pihak-pieaig
berwenang jika mendapati politik uang. Upaya inrupekan
salah satu bentuk pencegahan politik uang yandigfigtapi
karena tidak semua caleg melakukan hal yang saama, d
hanya dilakukan oleh satu atau dua orang kandidaka
dampaknya pun tidak bisa dirasakan menurunkan gkakt
politik uang. Bahkan disinyalir, upaya tersebutrjggian
dengan nota kesepakatan, dilihat sebagai salah czatu
kandidat untuk kampanye atau menaikkan citra katdid
Pandangan miring seperti ini sangat bisa dipah&argna
dalam kenyataannya tidak mempunyai dampak secara
langsung terhadap pencegahan politik uang. Jalograrnya
upaya pencegahan telah banyak dilakukan, tetapyaupa
pencegahan tersebut belum secara maksimal berdampak
secara langsung mencegah terjadinya praktek pahiig.
Sosialisasi tentang Pentingnya Demokrasi, Pemilo Aati
Politik Uang

Salah satu upaya untuk mencegah terjadi praktek
politik uang adalah melakukan sosialisasi tentagmnfipgnya
pemilu, pentingnya demokrasi dan dampak negatiViikpo
uang. Program sosialisasi bertujuan untuk memberika
pemahaman kepada masyarakat agar mempunyai kesasadar

dan meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umiBaran
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serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu bagailen
nadi bagi terselenggaranya Pemilu yang berkualdas
Indonesia. KPU sebagai penyelenggara tidak mungkin
berjalan sendiri tanpa dukungan dari stake holéékatt,
termasuk masyarakat. Dalam konteks itulah sosgilisa
menemukan signifikansinya. Dalam proses pemilu dan
demokrasi, standard yang bersifat strategis adzghimana
meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain,
penyelenggaranya jujur dan netral serta profesigngh
diperlukan suatu ruang publik yang menjadi pertemaias
informasi kepemiluan di Indonesia. Hal ini dapgadikan
upaya untuk meningkatkan tingkat partisipasi, bsgcara
kuantitas maupun kualitas. Sedangkan, target dari
dilaksanakannya sosialisasi, adalapertama, perlu upaya
sinergis antar pihak dalam upaya meningkatkan &hgk
partisipasi masyarakat. Kedua, berupaya keras
mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu ke berbaganese
dengan menggunakan berbagai metodetiga, upaya
pendidikan politik masyarakat untuk meningkatkasddaran
akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
Keempat, menyediakan ruang publik untuk memudahkan
sosialisasi kepemiluan seperti forum warga, temrgavaan
lain sebagainya.

Selain hal tersebut di atas, sosialisasi perlu

melibatkan perwakilan berbagai kalangan masyarakaik
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mengikuti  sosialisasi pemilu supaya mereka dapat
memberikan hak suaranya secara baik dan benaaliSasi
pemilu selain dilakukan secara langsung oleh KRia joleh
pihak panitia pemungutan suara (PPS) di tingkatirkéln
dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkatakeatan.
Sasaran sosialisasi, antara lain pemilih pemuleenpguan,
kalangan kampus, sekolah, organisasi masyarakatai pa
politik, dan pemerintah daerah untuk menjangkauuiuns
pegawai negeri sipil sebagai calon pemilih. Akatepe
berbagai kalangan masyarakat juga bisa secara troak
menyelenggarakan sosialisasi pemilu mendatang denga
mengundang jajaran penyelenggara pemilu dan serha& p
harus selalu siap untuk memberikan sosialisasi Ipeyaing
datangnya dari proaktif masyarakat, ataupun unsur
pemerintah dan instansi terkait. Pentingnya sasisilipemilu

itu untuk memberikan pemahaman yang baik kepada
masyarakat, antara lain menyangkut kepemiluan ddmabai
informasi tentang Pemilu. Masyarakat harus tahuaben
tentang peserta pemilu, cara memberikan suarainpaga
suara dalam demokrasi. Itu tetap perlu disosidkaas
Jangan sampai masyarakat tidak tahu tentang pe@elain

itu, kalangan guru terutama yang mengampu pelajaran
kewarganegaraan bisa juga memberikan materi tentang
pemilu mendatang saat kegiatan belajar mengajsekdilah.

Untuk anak-anak SLTA yang sudah berhak mengikuti
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pemilu, hal itu penting untuk diketahui. Tetapi aigiga
melalui OSIS, bisa sekolah mengundang kami, ataui ka
mengundang perwakilan OSIS.

Sosialisasi tentang pemilihan umum ini penting
karena pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana petales
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsumgm,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kasatu
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Urdang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat dbaer
adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakila
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan REkpubli
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undasgr D
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihanrrimi
dilakukan 5 (lima) tahun sekali dengan batasan amur7
tahun atau yang sudah memiliki Kartu tanda Penduduk
(KTP). Hampir setiap pemilihan umum berlangsungnaka
adanya pemilih pemula yang diantaranya adalah kauha
umur 17-21 tahun. Dalam pendidikan politik ini kalook
muda ini baru akan mengeluarkan hak pilihnya paafailp.

Secara psikologis, pemilih pemula memiliki

karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tada p
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umumnya. Misalnya kritis, mandiri, independen, asititus
guo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perulshkman
sebagainya. Karakter itu cukkup kondusif untuk mangjin
komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemjiiimg
memiliki  pertimbangan rasional dalam menentukan
pilihannya. Misalnya karena integritasnya, trackord-nya
atau program kerja yang ditawarkan. Karena belumygu
pengalaman memilih dalam pemilu, Pemilih Pemulduper
mengetahui dan memahami berbagai hal yang ter&aijah
pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakaa saja
tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serfanda
pemilu, bagaimana tatacara menggunakan hak pilianda
pemilu dan sebagainya. Pertanyaan itu penting ldiajagar
Pemilih Pemula menjadi pemilih cerdas dalam meramtu
pilihan politiknya di setiap pemilu.

Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi. Dengan
adanya sosialisasi diharapkan semakin menyadarkaa p
pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan bhakas
karena Pemilu merupakan proses demokrasi yang
menentukan arah jalannya pemerintahan dan kemajuan
bangsa. Pemahaman kesadaran berpolitik bagi pemilih
pemula perlu diaktualisasikan melalui pembelajayamg
melibatkan secara langsung pemilih pemula. Perafidik
politik bagi pemilih pemula sangat penting diadakanena

pemilih pemula yang baru memasuki usia hak piliticbeya
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belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk
menentukan kemana suara mereka akan dijatuhkan.

Sosialisasi diperlukan untuk menjelaskan bahwa
proses pembumian demokrasi dan pengembalian kgparta
rakyat terhadap sistem dan perwakilannya merupakiah
satu hal penting untuk dilakukan. Secara sederhhita,
dapat melandaskan cara-cara tersebut pada keteRasai
246 UU Nomor 08/2012 tentang Pemilu Anggota Leiilat
Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan insttionetuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemihiam
ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa parsisipa
masyarakat dapat dilakukan menjadi empat bentuku ya
sosialiasi, pendidikan bagi pemilih, survei atgalkgpendapat
dan penghitungan cepat.

Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi
masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimallRartama,
hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan grose
sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam selNegara
yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis
penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentudangs
undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan iterka
dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sasiali
segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraamiluPe
perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting d&aa

penanaman pemahaman terkait dengan esensi darhkaida
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kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat
masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan
penyelenggaraan Pemilu di Negara ini.

Kedua, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan
fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segasent
pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan sedastn
penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi [emén
tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidaiknpa
dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih daudi,
pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini
mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbanguketi&a
sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemualssiap
menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Ketiga, survei atau jajak pendapat dan penghitungan
cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publikatt
dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggaganab
survei atau jajak pendapat dan penghitungan celai&tuldan
hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di sasi
perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan suatai
jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlatingen
Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sauzak
menyebarluaskan informasi terkait dengan penyebmagm
Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pexadadan
penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungann&are

kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentubsign
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hanya ditujukan untuk menghitung atau profit sa@amun
lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi parailgeserta
informasi terkait dengan penyelenggaraan Perdikempat,
tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja denggara
Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis
penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan
kesadaran tentang pentingnya partisipasi masayatakam
penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa
memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakdeanapa
output dari partisipasi tersebut.

Sosialisasi tentang pemilu juga bertujuan untuk
menjelaskan bahwa pemilu menjadi indikator yangnpal
mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut dgimok
atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentu
kepada masyarakat untuk menentukan arah perkemibanga
sebuah Negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat imgraik
wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimjbinase
Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemila ju
membutuhkan sebuah pemkasimalan keterlibatan nsstar
Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakata mak
Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dankatdr
penilaian demorkasi saja, tanpa adanya substamsigdh
demikian, partisipasi masyarakat dalam proses
penyelenggaran Pemilu harus terus ditingkatkan. usam

kondisi yang terjadi tidaklah demikian, hasil esduPemilu
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sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu selalu ronenu
Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatmygka
pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya/menjadi
golongan putih (golput) dalam Pemilu. Pada tahub519
angka golput mencapai hampir 13 persen, pada Peahitn
1971, jumlah pemilih yang tidak hadir mencapai §6évsen.
Pada Pemilu 1977 jumlah golput naik menjadi 8,4:qre
dan kemudian angka golput sedikit turun pada Ped®Bi7
yaitu 8,39 persen. Namun angka golput ini kembali
mengalamai kenaikan pada Pemilu 1992 yaitu 9,0Seper
dan semakin naik pada Pemilu 1997 dengan angkas 12,0
persen. Angka golput terus meningkat pada peml|9 {88g
mencapai 10,4 persen dan pada Pemilu 2004 sebgs&r 2
persen, serta Pemilu Anggota Legislatif pada taBR069
mencapai angka 29,01 persen. Tingginya angka gafput
sungguh mengkhawatirkan, karena penurunan tingkaug
telah mencapai hampir 30%. Ke depan, potensi golput
dikhawatirkan semakin tinggi. Hasil survei yangaHiikan
Lingkaran Survei Indonesia (LSl) pada Tanggal 1-12
Februari 2012 terhadap 2.050 responden dengan enatrak
bertingkat memperkuat dugaan tersebut. Survei nekga
bahwa lebih dari 50 persen responden berpotera tttan
memilih pada Pemilu 2014. Hanya 49 persen respoydaleg

sudah mantap menentukan pilihan. Sebanyak 25 persen
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belum menentukan pilihan dan 26 persen masih ragu-r
dan belum mantap dengan pilihannya. Hal ini terjadiena
terdapat sebuah kejenuhan masyarakat terhadam sistam
Pemilu itu sendiri. Sebagaimana diketahui, kiniesistelah
menentukan banyaknya pelaksanaan Pemilu, dari &emil
legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden asert
pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, pola tingkakul para
wakil rakyat dan banyaknya kepala daerah yang tlia&
menunjukkan kinerja lebih baik, sehingga masyarkledng
mendapatkan manfaat langsung dari adanya Pemilu.
Sebagaimana diketahui bersama, pola tingkah lakeuvpakil
rakyat kebanyakan sangatlah memprihatinkan. Tdreajak
2007 sampai sekarang setidaknya 53 politisi diepaeh
terjerat kasus korupsi. 6 orang merupakan angg&®RDD)
dan 47 anggota DPR RI. Catatan Komisi Pemberamtas
Korupsi (KPK) selama ta-hun 2007 ada 2 orang yanggerat
korupsi, 7 orang pada 2008, 8 orang pada 2009,r@idgo
pada 2010, 5 orang pada 2011 dan sam-pai April 20424
orang. Selain itu, sedikitnya sudah 290 kepala ataer
tersangkut masalah hukum. Dari 290 itu, sebanyalR 86
persen di antaranya menjadi tersangka, terdakwa, da
terpidana karena melakukan korupsi. Realitas infutesaja
bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh sistem
demokrasi yang telah dibentuk. Fakta demikian, rtdise

kondisi yang tak kunjung berubah dan aspirasi yang
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terabaikan, kemudian dapat dijadikan alasan pentieiava
rakyat berhak merasa jenuh dan tidak percaya ¢abatap
para pemimpin dan wakil yang telah dipilihnya.
Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk
meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang
dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana.
Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegangihteg
pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesiaar&ec
tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian
integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang
dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telahasamd
kehidupan bangsa Indonesia. Fungsi pendidikan ipolit
sangat penting sebab pendidikan politik meningkatka
pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang
kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendgro
timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalaatis
sistem politik. Pendidikan politik mempunyai dugu@an
utama. Pertama, fungsi pendidikan politik adalaliukn
mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar
sesuai dengan tujuan politih yang dapat menjadgetiap
individu sebagai partisipan politik yang bertanggun
jawab. Kedua, fungsi pendidikan politik dalam ayéing
lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat

yang sesuai dengan tuntutan politik yang inginrdip&an.
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Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media
penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan iakh
untuk membuat warga negara menjadi lebih melektigoli
Warga negara yang melek politik adalah warga negara
yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ik
serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam
setiap proses pembangunan. Pendidikan politik tigan
keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda
saat ini yang nantinya akan menjadi generasi peneru
bangsa. Eksistensi pendidikan politik di sini atlala
sebagai tongkat estafet kepada generasi selaajukalam
dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan.
Fungsi pendidikan politik yang paling periling aalal
sebagai penyarindfilter) terhadap berbagai pemikiran
baru, ideologi baru. dan berbagai ancaman, tantanga
hambatan. serta gangguan baik yang berasal daamdal
maupun luar negeri.

Pemilu menjadi momentum dan harapan baru bagi
rakyat Indonesia untuk mencari seorang pemimpingyan
mampu berpihak pada kepentingan bangsa dan memiliki
impian sebagaimana dicita-citakan para pendiri barmplam
pembukaan UUD 1945. Pemilu merupakan salah sakepro
untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil da

makmur. Pemilu yang jujur, adil, dan damai adalah
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harapan kita. Pemilu akan lebih baik dari sebelanfika
terjadi peningkatan baik dalam konteks kualitas,
penyelenggaraan, dan proses yang ada. Sampaiihiagium
banyak kegiatan yandapat memberikan edukasi bagi warga
masyarakat tentang apa makna pemilu dan bagainmidup
dapat menjadi harapan untuk menentukan nasib bangsa
Indonesia ke depan. Berbagai pandangan mengatakavab
bangunan sistem demokrasi dan ketatanegaraan &itg y
jauh dari konstitusi dan nilai-nilai Pancasila, ieguga
muncul kegelisahan para pemilih pemula sepertijgretian
generasi muda bahwa mereka tidak pernah mengeap si
calon pemimpinnya dan mereka merasa mengalami ailem
memilih siapa. Kegelisahan juga muncul dari kalanga
pendidik, untuk berharap bahwa dalam Pemilu yargnak
datang, bangsa Indonesia menjadi lebih  baik,
calon pemimpin dapat mengerti kebutuhan dan harapan
bangsa Indonesia untuk sejahtera terealisasi.

Apabila melihat dinamika politik Indonesia selama
15 tahun terakhir sejak gerakan reformasi digutirka
menunjukkan bangunan politik Indonesia mengalami
kerapuhan. Fondasi untuk membangun pendidikan ilpolit
cenderung diabaikan, partai politik bermunculanihsil
berganti dan mengalami bongkar pasang kepengurusan

sebagai akibat rapuhnya pendidikan politik yang didzartai
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politik dan warga negara. Persoalan yang mendasagapa
terjadi kerapuhan politikpertama pendidikan politik sejak
15 tahun terakhir ini belum berjalan secara makisidaa
cenderung sporadis. Partai politik yang seharusngmiliki
tanggung jawab utama untuk memberikan pendidikaitikpo
bagi kadernya dan simpatisan tidak berjalan setveye
mestinya. Akibatnya, proses demokrasi yang berjalan
Indonesia mengalami banyak persoalan dari aspe&nsis
yang berjalan sampai pada aspek pendidikan untaklipe
pemula. Keduag pemerintah melalui dunia pendidikan dan
lembaga terkait sudah banyak terkontaminasi oletensa
proses politisasi dari partai politik yang cendegraportunis,
merusak, dan mencari kepentingan sesaat. Pendigidaa
seharusnya netral dari politik, saat ini cenderdipplitisasi
oleh sejumlah elite politik.Ketiga, kerapuhan politik di
Indonesia disebabkan oleh munculnya berbagai kieygmmt
dan ideologi partai politik yang tidak sejalan damgiwa dan
jati diri bangsa Indonesia sebagaimana termaktulanda
Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai pedoman dam a
kehidupanberbangsa dan bernegara saat ini semakin
ditinggalkan. Akhirnya, pendidikan politik yang
dikembangkan adalah pendidikan politik yang midtonsep,
kurang perhatian pada pemberdayaan dan penguatarage

muda untuk peduli pada masa depan bangsa dan k=uata
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ideologis. Pendidikan politik yang berjalan cendeytebang-
pilih dalam memberikan materi menyebabkan pendidika
politik semata- mata hanya untuk mengajarkan orang
bagaimana caranya menggunakan hak pilih, memilityaie
hati nurani.Keempat,Pendidikan politik berjalan di tempat
dan semakin kabur terkait dengan keberlanjutanpitases
edukasibagi masyarakat. Apa yang terjadi saat ini ketika
banyak pemilih pemula mengalami putus asa, dan
kurang peduli terhadap pemilihan umum bersumber dari
kevakuman pendidikan politik yang tidak pernah nesriyh
pada level substansi dari hakikat pendidikan poiiti untuk
apa, dan materinya seperti apa, kemudian memilikiah
apa. Pemerintah dan partai politik dalam hal ini telalail
atau sengaja mengabaikan pentingnya pendidikartikpoli
untuk membangun politik Indonesia yang tangguh dan
berkarakter kebangsaan. Selain itu, banyak paotdikptidak
memiliki tujuan dan visi kebangsaan, mereka tidamifiki
mimpi dan orientasi membangun bangsa yang lebik bai
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Impian yang dicita-citakan para pendiri bangsa htela
terpasung dan tergantung di luar angan-angan pisggartai
yang berkuasa.

Pendidikan politik merupakan tugas utama partai

politik. Kehadiran partai politik tentu bukan mengikuti

144



pemilihan umum guna menetapkan para anggota léfjisla
atau sekedar menyiapkan diri untuk menjadi kendaraa
politik bagi mereka yang ingin jadi Presiden, Guioerdan
Walikota/Bupatj tapi tentu ada yang lebih esensial lagi.
Keberadaan partai politik di negeri ini, rupanyangs
menarik untuk dicermati, terutama jika hal ini kitangkaikan
dengan pengalaman sejarah nya. Kita tentu masihat ing
dengan kehadiran puluhan partai politik yang ikafath
Pemilu 1955. Lalu jumlah itu menciut menjadi 9 padan 1
Golongan pada Pemilu 1971. Kemudian berubah megjadi
partai dan 1 golongan pada Pemilu 1977. Suasantap
bertahan hingga Pemilu 1997. Dan mulai Pemilu 1989
seterusnya kembali kita dihadapkan pada banyakaipart
politik dalam pelaksanaan pemilu legislatif. Tedepdari
argumen yang disampaikan, pengalaman jumlah paotitik
di negara kita, rupa nya tetap mengalami putaranmmgam.
Asal nya banyak, lalu sedikit dan kini banyak ldagalau toh
sekarang ada semangat untuk mengecilkan lagi jupddhi
politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum, makanua
nya itu mestilah dipandang sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari sebuah proses dinamika demokrasi.

Politik dan partai politik, pada dasar nya merupaka
piranti utama bagi berlangsung nya demokrasi. Agar
semangat kehidupan berbangsa, bernegara dan baralegy

sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh para ipendir
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republik ini, kehadiran partai politik yang benamrar
mampu menjalankan pendidikan politik bagi rakyad,rgasti
sangat dimintakan. Melalui pendidikan politik yang
diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan politikata
inilah, peran nyata partai politik dimintakan. Yarjadi
pertanyaan adalah apakah cita-cita yang sepetélati dapat
diwujudkan dalam kehidupan politik di negeri iniJika kita
perhatikan kondisi obyektif dari kiprah partai pi&liyang
terjadi saat ini, maka akan terekam bahwa part#ikpgang
ada, masih asyik dengan kepentingan nya sendugugnya
di kalangan para pengurus saja. Mereka inilah yangpak
sibuk dan bicara soal kepolitikan di tanah merdékereka
terlihat begitu serius melakukan perlindungan damlipelaan
sekira nya ada pengurus partai yang terseret kasus yang
memalukan. Sayang, kesibukan nya itu relatif kurang
diimbangi oleh kegairahan para kader dan anggota di
lapangan, guna menjalankan kiprah politik nya. Kdsahwa
pengurus partai politik seolah-olah terasing damdukung
nya, rasa-rasa nya agak sukar untuk dibantah.
Tumbuh-kembangnya demokrasi, tentu akan
tergantung pada proses dan kemampuan partai pdétém
mewujudkan pendidikan politik yang cerdas bagi para
anggota dan kader-kader terbaiknya. Pendidikantilpoli
merupakan bukti nyata atas kepedulian dan keseripagai

politik dalam melahirkan warga bangsa yang cerdaiikp
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Justru yang perlu kita cermati adalah mengapa lkapgeai
politik yang sepertinya kehilangan kemampuan untuk
menyelenggaraannya ? Jawaban atas pertanyaas idikth
sebetul nya yang kita tunggu. Sejatinya partaitigadidalah
mampu menciptakan dan merancang pendidikan pdi#k
rakyat. Artinya, sebuah kegagalan besar bagi panhiik
jika tidak mampu menciptakan pendidikan politikukbsnya
bagi para pendukung atau simpatisannya. Oleh kaitana
kalau sekarang ini terpantau ketidak-mampuan ppadhiik
dalam melaksanakan salah satu tupoksinya itu, reelagai
warga bangsa, kita patut untuk mengingatkannyar, pgea
pengurus partai politik jangan setengah hati datangelola
partainya. Hanya, akan sangat memilukan jika peragyrus
telah menjebakkan diri pada kepentingan pribadiu ata
kelompoknya dengan mengabaikan kepentingan rakygara
keseluruhan.
Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Meski jumlah laporan kasus dugaan money politik
alias politik uang selama proses Pemilu Legisla@ifi4 di
Kota Semarang signifikan, bahkan berada di peringka
pertama di Jawa Tengah, namun tidak ada satupumalap
yang masuk ke pengadilan. Laporan dari masyarakkait
kasus money politik ini selalu mentok saat dipexildan
disimpulkan oleh Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Alasannya, kasus yang dilaporkan tidak memenuhnguu
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terjadinya money politik atau saat dilaporkan kagassudah
kadaluarsa. Paling tidak ada 16 laporan politikgugang
masuk ke Pabwaslu Kota Semarang, Dari 16 lapotarbit
diantaranya sudah diperiksa dan seluruhnya dingatéiklak
cukup bukti untuk diseret ke pengadilan. Lemahnyaaa
hukum pada Undang-undang Pemilu dan banyaknya
masyarakat yang tidak paham dengan aturan tersebut,
menjadi alasan utama sulitnya menjerat pelaku mpoétik.
Dalam Undang-undang Pemilu pasal 310 menyebutkan
bahwa ada 4 unsur suatu perkara dapat dijerat siepalgku
money politik. 4 unsur itu, yakni ada ajakan, dengangaja,
memberi atau menjanjikan dan pelakunya adalah Cskag
pelaksana kampanye yang resmi terdaftar di KPUMairse
itu, dalam Undang-undang Pemilu juga disebutkanwhah
pelapor harus memasukan laporannya sebelum 7 hari d
saat ditemukannya praktik dugaan money politik efeus.
Kalau laporannya masuk setelah 7 hari dari sagdiaya
dugaan tersebut, maka laporan itu dinyatakan kadzdu
Aturannya memang seperti itu. Saat memanggil pihak
terlapor untuk dimintai keterangannya, acapkalingrgang
dilaporkan tidak tercatat sebagai pelaksana kangaayng
resmi terdaftar di KPUD. Mereka adalah masyarakasab
yang simpati terhadap Caleg yang dilaporkan. Dalam
Undang-undang Pemilu hanya disebutkan pelaksana

kampanye, yang berarti resmi tercatat di KPUD. Seara
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yang dilaporkan kerap kali bukan pelaksana kampanye
Makanya, lemahnya aturan yang tercantum dalam Wpdan
undang Pemilu yang mengatur pelanggaran moneykpiolit
membuat setiap kesimpulan pemeriksaan selalu tidak
memenuhi 4 unsur tersebut. Kasus dugaan moneyikpolit
yang terjadi di Desa Mangkang Kulon. Saat itu, lsakorang
Caleg dari parpol tertentu dilaporkan karena diduga
melakukan money politik. Saat dimintai keterangannggi-

lagi orang yang menyerahkan uang tersebut bukararsgo
pelaksana kampanye atau tim sukses resmi yangdeia
KPUD. Saat ditanya kepada orang yang menerima pang

dia mengaku tidak mendapat ajakan untuk memilire€al
tersebut. Dia hanya diberi uang oleh tetangganyag ya
dimana seorang simpatisan dari salah seorang Qadgidra
laporan itu dikaji di Gakumdu, hasilnya tidak memiein4
unsur pelanggaran money politik, karena orang yang
memberi uang bukan tim sukses resmi. Laporan yang
disampaikan masyarakat ke Panwaslu, kebanyakarumyskt
sudah kedaluarsa. Sebab, ketika mereka melaposkaiah
lebih dari 7 hari dari saat kejadian dugaaan pegjaran itu
terjadi. Dalam hal ini pun banyak masyarakat, balpalitisi
yang belum mengerti aturan ini. Seharusnya, ketikadapat
temuan money politik dan sudah mendapat bukti, dang
laporkan ke Panwaslu. Karena apabila sudah lewa? deari

tidak bisa memproses. Memang seperti itu aturammyai
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yang diatur dalam Undang-undang Pemilu. Namun damik
apapun laporan pelanggaran Pemilu yang masuk k&d3an
pasti akan ditindaklanjuti. Panwaslu akan selaluneriena
apapun pengaduan dari masyarakat. Mengenai laporan
tersebut terbukti atau tidak, diserahkan ke timuBadu yang
dimana beranggotakan Panwaslu, kejaksaan dan &igooli

Disamping kasus tersebut, dalam aturan main pemilu,
khususnya politik uang, yang dijerat sanksi adatsreka
yang menjadi pelaku, sementara yang menerima Yaitu
masyarakat tidak dikenai sanksi. Sehingga, bagyanakat
tidak ada rasa khawatir dengan menerima politilguan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku masih
kesulitan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pigtetisik
uang (money politics)yang terjadi selama proses pemilu
legislatif (pileg) 2014. Menanggapi hal itu, Komisioner
Bawaslu Daniel Zuhron, justru menyalahkan Undandang
(UU) Pemilu No 8 tahun 2012, yang tidak tegas mamga
pemberian sanksi kepada pelakaney politics "Kita sulit,
karena Undang-Undangnya masih lemah, terlebih masal
batas waktu untuk penyelidikan dan penyidikan,"aseg
Daniel saat ditemui di Cikini, Jakarta, Sabtu (120844.)
(Okezone.com). Dia menambahkan, laporan dugaan
praktek money politicssepanjang pemilu tergolong banyak.

Namun, hambatan Bawaslu untuk menyelidiki kastsetrit
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waktu dan proses pendefinisian politik uang yandgpki
tegas. Padahal, pihaknya sudah berkordinasi dengan Mabes
Polri untuk membahas asisment dalam penindaklanjuta
laporan pidana dugaan politik uang tersebut. "Bsgteer
waktu lalu kita sudah berkordinasi dengan Kabameskr
Mabes Polri untuk menindaklanjuti dugaan praktektigo
uang yang terjadi didaerah-daerah,"
pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal
(Kabareskrim) Mabes Polri, Komjen Pol Suhardi Alius
menyatakan per tanggal 6 Mei lalu, pihaknya tel@menima
laporan dugaan tindak pidana pelanggaran pemilitas&86
kasus, dari 286 kasus itu penyidik telah menetadekitar
379 tersangka. Kasusmoney politicamenduduki peringkat
tertinggi dari pelanggaran pemilu legislatif 9 A@d14 lalu,
yakni sekitar 77 kasus. Namun, Suhardi mengatakan,
pihaknya kesulitan menindaklanjuti perkara tersebut
mengingat waktu yang sangat terbatas yang diatlamda
Undang-Undang Pemilu kali ini. Kendati demikian,
jenderal polisi bintang tiga ini mengaku beberapagmganan
kasus perkara dugaan pelanggaran pidana saatngalte
berjalan dan ditindak lanjuti. Namun lagi-lagi memt
Kapolda Jawa Barat itu pun menegaskan bahwa tiefdikis

para tersangka pelanggaran pidana pemilu yang
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memanfaatkan kelemahan batas waktu 14 hari itundala
proses penyidikan.

Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahved sal
satu kelemahan dalam memproses praktek politik uang
sampai ke pengadilan adalah lemahnya Undang Undang
Pemilu. Maka untuk kepentingan ke depan dalam kyean
meminimalisasi praktek politik uang dalam pemilurlpe
dilaksanakan perubahan-perubahan dalam pasal-pasal
Undang-Undang Pemilu. Peribahan tersebut harus mhamp
memberikan penguatan kepada Bawaslu atau Panwaslu d
aparatnya untuk memiliki kewenangan yang lebih dari
sekarang. Perlu juga memberikan peluang agar PEtud&s
Pengawas Lapangan) ditambah jumlah dan kualitgarkex
sehingga mampu membuktikan dengan baik terjadinya
praktek politik uang. juga pemberian sanksi yang
memberikan efek jera kepada para pelaku politikguan
dengan hukuman yang sangat berat. Disamping itu,
perubahan ini juga bisa membawa masyarakat untcérae
bersama-sama membantu tugas-tugas pengawasan pemilu
secara massif. Dengan partisipasi masyarakat yaugit
dalam pengawasan, selain memberikan kemudaharPPagi
untuk menjalankan tugasnya, masyarakat dengan &esad
sendiri memberantas praktek politik uang dengamnjal
malporkan peristiwa politik uang dan bersedia ndinjaksi

jlka memang melihat, mengetahui dan mengalami gendi
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praktek politik uang. bagi masayarakat yang berani
melakukan hal-hal tersebut, yang sebenarnya menggnd
resiko bagi dirinya sendiri, perlu mendapatkan pdaggaan
dan apresiasi dari pemerintah atau penyelenggandipe
Gerakan Bersama

Semakin maraknya praktek politik uang dalam setiap
penyelenggaraan  pemilu perlu  diberantas dengan
mengadakan gerakan bersama secara nasional. Gerakan
bersama ini bertujuan untuk menggerakkan selurkhaan
rakyat, dimana pun berada, untuk menolak politihgia
Gerakan bersama ini bisa dilakukan secara nasterajan
melibatkan elite-elite dan tokoh-tokoh nasional gien
menyerukepada seluruh lapisan masyarakat untuk laleno
politik uang. seluruh pimpinan nasional organisasi
masyarakat, organisasi rakyat, organisasi proteganisasi
kepemudaan dan seluruh organisasi massa melakukan
gerakan bersama sampai pada tingakt yang palingthaw
sehingga gerakan ini bersifat nasional, massif slExentak.
Selain itu, gerakan di tingkat komunitas-komuniasingkat
desa dan kelurahan juga sangat penting untuk dikéak
Termasuk juga gerakan ibu-ibu dan remaja putriirdikat
komunitas ibu rumah tangga. Gerakan initidak meraagd
tingkatan, tetapi di mana saja, asal di situ adautas yang
bisa diajak untuk melakukan gerakan menolak politing

perlu dilakukan.
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Gerakan menolak politik uang bisa dilakukan oleh
ibu-ibu pedagang bawang di pasar. Sebagaimanapgngh
dilaporkan oleh media Tempo.co (10/7/2012) bisa jaukn
inspirasi bagi gerakan tersebut. Seperti yandkaldan Mak
Epon, 61 tahun, penjual bawang kupas yang memulai
sosialisasi antipolitik uang pada belasan ibu-ilmngupas
bawang lainnya. Sejak tiga bulan lalu dia mengajata ibu
untuk memilih dengan kesadaran politik sendiri.difas, di
kawasan Condet memang marak oknum yang menawari
warga duit untuk mendukung salah satu pasangam calo
gubernur DKI 2012. Tak dinyana, forum tersebut raslke
kelurahan tetangga, Batu Ampar. Di sana, Valentitzai
Winarti, 57 tahun, atau lebih dikenal dengan Bu &wyo,
mensosialisasikan hal yang sama. Ibu empat anak ini
mengajak 81 ibu lainnya untuk berkampanye. Grup itu
tadinya dibentuk Juni lalu, saat mengikuti pawaiMbnas
dalam rangka ulang tahun Jakarta. Karena kampanye
antipolitik uang, grup tersebut berlanjut<elurahan lain pun
tertular, yaitu Balekambang. Soesilo Adinegoro miainya
di situ. Polanya sama, dimulai dengan diskusi kdiciimah
dia. Kini tiga kelurahan tersebut bersatu membemftokum
Warga Condet (FWC). Selain diskusi politik, forutm juga
jadi ajang silaturahim dan saling bantu antarwafesilo
menyebut banyak warga tadinya tidak paham politkgu

mulai sadar. Forum ini semakin subur. Survei FW@&Gdma
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Pusat Kebijakan Politik Universitas Indonesia saaimo
masyarakat memberantas politik uang menunjukkanihmas
banyak warga yang ingin membantuSebanyak 66 persen
warga di 3 kelurahan ini ingin mensukseskan pilkdelagan
ingin ikut memantau, memonitor, bantu
menangkap. Sekarang, anggota FWC telah bertambah, tak
hanya ibu rumah tangga, tapi juga warga dari beiljargfesi
sepeti PNS, wartawan, dan mahasiswa. Tercatat B0 s
untuk menjadi saksi independen dari FWC saat péosaiy
pilkada DKI besok. FWC kemudian bekerja sama dengan
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludeam d
Indonesia Corruption Watch. Bersama, mereka membagi
stiker dan selebaran pada warga lainnya untuk tidak
menerima uang yang ditawari tim sukses pasangamn cal
gubernur. Titi Anggraini, Direktur Perludem, mengatakan
forum tersebut mengindikasikan gerakan melawantiloli
uang bukan lagi gerakan segelintir aktivis sajalamkan
gerakan seluruh rakyat. Gerakan antipolitik uadgkihanya
milik elite. Gerakan ini tidak kenal strata ekonom&n
pendidikan. Apung Widadi, peneliti ICW, mengapresiasi
inisiatif warga tersebut. Sebab, dia sadar, pengaw®&anitia
Pengawas Pemilu terbatas. Melihat gerakan wargayd®a
menjadi kembali optimistis. Inisiatif pengawasan oleh

warga juga diapresiasi oleh Panwaslu Kecamatan #&tram
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Jati. Rosmawar, salah satu pengawas, mendorongawarg
untuk menangkap pelaku politik uangAmbil uangnya,
tangkap orangnya. Uang untuk dijadikan bukti. Orgragadi
saksi.Dengan gerakan forum warga semacam ini akan sangat
efektif untuk menurunkan bahkan meminimalisasikan
praktek-praktek politik uang di dalam pemilu.
6. Khutbah dan Penyuluhan Agama

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya politik
uang dalam pemilu adalah penyuluhan agama dan &mutb
jum’at. Penyebaran materi tentang hokum haramilpeigng
perlu disampaikan secara terus menerus. Politikguan
termasuk dalam kategori suap menyuap yang menakutn
agama Islam adalah haram. Bahkan organisasi seperti
Nahdlatul Ulama dalam salah satu keputusan Munas Al
Ulama NU telah menyatakan keharaman politik uangum
tentang politik uang ini belum banyak diketahui yeaakat,
sehingga menganggap bahwa politik uang tidak adgkséa
pautnya dengan ajaran agama. Penyuluhan agama dan
khutbah merupakan saran untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang bahaya politik uangjalitidari
ajaran agama Islam. Jika masyarakat sudah mematemi
mengetahui akan hukum politik uang maka menolakyala
pemberian dalam pemilu akan menjadi perilaku madgdr
secara bersama.

7. Pemilihan Tidak Langsung
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Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang selama ini
dilakukan secara langsung disinyalir menyuburkaaktek
politik uang. Agar masyarakat bisa terhindar damkpek
politik transaksional maka pilkada sebaiknya ditadekan
secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD sepeasa
lalu. Meskipun upaya mengalihkan pilkada tidak Engy
bukan berarti menghilangkan politik uang dan politi
transaksional. Malah bisa jadi lebih besar jumlahgudan
transaksinya. Namun, jika dilihat dalam keterlipata
masyarakat, maka pilkada tidak langsung sudah pdsin
menghindarkan masyarakat dari prakek politik udtagena,
dalam proses pilkada tidak langsung tidak ada lKedéan
masyarakat sama sekali.

Polemik tentang pilkada langsung dan pilkada
melalui pilihan DPRD memang sangat tajam antaradaro
kontra. Bagi mereka yang tetap menghendaki pillsetara
langsung berargumentasi sebagai berikut :

Pertama, alasan yang paling mendasar mengapa
penolakan aturan yang diusulkan untuk mengembaliten
DPRD dalam memilihan kepala daerah yaitu, mereniglat
konstitusi rakyat untuk memilih pemimpinnya di deterHal
itu harus dijaga dan dilindungi oleh negara, jikalRPilkada
merenggut hal itu, berarti negara telah merampas da
merusak prinsip daulat rakyat sesungguhnya. Kedgat

harus menentukan sendiri pemimpinnya, karena, itu
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merupakan hakikat dari demokrasi secara substari3#ad
selama ini hakikat tersebut selalu terjaga dengén Ketiga,
mekanisme pemilihan langsung merupakan esenseipadi
politik kerakyatan, karena memberikan ruang yares lbagi
lahirnya pemimpin baru pilihan rakyat. Saat ini@fhpersen
pemilihan langsung kepala daerah yang dilakukabukeir
berjalan dengan damai. Hal itu menjadi alasan nmnga
koalisi menolak penghapusan pemilihan langsungy&ald®
persen yang berjalan rusuh, itu berasal dari pbiéik yang
tidak menang, kemudian diikuti masyarakat. Keempatses
pemilihan kepala daerah secara langsung, terbudgbiatd
mendekatkan  rakyat dengan calon pemimpinnya.
Perwujudan, pemilihan umum, bebas, jujur dan adilgapat
dilakukan secara maksimal. Proses pemilihan kegaaah
yang bisa lebih menjamin terpenuhan publik dan @eyuban
daerah sesuai aspirasi rakyat, menjadi alasan keena
mengapa pemilu langsung tidak layak untuk dihapuskal

itu sejalan dengan prinsip otonomi daerah yaituippasi,
akuntabilitas dan demokrasi. Kelima, tidak beralagta
mempersoalkan biaya tinggi pemilihan langsung. Beba
ketentuan pemilihan serentak yang membuat gelardakih
efisiensi telah disahkan oleh Mahkamah KonstithKY).
Ketujuh, , dugaan proses jual beli suara tidak sé&ggenuhnya
disalahkan kepada rakyat. Karena, hal itu didugeupakan

produk dan perilaku kebanyakan elite politik yang
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mencalonkan atas dasar kepentingan pribadi. Pemilih
langsung, koalisi meyakini, dapat memudahkan makgar
dalam menagih langsung janji-janji pemimpin. Hallah
alasan kesembilan yang ditekankan. Kedelapan, denga
pilkada langsung akan membuat para pemimpin lebih
bertanggungjawab kepada konstituennya dapat tedwuju
dengan baik. Jadi tidak ada alasan langsung balikad®
langsung dikembalikan ke DPRD.

Sedangkan pihak yang setuju dengan pemilihan tidak
langsung melalui DPRD berargumentasi sebagai keriku

Pertama, tingginya biaya politik, yang memunculkan
barrier to entry (penghalang) dari calon berkualitas tapi
berbiaya cekak. Kedua, lanjut dia, munculnya poliialas
budi dari calon yang menang dengan mengarahkarrgmog
bantuan sosial hanya kepada kantong-kantong desg ya
memilihnya. Ketiga, kebutuhan mencari "uang kenapeli
menjadikan 60 persen atau sebanyak 292 kepalahdgang
terpilih secara dalam pilkada langsung terjeratsqean
hukum. Keempat, pilkada langsung meningkatkan askal
konflik horizontal.

Kelima, pilkada langsung memunculkan sejumlah
ketidakpastian karena berlarut-larut dalam sengkékada
di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sampai beberapatwa
lalu menimbulkan skandal tersendiri. keenam yaklkaga

langsung  memunculkan  fenomena  ‘'ketidakpatuhan'
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koordinasi bupati/wali kota kepada gubernur selaku
kepanjangan tangan pemerintah pusat. Ketujuh, orauat
(penghentian) pilkada langsung akan menghemat amgga
negara sekitar Rp50 triliun dalam lima tahun, ydiga
digunakan untuk kepentingan peningkatan kesejariera
rakyat. Kedelapan, pilkada oleh DPRD adalah peturwsah
demokrasi. "Dari demokrasi liberal ke demokrasi daaila,
sesuai demokrasi perwakilan yang tertulis dalama sil
Pancasila di sila ke-4. Kesembilan, pilkada langsun
melestasrikarmoney politicsatau politik uang. Menjadikan
demokrasi langsung kehilangan esensi. Padahal ipamil
langsung adalahuxury demokrasi, kemewahan demokrasi
oleh rakyat. Namun, saat ini diperlukan moratorisampai
dengan sembilan ekses yang menjadi catatan itutdapa
diperbaiki. Ada jga pihak yang secara tegas-tegas
menghendaki pilkada melalui DPRD dengan mengajukan
argumentasi sebagai berikut :

Pertama, banyak pelanggaran di pemilihan umum
pusat maupun daerah. Banyak kepala daerah, legjstaiu
presiden, yang tak layak malah terpilih. Apalaginihe 2014,
pemilu terburuk dan paling amburaduKedua, pemilihan
kepala daerah memakan biaya yang sangat besar. Dia
memprediksi diperlukan Rp 40 triliun untuk pilkaskrentak.

Daripada untuk pilkada mending buat membayar subsid
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BBM (bahan bakar minyak).Ketiga, pemilu membuat
hubungan antar orang memburuk karena perbedadrarpili
Tak hanya teman, bahkan sesama keluarga ribut mtanaa
umat pecah. Keempat, peluang pendapatan berkurang
karena rakyat tak beraktivitas hanya berfokus kmilpe
Kemudian pilkada sering berujung pada kerusuhan,
keributan, sampai gedung dibakar. Penyelenggarailippem
disandera pendukung yang tak puas atau bahkangkian
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kelima, penaifih
kepala daerah secara langsung dianggap gagal rdeskan
penduduk di bidang politik. Banyak penyelanggaranihe
yang tak bisa  mewujudkan demokrasi  yang
bermartabat. Keenam, pemilu kepala daerah secara
langsung menghilangkan semangat musyawarah dan
membuat penduduk Indonesia makin individudetujuh,
orang-orang yang terpilih adalah yang mempunyau&stan
uang dan bukan karena alasan kemampuan. Tak hanya d

pemilu kepala daerah, contohnya di pemilihan pegsid
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BAB IV
AKSI REFLEKSI : ANALISISPEMBERDAYAAN
DAN PERIALKU POLITIK MASYARAKAT
TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILU

A. Demokrasi dan Pemilu : Ihtiar Mendapatkan K ekuasaan
Munculnya fenomena politik uang dalam setiap
pemilihan umum, secara system, dipengaruhi olekepesr
masyarakat yang memandang bahwa demokrasi danupemil
merupakan sarana untuk mempertahankan dan mencapai
kekuasaan. Pergeseran persepsi ini sangat jaulkahesep
ideal makna dan fungsi pemilu dalam demokrBsimilihan

umum (pemilu) memegang peranan sentral dalam sebuah
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sistem demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa
terselenggaranya pemilu yang jujur dan demokr&isnilu
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyatalima
rakyat dapat memilih pemimpin politiknya yang matip
wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen baik dhgkat
pusat ataupun daerah dan juga kepala pemerintadenatd
atau pusat secara langsung.

Dalam perspektif demokrasi, pemilu memiliki
beberapa manfag®ertama pemilu merupakan implementasi
perwujudan kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi roaga
asumsi bahwa kedaulatan terletak di tangan rak§atena
rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintahasec
langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentuka
wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan
menentukan siapa yang akan memegang tampuk
pemerintahan. Kedug pemilu merupakan sarana untuk
membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakydapat
memilih  wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan
aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kusapemilu,
semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yarigab
terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat ataupuipalke
Negara atau daeraKetiga pemilu merupakan sarana untuk
melakukan penggantian pemimpin secara konstitusiona
Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang

berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerartah
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Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akapedtaya
rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jiké&yat
tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhiv d
diganti dengan pemerintahan baru yang didukung raliejat.
Keempat pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik
untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara pearailih
dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberianatand
rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjakmkoda
pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berart
mendapatkan  legitimasi  (keabsahan)  politik  dari
rakyat. Kelima pemilu merupakan sarana partisipasi politik
masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakdnlikp
Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat mekatap
kebijakan publik melalui dukungannya kepada koatest
yang memiliki program-program yang dinilai aspird&ngan
kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karehsulng
rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu katitelah
memegang tampuk pemerintahan.

Pemilu di Indonesia tak hanya berlangsung untuk
memilih anggota perwakilan di parlemen, ataupunalkep
daerah saja. Sistem pemilihan umum sudah jamalndigun
oleh masyarakat mulai dari memilih pimpinan pachgkat
paling kecil, seperti ketua RT/RW, dan kepala desa.
Fenomena ini tak lepas dari kuatnya pengaruh gelomb

demokratisasi yang melanda Indonesia semenjak tE®2@6.

165



Pemilu dalam demokrasi yang memiliki tujuan mulia
tersebut diciderai oleh perkembangan fenomenailpaoling
yang dari pemilu ke pemilu semakin berkembang, baik
kuantitas maupun kualitasnya. Studi Mekel (2014)
menyatakan bahwa Salah satu tantangan dalam pedzilah
maraknya praktek politik uang mpney politi¢ yang
berlangsung hampir di seluruh tingkatan pemilihamuon.
Ari Dwipayana (2009) menyebutkan bahwa politik uang
adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berliaggi.
Wahyudi Kumotomo (2009) menyatakan bahwa setiapgora
tahu bahwa kasus-kasus politik uang merupakan aag y
jamak dalam pemilu setelah reformasi. Kendatipumuse
calon jika ditanya akan selalu mengatakan bahweekaer
tidak terlibat dalam politik uang, warga akan sagersa
menunjuk bagaimana para calon itu menggunakan watogy
“membeli suara” di daerah pemilihan mereka. Menurut
Daniel Dhakidae (2011) politik uang ini merupakamtan
rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasrwakilan
yang mengandalkarvotes (suara) dengan mudah diubah
menjadi sebuah komoditas, yang akan dijual padassaah
diperoleh dan dibeli saat belum diperoleh. Dibekkiu
pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual gdategan
segala teknik.

Fenomena negatif ini muncul dalam transisi
demokrasi di Indonesia. John Markoff (2002: 206)
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mengindikasikan bahwa fenomena ini sebagai hybaidnd
demokrasi masa transisi. Fenomena hybrid demokrasi
merupakan percampuran elemen-elemen demokratisadeng
elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemuaraec
bersamaan dalam sebuah sistem politik. Larry Diamon
memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada
fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi spsaudo-
democracy. Indikatornya, mekanisme demokrasi tidak
menjamin adanya demokrasi hakiki. Politik uangofiey
politics) merupakan salah satu fenomena negative mekanisme
elektoral di dalam demokrasi. Dalam demokrasi yaelgim
matang, seperti di Indonesia, politik uang dijadildat untuk
memobilisasi dukungan.

Politik uang (money politics dalam pemilihan
legislatif 2014 yang baru lalu menunjukkan penirigkadari
Pemilu 2009. Politik uang terjadi pada hampir setahapan
pemilu, baik prakampanye, masa kampanye, minggantgn
dan pada hari pencoblosan atau sering disebutgzerdajar.
Hasil pemantauan ICW, Transparency International
Indonesia, dan jaringan LSM (2014) menyatakan baditear
politik uang mayoritas adalah pengurus dan kadetaipa
selain calon anggota legislatif langsung, yang utesaja
dilakukan oleh mereka yang punya cukup banyak uang.
Fenomena yang berhasil dicatat memang hanya bpuoliti&

uang yang dilakukan secara terbuka, dengan nitag yang
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relatif kecil. Tetapi diyakini, praktikindirect vote buying
yang sulit dimonitor sesungguhnya jauh lebih luas desar
nilainya. Biasanya digunakan untuk mencari dukungara
tokoh masyarakat dan pemuka agama yang punya pgngar
menggiring pemilih dan berlangsung tertutup. Sapsag
sistem akuntansi dana pemilu belum mampu melacak da
mencatat setiap transaksi dan donasi dana pencéussgijur.
Studi Fuji Hastuti (2012) berpendapat bahwa disadar
atau tidak, penggunaan politik uang sebagai alaicayai
tujuan politik telah mengesampingkan uang dari gposi
sebagai tujuan utama pelaku transaksi politik uakigrnya
mendapatkan uang sebagai konsekuensi dari kekuasaan
Tetapi ketika mereka bertransaksi focus tidak dikak pada
uang itu sendiri melainkan pada “kekuasa&®€rsoalan yang
terkesan remeh namun memiliki implikasi negatif gan
sangat besar bagi perkembangan demokrasi dan pemega
hukum di Indonesia. Politik uang membuat proselilpo
menjadi bias. Akibat penyalahgunaan uang, pemillit su
menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingng
fair. Pemilu seperti itu akhirnya menciptakan pédntah
yang tidak memikirkan nasib dan kesejahteraan takya
Politik uang dapat merusak demokrasi, mengkhianati
kepercayaan publik dan akan melahirkan demokradsiipa
Studi Sabilal (2009) menyatakan bahwa praktek

politik uang pada proses demokrasi level akar rungmass
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root) tumbuh subur karena dianggap suatu kewajaran,
masyarakat tidak lagi peka terhadap bahayanya. Kdere
membiarkannya, karena tidak merasa bahwa moneticpoli
secara normatif harus dijauhi. Segalanya berjalangan
wajar. Kendati jelas terjadihoney politicsdan hal itu diakui
oleh kalangan masyarakat, namun tidak ada protes.

Selain itu, politik uang adalah mata rantai dari
terbentuknya kartel politik. Kartel hanya terjadliabkontrol
keuangan dalam sistem kapitalistik tidak berlangsdan
praktek money politics berlangsung liar. Pada tahap
selanjutnya, hal tersebut akan memicu munculny&teka
korupsi politik. Hamdan Zoelva (2013) menyebutkaainlsa
political corruption sendiri melibatkan pembentuk undang-
undang (raja, diktator, legislatif) yang berperagbagai
pembentuk peraturan dan standar-standar yang akio&en
negara, para pejabat menerima suap atau dana untuk
kepentingan politik dan pribadi mereka dan memia@rik
bantuan kepada pendukung mereka dengan mengorbankan
kepentingan publik yang lebih besar.

Fenomena maraknya politik uang dalam setiap
penyelenggaraan pemilu di Indonesia, terutama sejak
bergulirnya masa reformasi, menandakan perubahiap si
politik masyarakat yang lebi cenderung pragmatisititik.
Pemilu dalam demokrasi bukan lagi dipahami sebsga@ina

pengejawantahan kedaulatan rakayat, tetai dipakebdgai
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sarana untuk mencapai kekuasaan belaka. Karenadesku
dianggap sebagai sebuah kenikmatan bagi mereka yang
mampu meraih dan mempertahankannya, maka bagitrakya
untuk ikut menikmati kekuasaan tersebut pemilu ntijgag
sebagai sarana bagi rakyat untuk mendapatkan katakm
tersebut. Kenikmatan itu hanya diperoleh rakyakketerjadi
pemilu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari taigak
pernah diperhatikan oleh para pemimpin. Disinilahat
terjadi pergeseran persepsi masyarakat tentandydaiam
demokrasi.

Politik uang berlangsung dalam setiap tingkatan
pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pemilihamgkat
pusat hingga pemilihan tingkat desa. Menurut psnpblitik
uang yang jamak terjadi di masyarakat Indonesiaikag
sebuah candu. Di satu sisi masyarakat dapat metirraa
dalam jangka pendek, namun di sisi lain secarakpng
panjang praktek ini dapat merusak bangunan demokras
Bahkan berpotensi besar menyebabkan korupsi pgiiig
pada akhirnya merugikan masyarakat.

Mengacu pada beberapa peristiwa politik nasional
menjelang Pemilu 2014, lingkaran setan korupsitigofiang
melibatkan partai politik, politisi, kroni bisniproyek korup,
dan birokrasi masih menjadi penyakit jalannya pémuegnan
Indonesia. Tahun 2013 menjadi tahun yang cukup mawa

menjelang pemilu 2014, karena 2013 adalah tahuitikpol
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yang bisa berakibat buruk menjadi tahun korupsitikol
Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain kasus anafiggaran
akan bertambah banyak, proyek-proyek besar di AEBN
alokasi dana untuk daerah juga rawan politisasilaaapsi.
Korupsi oleh Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD,
pendanaan parpol dan korupsi pemilukada akan samaki
merajalela. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan
bendahara partai yang mengalir ke pendanaan paldik
disinyalir untuk persiapan Pemilu 2014. Badan Amgga
DPR juga lekat dengan kasus korupsi untuk kepeging
parpol. Penyaluran Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Daerah (DPID) juga diduga sarat keiwmang
berakhir pada pendanaan parpol. Semuanya didug#& unt
mengalirkan dana untuk Pemilu 2014. (Liputan6.com)

Sejak 1999, ‘tradisi korupsi® menjelang pemilu
biasanya akan mengemuka. Aktor-aktor yang terlizdam
kasus korupsi adalah politikus, baik anggota DPRi da
birokrat, pengusaha, juga staf khusus kementerRiR/D
Peran para aktor ini pun bermacam-macam, politdkasat
menciptakan proyek yang bisa dikerjakan dirinyauiiz
rekanan dan menambah anggaran untuk proyek tertentu
Birokrat dapat mengusulkan proyek yang akan diamahk
kepada perusahaan tertentu. Pengusaha dapat mieamberi
suap dan melobi politikus untuk mendapatkan progtif

khusus dapat menjadi penghubung antara pengusalbarde
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politikus atau elit kementerian dan sebagai peleksa
transaksi. Sebuah lingkaran korupsi yang
sempurna."Kongkalikong" antara eksekutif dan legjifsl
inilah yang akhirnya menggerus uang rakyat. Baikgyanega
skandal maupun kasus-kasus kecil namun rutin.

Korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan
Pemilu, disinyalir dilakukan parpol secara teorgantan
sistematis telah merencanakan kemenangan dengacarar
illegal yang biasanya dimulai dari pendaftaran pienyiang
tidak akurat, penggelembungan suara, pemalsuannoku
sampai pada tahapan penetapan hasil Pemilu. Lazjmny
Parpol menyogok sejumlah uang kepada petugas ajalboigb
yang bertanggungjawab pada setiap tahapan Pemilu.
Sementara itu, dari kajian korupsi politik yangjadr di
beberapa negara modern, terlihat bahwa korupsitikpoli
memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan geru
yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki popiitik.
Korupsi politik melekat dan berlindung dengan kedasmn.
Korupsi politik lebih berada dalam stadium untuk
mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Darielasist
penyalahgunaan kekuasaan dan kebutuhan ketertdso s
politik, menuntut adanya peran kontrol yang sepadan
terhadap pelaksanaan kekuasaan. Bagaimana kanaktea

konstitusi dalam mengatur hak-hak strategis darersis
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kepemilikan yan gdipunyai oleh rakyat terlihat leeasi
dengan timbulnya korupsi politik.

Kekuasaan pemerintahan diberi mandat
untukmengatur dan mendistribusikan kekayaan negara,
sehingga dalam proses pendistribusian tersebutlusela
berpotensi adanya penyimpangan yang dilakukan ydelg
berwenang yaitu pemegang kekuasaan. Dalam masyaraka
yang feodalistik terlihat adanya hambatan kontesha&dap
kekuasaan dibandingkan dengan masyarakat yangtezgali
Faktor lain yang berkorelasi dengan korupsi polatkalah
budaya komsumtif masyarakat dalam suatu negatzatea
budaya para pemegang kekuasaan atau pihak yandiknemi
posisi politik. Sistem hukum dan penegakan hukumgya
feodalistik berkorelasi dengan timbulnya korupsilitpo
Hukum yang korup adalah hukum yang menghilangkan at
merampas hak-hak strategis yang dipunyai rakyaergep
halnya beberapa hukum yang diberlakukan pada masa
penjajahan Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru. XKirisi
kepercayaan kepada kedaulatan hukum merupakanr fakto
penghalang bagi pemberantasan korupsi. Korupsitikpoli
banyak berkorelasi dengan pelanggaran hak asasiisiaan
oleh pemimpin pemerintahan, karena korupsi politilak
lepas dari nafsu mempertahankan dan memperluas

kekuasaan.
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B. Ajaran Agamayang Tidak Diajalankan dengan Benar

Organisasi Keagamaan seperti Majlis Ulama
Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah
dan lain-lainnya telah mengeluarkan fatwa bahwaitikol
uang di dalam pemilihan umum adalah haram. Keharama
politik uang ini disamakan hukumnya dengan riswstnap)
yang dalam hokum Islam adalah haram. Dasar holamy y
dignakan adalah sebuah hadits Nakdyi Tsauban ra dia
berkata: "Rasulullah saw melaknat orang yang noddaik
suap dan orang yang menerima suap serta orang yang
menjadi perantara antara penyuap dan penerima.”suap
(Hadits Riwayat Ahmad). Dengan terang Hadits diatas
menginformasikan bahwa praktik suap adalah peabuat
yang melanggar agama. Islam menempatkan penyuapan
sebagai perbuatan yang dilaknat. Dalam satu tarikafas
Hadits di atas menegaskan bahwa yang terlaknagaitg
meyuap, penerima suap, juga orang yang mengédnfara
terjadinya penyuapan.

Penelitian Wahid (2011) menyatakan bahwdak
ada perbedaan di kalangan ulama mengenai haramnya
risywah. Di dalam ayat Al-Quran memang tidak diskhn
secara khusus istilah suap-menyuap atau risywamuNa
Imam al-Hasan dan Said bin Zubair menafsirkan upghka
al-Quran yaitu akkaldna li al-suhti sebagai risywah atau

suap. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah : 42, “meiteka
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adalah orang-orang yang suka mendengar berita gphon
banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yjahud
datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, até&phknglah
dari mereka”. KalimatakkalGna li al-suhti'secara umum
memang sering diterjemahkan dengan memakan hang ya
haram. Namun konteksnya menurut kedua ulama tadatad
memakan harta hasil suap-menyuap atau risywah. Jadi
risywah (suap menyuap) identik dengan memakan baran
yang diharamkan oleh Allah Swt dalam firman-Nya: &S
Bagarah [2]: 188, “Dan Janganlah sebahagian kamu
memakan harta sebahagian yang lain di antara kamgad
jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa @mus
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain ituadefjglan
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui “. Selairada
banyak sekali dalil dari al-Sunnah yang mengharanskeap-
menyuap dengan ungkapan yang sharih. Dari Abu kimrai
Rasulullah saw bersabda: “Allah melaknat penyuap da
penerima suap dalam hukum (pemerintahan)” (HR Ahmad
Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

Dari paparan tersebut di atas jelaslah bahwa Islam
mengharamkan politik uang yang disamakan dengavahis
atau suap menyuaBerbagai dalih yang disampaikan ke

tengah-tengah masyarakat untuk membolehkan pengguna
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‘uang haram’ hanyalah rekaan dan buatan manusizy ya
bersandar pada adanya maslahat/manfaat sekilas bjsag
dijangkau oleh akal. Tidak jarang, hawa nafsu mianusut
terlibat di dalamnya. Padahal, telah jelas puld kiégbahwa
akal manusia tidak memiliki otoritas untuk menetapk
apakah suatu benda atau perbuatan tertentu itl &tala
haram. Mereka mengira bahwa apa yang telah dilainyea
itu adalah kebaikan di sisi Allah, meski berasalii dearta
yang telah diharamkan.

Dalam fenomena politk uang yang diterima
masyarakat seakan-akan memberikan keuntungan atau
kemaslahatan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
keuntungan tersebut memang secara langsung bessakiin
oleh masyarakat. pemberian seperti uang tunai, aemntian
bantuan pembangunan fasilitas umum memang secara
langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakapi,
dalam jangka panjang pemberian atau politik uamngebeit
banyak membawa kemudharatan. Karena, akibat yang
ditimbulkan adanya politik uang lebih besar bahggadari
manfaatnya.

Keharaman politik uang, serta kemudharatan yang
besar dibanding dengan kemaslahatan politik uargmbe
sepenuhnya disadari masyarakat secara luas. Kgéidaknan
dan ketidaksadaran masyarakat akan hal tersebak tid

semata-mata kesalahan masyarakat. para pemimpinaaga
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juga mempunyai kontribusi dalam peristiwa tersebiatl. ini
terbukti dengan masih maraknya politik uang meskipu
organisasi keagamaan seperti NU telah mengeludeteua
haram politik uang, tetapi seakan-akan tidak adglikasi
positif terhadap fatwa tersebuKita patut mengapresiasi
fatwa itu. Setidaknya, NU sebagai lembaga keagampaaya
perhatian besar untuk menyelamatkan umatnya daayaa
politik uang. Fatwa itu juga merupakan bentuk kibisi NU
dalam proses pendidikan politik bagi rakyat. Denbegitu,
kita berharap bahwa demokrasi kita makin berkualita
Namun, muncul pertanyaan, “seberapa besar pendgita
NU tersebut dalam mencegah praktek politik uang?”
Maklum, politik uang tak sekedar urusan moralitetaka.
Politik uang, seperti halnya korupsi, berakar patktim
ekonomi-politik di Indonesia. Artinya, tak ada jaran fatwa
itu bisa efektif membuat orang takut melakukantgoliang.
Selain itu, pemberian mekanisme sanksi, misalkan
diskualifikasi, tak menjamin politik uang akan red&ebab,
seperti juga korupsi, politik uang bisa dilakukaalasn
bentuk terselubung. Ambil contoh, seorang kandigtdhana
menjanjikan kenaikan gaji atau tunjangan kepada. BEfi
itu diucapkan di sela-sela proses Pilkada. Janjitilpo
semacam itu bisa dikategorikan sebagai politik u&gamna

halnya dengan iming-iming program Jaminan Kesehatan
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Daerah (Jamkesda) di tengah-tengah Pilkada. Ituugdem
merupakan bentuk politik uang dalam bentuk terseigb

Studi Yamamah (2010) mengemukakan bahwa para
pemuka agama perlu menanamkan pemahaman bahwa
menggunakan politik uang dalam proses pemilihan mamu
adalah sesuatu yang bersifat "najis". Dengan begian
muncul rasa jijik di kalangan masyarakat untuk nnieme
sesuatu dalam sebuah proses demokrasi rakyat. Maaya
kurang peduli dengan politik uang, bahkan terkesan
mengharapkan sesuatu dari seorang tokoh yang sedang
"bertarung" dalam proses demokrasi rakyat, sepatnilu
dan pilkada. Hal itu disebabkan masyarakat tidakyaéari
bahaya politik uang serta menganggapnya sebagaatses
yang lumrah. Itu karena masyarakat belum menganggap
poilitik uang sebagai najis yang harus dijauhi.aBakatu
penyebab munculnya fenomena itu karena tidak adanya
larangan yang tegas dari pemuka agama, sekaligus
menjelaskan hukum politik uang dalam pandangan agam
Apalagi, sebagian pemuka agama justru menyatakéh bo
menerima pemberian seorang calon pejabat atauispolit
meski pilihan politik yang diberikan tergantung pabati
nurani masing-masing. Itu ajaran yang tidak baikeka
seolah-olah mengajarkan masyarakat untuk bersikaafik.
Untuk itu, pemuka agama perlu menanamkan pemahaman

bahwa politik uang adalah najis yang harus dijauhi.
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Para pemimpin organisasi keagamaan harus secara
terus menerus, sistematis dan terencana melakukan
penyebaran dan desiminasi informasi melalui beibaga
saluran komunikasi, baik langsung maupun tidak dang,
memberikan pembinaan kepada umat. Agar umat bemearb
memahami dan menyadari akan bahaya politik uanggare
menghindarkan diri dari politik uang dalam setiagmnjihan
umum, selain menjalankana ajaran agama yang meaapak
amal sholeh dan mendapatkan pahala, juga akan memba
pada kehidupan politik yang ramah dan santun setaih
dengan kedamaian. Dengan demikian, dalam satuakeril
sebagai pemilih cerdas (menolak politik uang) akdandua
tujuan sekaligus yang dicapai, kaitu menjalankaaraaj
agama dan membangun politik, pemilu dan demokrasgy
sehat. Hal ini lah yang seharusnya dikampanyeka&arse

terus menerus oleh para pemimpin organisasi keaagama

. Pengaruh Liberaisas Politik Global

Indonesia adalah Negara terbesar ketiga di dunia
yang telah mampu mewujudkan demokratisasi melalaui
pelaksanaan pemilu secdie and fair election Namun,
upaya untu mendemokratiskan pemilihan umum di ledian
masih menyisakan satu problem yang semakin haralsem
meningkat pengaruh “virus” merusaknya, yaitu terjga

praktek politik uang di setiappenyelenggaraan pkanl
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umum. Menurut studi Muhtadi (2014), menyatakan k@ahw
secara umum, politik uang dapat dipahami sebagaiuken
mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uaagjal,
atau barang ke pada pemilih agar dicoblos dalamilpem
Sejumlah studi merujuk politik uang pada teori rifisisi
politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. aPwat
politik uang yang secara spesifik menunjuk padategi ritel
jual beli suara Jote buyingy Dari segi waktu biasanya
dilakukan menjelang pemilu (serangan fajar). Kadang
dilakukan prabayar sebelum hari-H pemilihan, taga pula
yang sesudahnya setelah terbukti dukungan cukunifiken.
Kedua, strategi politik uang grosiran dan lebirsbat jangka
panjang dengan menyalahgunakan kebijakan proglamati
seperti bantuan sosial atau hibah maupun ¢amnk barrel
untuk kepentingan elektoral.

Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi politik
uang. Pertama, faktor desain kelembagaan. Sistem
proporsional terbuka cenderung mengarah pada Mpoliti
elektoral yang bertumpu pada kandidat gesmsonal vote
Dibanding proporsional tertutup, proporsional tésou
memberikan insentif lebih kepada calon dalam médaku
politik uang. Kompetisi antarcalon di internal értnakin
sengit. Tak terkecuali daerah pemilihan (dapil) gyahokasi
kursi yang diperebutkan lebih banyak juga mendomuiiik
uang lebih masif ketimbang di dapil yang kursinydih
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sedikit. Faktor institusi lainnya adalah deserdesi yang
juga dipercaya meningkatkan politik uang. Selain ftolitik
uang lebih marak terjadi dalam arena elektoral deng
populasi pemilih lebih sedikit. IImuwan politik Sars Stokes
(2007) menyatakani;The smaller the constituency, the more
vote buying."Oleh karena itu, politik uang dalam pemilihan
anggota DPRD lebih masif ketimbang pemilihan DPRapu
Pemilih yang diperebutkan calon anggota DPRD jaaldihl
sedikit. Dalam pemilihan presiden dengan pemilkitae 185
juta, sulit dibayangkan tim sukses calon presiden
membagikan uang kepada ratusan juta pemilih. Maka,
semakin besar pemilih yang diperebutkan, politikngia
dilakukan secara grosiran dengan memanfaatkan grogr
pemerintah yang bersifat populis. Faktor keduaaddihgkat
pendidikan dan pendapatan. Pemilih miskin cenderung
menerima pemberian jangka pendek dan konkret meski
nominalnya tak seberapa ketimbang janji-janji paogatik
pada masa depan yang ditawarkan politlsgh{ discount
rate). Dari perspektif elite, harga suara pemilih miskiga
jauh lebih murah ketimbang membeli suara pemilih
menengah ke atas. Faktor ketiga adalah politik \smtggai
produk sosial dan kultural masyarakat. Hubungarropat
klien menjadi humus yang menyuburkan maraknya igolit
uang. Patron memberikan barang atau uang untuk ika¢ng

loyalitas klien. Dalam konteks ini, hubungan timbalik
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(norms of reciprocity menjadi basis kultural yang menopang
praktik politik uang. Politisi tak bisa mendapakdnogan jika
tidak disertai uang atau pemberian. Uniknya, sefimigkat
pendidikan dan pendapatan yang rendah, praktikippatng
ternyata berkaitan dengan rendahnya partylD atetiftkasi
pemilih terhadap partai. PartylD adalah perasaarmang
bahwa partai tertentu adalah identitas politiknata tren
menunjukkan selama sepuluh tahun terakhir tingkat
kedekatan pemilih terhadap partai rendah sehinggaiou
gejala deparpolisasi. Deparpolisasi atsarty dealignment
adalah gejala psikologis yang membuat publik kelgiden
kepercayaan terhadap partai. Menurut Biorcio damrMa
heimer (1995), gejala ini bisa dilihat dari dua eimi yang
menghubungkan pemilih dengan partai: partylD dengan
partai (dimensi afeksi) dan evaluasi massa pemill fungsi
intermediasi partai (dimensi rasional). Pada saaitan
pemilih terhadap partai melemah, fungsi partai kntu
menghubungkan kepentingan pemilih dan keputusan-
keputusan publik yang dibuat di DPR atau pemeriftgia
memburuk. Data tren Indikator juga menemukan
dibandingkan institusi demokrasi yang lain, kepgaca
publik terhadap partai paling lemah. Pemilih yangnmitiki
kedekatan dengan partai (partylD) cenderung menolak
pemberian politik uang. Secara logis, jika pemiliang

memiliki kedekatan dengan partai, ia cenderung tha&no
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tawaran material dari tim sukses atau calon datapéain.
Sebaliknya, dalam survei ditemukan bahwa pemilih
cenderung toleran dan menerima politik uang kareeeeka
tidak memiliki kedekatan dengan partai. Pemilih kdman
melakukan relasi transaksional dengan partai. HEhgk
kepercayaan terhadap partai lemah mendorong ratdara
partai dan pemilih menjadi bersifat jangka pendein d
materialistis. Dengan demikian, politisi tak bisakadar
menyalahkan pragmatisme pemilih yang membuat biaya
politik semakin mahal. Politik transaksional antgalitisi
dan pemilih akibat kegagalan partai dalam menirkghat

diferensiasi ideologis dan kedekatan dengan pemilih

BAB V
PENUTUP

. Kesmpulan
Berdasarkan paparan dalam bab-bab tersebut di atas,
studi strategi pemberdayaan dan perubahan perpaktik
masyarakat terhadap politik uang di Kota Semaraiagat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Pemetaan masalah politik uang yang selalu terjadina
setiap penyelenggaraan pemilu mempunyai beragam
modus operandi. Modus operandi yang paling diminati

masyarakat adalah pemberian uang tunai secara
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langsung, karena lebih mudah untuk digunakan céea p
penerima. Sedangkan penyebab utama praktek politik
uang adalah keinginan kandidat untuk mendapatkan
kursi atau kemenangan dalam pemilu, yang hal ini
berkelindan dengan keinginan masyarakat mendapatkan
sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat
kemiskinan. Hubungan timbal balik antara kandidat
dengan masyarakat diikat dalam suatu kepentingag ya
sama, VYyaitu sama-sama membutuhkan. Kandidat
membutuhkan kursi, masyarakat membutuhkan uang.
Adapun akibat dari adanya polittk uang adalah
tereduksinya fungsi pemilu sebagai instrument
demokrasi dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat, dan akibat turunan lainnya.

Maraknya praktek politik uang yang terjadi setiap
penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun dirasakan
dan nyata terjadi di lapangan, tetapi sangat susafk
dobuktikan secara hokum. Sehingga, dari selurubskas
politik uang yang dialporkan Petugas Pengawas
Lapangan (PPL) kepada Panita Pengawas Pemilu
(Panwsalu) Kota Semarang melalui Panitia Pengawas
Keamatan (Panwascam) seluruhnya tidak dapat dgrose
dalam pengadilan pidana pemilu. Hal ini disebabkan
tidak tercapainya 4 (empat) kriteria politik uarygitu

ada saksi, ada bukti, ada ajakan untuk memilihgcale
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tertentu, dan pemberi adalah caleg atau tim suksesy
terdaftar di Komis Pemiihan Umum (KPU).

3. Untuk meminimalisasi praktek politik uang dalam
pemilu dirumuskan beberapa program, antara lailu per
upaya pencegahan dengan menjalankan moratorium
(Penghentian) politik uang oleh partai politik dan
kandidat, perlu sosialisasi dan pendidikan poktlpada
rakyat, perubahan peraturan peundang-undangan,
gerakan bersama, penyuluhan dan khutbah jum’ag ser
pemilihan tidak langsung (khusus pilkada).

4. Beberapa rumusan program perbaikan tersebut
selanjutnya dilaksanakan dan dievaluasi untuk
menemukan tindakan atau langkah baru. Dalam
kerangka aksi-reaksi penulis menganalisis persepsi
masyarakat terhadap politik uang yang didasarkaa,pa
pemahaman bahwa demokrasi dan pemilu dipandang
sebagai bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan
kekuasaan; masyarakat tidak memahami dan
menjalankan ajaran agama dengan baik berkenanann
dengan keharaman politik uang; serta adanya pemgaru

liberalisasi politik global.

B. Rekomendasi
Dari hasil kesimpulan di atas, penelitian ini

merekondasikan sebagai berikut :
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1. Kepada partai politik atau kandidat untuk secara
bersama-sama mengadakan moratorium politik uang
dalam pemilu. moratorium ini perlu komitmen bersama
dan dilaksanakan secara konsekuen. Bersamaan dengan
hal tersebut partai politik menyusun system kadsris
yang memproses bakal calon (calon legislative maupu
calon ekasekuti) agar mampu menawarkan kandidat
yang kridibel, kapabel dan akseptabel.

2. Kepada Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan revisi
peraturan perundang-undangan dalam bidang pemilu
untuk menjerat baik pelaku dan penerima politikgjan
baik dalam aspek material maupun formil.

3. Kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk
secara bersama-sama melakukan gerakan nasional anti
politik uang dengan mengajak seluruh masyarakat aga
menolak politik uang dalam setiap penyelenggaraan

pemilu.

C. KataPenutup
Sebuah karya penelitian tentunya tidak pernah
sempurna. Oleh karena itu peneliti menyadari akan
kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini, maka
kepada para pembaca untuk bisa memberikan maskriiin,
dan perbaikan yang bersifat menyempurnakan pearelitii.

Demikian, semoga penelitian ini ada manfaatnya peageliti
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dan pengembangan ilmu di kampus UIN Walisongo

Semarang.
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